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Assalamualaikum wr. wb.

Alhamdu lillah, puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan
kekuatan untuk menyelesaikan hasil-hasil Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa
se-Indonesia VIII ini dalam bentuk buku, sehingga dapat hadir di tengah
pembaca. Shalawat dan salam ke hadirat junjungan nabi besar Muhammad
SAW, keluarga, para sahabat, dan seluruh pengikutnya serta juga untuk kita
semua, amin.

Buku ini merupakan himpunan hasil-hasil Keputusan Ijtima’ Ulama
Komisi Fatwa se-Indonesia VIII yang diselenggarakan di Pondok Pesantren
Bahrul Ulum Sungailiat Kabupaten Bangka Provinsi Bangka Belitung pada
28 sampai dengan 31 Mei 2024. Hasil-hasil Keputusan yang terhimpun
dalam buku ini merupakan hasil ijtihad kolektif (jjtihad jama’) yang dilaku-
kan oleh para ulama, zu'ama, dan cenedekiawan muslim se-Indonesia yang
hadir dalam forum terhormat tersebut. Pembahasan materi untuk kepen-
tingan pendalaman dilakukan dalam sidang-sidang komisi, dan kemudian
diambil keputusannya melalui Sidang Pleno Ijtima.

Buku ini sengaja diberi judul “Konsensus Ulama Fatwa Indonesia”, untuk
memberikan gambaran bahwa apa yang dihasilkan dalam buku ini meru-



pakan hasil ijtihad kolektif dari para ulama fatwa di Indonesia. Dari sisi par-
tisipasi kepesertaan, Forum Ijtima’ Ulama ini diikuti oleh pimpinan lem-
baga fatwa Omas Islam Tingkat Pusat, Pimpinan komisi fatwa MUI Provinsi
se-Indonesia, pimpinan pondok pesantren, pimpinan fakultas syariah PTKI,
dewan pengawas syariah di lembaga amil zakat dan keuangan syariah, per-
wakilan lembaga fatwa negara sahabat, serta ahli syariah dan hukum Islam
serta para peneliti yang hadir sebagai peninjau. Melihat dari representasi
kepesertaan dalam Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia, forum Ijtima’
Ulama merupakan pertemuan nasional dari ahli-ahli fatwa keagamaan dari
berbagai institusi, dan hasilnya bisa menjadi J]MA WATHANI, Konsensus
Ulama Fatwa Nasional dalam menyikapi berbagai permaslahan kebangsan
dan keumatan, baik skala nasional, regional, maupun global.

Di samping buku ini, sedang disiapkan buku terpisah yang memuat pro-
siding dan transkripsi utuh jalannya sidang-sidang Ijtima’ Ulama, sehingga
bisa diikuti secara utuh dinamika perdebatan, pembahasan, dan pengka-
jian atas berbagai masalah yang kemudian menyepakati himpunan kepu-
tusan ini.

Atas terwujudnya buku himpunan ini, kami mengucapkan terima ka-
sih kepada semua pihak yang membantu, terutama Panitia Pengarah, Tim
Materi, dan Tim sinkronisasi yang menindaklanjuti hasil keputusan si-
dang Pleno, juga kepada Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia yang
memberikan dukungan terwujudnya naskah ini. Mohon maaf atas segala
kekurangan.

Terakhir, semoga kehadiran buku ini dapat mendatangkan manfaat
dalam memberikan panduan keagamaan dan praktek bermasyarakat, ber-
bangsa, dan bernegara guna mencapai baldatun thayyibatun wa rabbun
ghafuur, rujukan bagi pemegang kebijakan, serta referensi dan bahan kajian
bagi peneliti dan pengkaji ilmu pengetahuan.

Wallahul Muwaffiq ila agwamith tharieq
Jakarta, 20 Juni 2024

Penyunting



Sambutan Dewan Pimpinan
Majelis Ulama Indonesia

Alhamdulillah atas berkat rahmat Allah SWT serta bantuan berbagai pihak
Majelis Ulama Indonesia akhirnya dapat menerbitkan buku “KONSENSUS
ULAMA FATWA INDONESIA 2024, Hasil Keputusan Ijtima’ Ulama Komi-
si Fatwa Se-Indonesia VIII Tahun 2024” yang diselenggarakan di Pondok
Pesantren Bahrul Ulum Sungailiat Kabupaten Bangka Provinsi Bangka Beli-
tung pada 28 sampai dengan 31 Mei 2024.

Jjtima’ Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia diselenggarakan dalam rang-
ka untuk membahas berbagai permasalahan aktual yang sangat dibutuh-
kan oleh umat sebagai panduan dalam kehidupan beragama dan berbang-
sa, yang tergabung dalam tiga tema utama, yakni permasalahan setrategis
kebangsaan (masail asasiyah wathaniyah), permasalahan keagamaan kon-
temporer (masail fighiyyah muashirah), dan permasalahan yang terkait
dengan peraturan perundang-undangan (masail ganuniyah). Ijtima’ Ulama
Komisi Fatwa juga berfungsi sebagai memperkuat posisi Komisi Fatwa, baik
di pusat maupun di daerah, juga ajang silaturrahim dan shilatul fikri serta
wahana musyawarah bersama lembaga fatwa organisasi kemasyarakatan
Islam yang ada di Indonesia serta Pondok Pesantren dan Perguruan Tinggi
Agama Islam.

xi



Hasil Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII Tahun
2024 yang terdapat dalam buku ini merupakan hasil ijtihad kolektif para
ulama Indonesia yang berasal dari berbagai unsur dan latar belakang. Hadir
dalam forum Ijtima’ Ulama tersebut pimpinan dan anggota Komisi Fatwa
MUI Pusat serta Pimpinan Komisi Fatwa MUI Provinsi se-Indonesia, para
pimpinan lembaga fatwa ormas-ormas Islam Tingkat Pusat, para pimpin-
an Fakultas Syariah Perguruan Tinggi Agama Islam, Pimpinan Pondok
Pesantren, unsur pemerintah yang terkait dan juga para ahli.

Sebelum pelaksanaan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa, Panitia telah melaku-
kan pendalaman materi dalam beberapa kali pertemuan Pra-Ijtima) yang
bersifat tematik dan didalami melalui forum diskusi kelompok terfokus (Fo-
cussed Group Discussion) dengan mengundang para nara sumber yang me-
miliki kompetensi, baik dari unsur ahli maupun unsur pemegang kebijakan.

Akhirnya, atas nama Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia kami
mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh Panitia
Pengarah maupun Panitia Pelaksana, Tim Materi, Tim Perumus, Tim Penyu-
sun, Penyunting serta semua pihak yang telah membantu hingga terseleng-
garanya acara Ijtima’ Ulama dan terbitnya buku ini. Harapan kami, mudah-
mudahan buku ini memberikan manfaat yang sebesarnya bagi masyarakat,
dalam rangka ikhtiar mewujudkan Fatwa sebagai panduan untuk Kemasla-
hatan Bangsa sehingga terwujud masyarakat yang taat dalam beragama
(mutadayyin) dan luhur dalam peradaban (mutamaddin).

Jakarta, 13 Dzulhijjah 1445 H.

20 Juni 2024

DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Ketua Umum, Sekretaris Jenderal,
ttd ttd
K.H. M. Anwar Iskandar H. Amirsyah Tambunan
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KEPUTUSAN
I[JTIMA’ ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VIII
Nomor o1/Ijtima’ Ulama/VIIl/2024
Tentang
PRINSIP HUBUNGAN ANTARBANGSA

Jjtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII yang diselenggarakan di Pon-
dok Pesantren Bahrul Ulum Islamic Center, Sungailiat, Kabupaten Bangka,
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada 20-23 Zulkaidah 1445 H/ 28-31
Mei 2024 M setelah:

MENIMBANG : a. bahwa seiring dengan dinamika sosial politik
dan kemasyarakatan, banyak masalah kon-
temporer yang terkait dengan masalah stra-
tegis kebangsaan, baik yang terkait dengan
masalah kenegaraan, kebangsaan, maupun
keumatan yang muncul dan dihadapi bangsa
Indonesia;

b. bahwa terhadap masalah tersebut banyak
yang beririsan dengan masalah keagamaan
dan membutuhkan jawaban hukum Islam
dari para ulama, zuama dan cendekiawan
muslim;

c. bahwa terhadap masalah tersebut diper-
lukan jawaban hukum keagamaan berupa
keputusan IJjtima’ Ulama Komisi Fatwa untuk
dijadikan pedoman;

MENGINGAT : 1 Dalil-dalil yang menjadi landasan dalam
penetapan hukum yang terkait dengan ma-
salah sebagaimana terlampir dalam keputus-
an, baik dari Al-Qur’an, Hadits, Ijma), Qiyas,
dan Dalil-dalil lain yang mu'tabar.



MEMPERHATIKAN

. Berbagai pertimbangan akademik dan per-

timbangan maslahah-mafsadah yang disam-
paikan sebagaimana terlampir dalam kepu-
tusan.

. Pidato Wakil Presiden RI dalam acara Pem-

bukaan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Se-Indo-
nesia VIIL

. Pidato Iftitah Wakil Ketua Umum MUI dalam

acara Pembukaan Ijtima’ Ulama Komisi Fat-
wa Se-Indonesia VIII.

. Paparan para nara sumber dalam Sidang Ple-

no Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia
VIIL

. Penjelasan Ketua Panitia Pengarah (Steering

Committee) dalam Sidang Pleno I Ijtima’ Ula-
ma Komisi Fatwa Se-Indonesia VIIL

. Laporan Hasil Sidang Komisi A tentang Ma-

salah Strategis Kebangsaan (Masail Asasi-
yyah Wathaniyyah) yang dibacakan dalam
Sidang Pleno V Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa
Se-Indonesia VIII.

. Pendapat dan masukan yang berkembang

dalam Sidang Pleno V Ijtima’ Ulama Komisi
Fatwa Se-Indonesia VIII.

dengan bertawakkal kepada Allah subhanahu wa ta’ala:

MENETAPKAN

MEMUTUSKAN

1. Mengesahkan hasil Sidang Komisi A tentang

Prinsip Hubungan Antarbangsa:

a. Prinsip Hubungan Internasional dalam
Perserikatan Bangsa-bangsa

b. Prinsip Melindungi Seluruh Warga Bangsa
di Dunia

Bagian Pertama: Masalah Strategis Kebangsaan



c. Prinsip Membela Kemerdekaan Bangsa dan
Menentang Segala Bentuk Penjajahan yang
termasuk dalam Masalah-masalah Strategis
Kebangsaan (Masail Asasiyyah Wathani-
yyah) sebagaimana terlampir dan merupak-
an bagian yang tidak terpisahkan dari Kepu-
tusan ini.

2. Menghimbau semua pihak untuk menyebarlu-
askan hasil Ijtima’ ini kepada masyarakat untuk
dijadikan pedoman.

3. Keputusan ini mulai berlaku pada saat ditetap-
kan, dan jika di kemudian hari membutuhkan
penyempurnaan, maka akan dilakukan peny-
empurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangka

Pada Tanggal : 23 Zulkaidah 1445 H
31 Mei 2024 M

PIMPINAN SIDANG PLENO V
[JTIMA’' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VIII

Ketua, Sekretaris,

ttd. ttd.
Prof. Dr. KH. M. Asrorun Ni'am Sholeh, M.A.  Dr. H. Rofiqul Umam Ahmad, S.H., M.H.
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LAMPIRAN KEPUTUSAN
I[JTIMA’ ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VIII
Nomor o1/Ijtima’ Ulama/VIIl/2024
Tentang
PRINSIP HUBUNGAN ANTARBANGSA

»@%\m\/j‘\———f«:}

A. Prinsip Hubungan Internasional dalam Perserikatan Bangsa-bangsa

1.

Pada dasarnya, sejak masa-masa awal Islam, konsep negara-bangsa
(nation-state) sudah diaplikasikan melalui Piagam Madinah yang
disepakati oleh seluruh komponen bangsa di bawah kepemimpi-
nan Nabi Muhammad SAW,, namun demikian belum ada peraturan
perundang-undangan yang bersifat mengatur secara rinci. Oleh
karenanya, para ulama salaf tidak banyak membahas konsep nega-
ra-bangsa secara rinci. Konsep negara-bangsa (syu'itb) telah diperke-
nalkan oleh al-Qur'an antara lain dalam surat al-Hujurat [49]: 13.

Konsep negara-bangsa yang mengakui kedaulatan yang didasarkan
pada wilayah teritorial tertentu, membawa konsekuensi adanya ke-
daulatan setiap negara untuk membuat perangkat aturan hukum
yang sesuai dengan tujuan negara tersebut. Dalam hal terjadi perma-
salahan lintas negara, dibutuhkan perangkat hukum internasional
yang disepakati oleh semua negara untuk dipedomani bersama.

Hukum Internasional yang didasarkan atas kesepakatan antar neg-
ara (al-mitsaq al-‘alami) sebagaimana yang disepakati dalam forum
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), wajib dipatuhi oleh seluruh
negara anggota, termasuk semua negara Organisasi Kerjasama Is-
lam (OKI) sebagai anggota PBB, sepanjang tidak bertentangan de-
ngan ketentuan syariah. Sementara, kesepakatan antarnegara yang
bertentangan dengan ketentuan syariah tidak boleh dipedomani.
Karena itu, dalam ratifikasi kesepakatan antarnegara yang diambil
PBB dan/atau badan internasional lainnya ke dalam hukum nasi-
onal, maka negara harus terlebih dahulu mengkaji secara seksama
kesesuaiannya dengan ketentuan syariah dan falsafah hidup bangsa.
Pelaksanaan kepatuhan atas hukum internasional yang menjadi ke-

Bagian Pertama: Masalah Strategis Kebangsaan



sepakatan antarbangsa harus didasarkan pada prinsip kesetaraan,
keadilan, dan kesamaan sebagai warga dunia tanpa membeda-be-
dakan (diskriminasi). Dengan demikian, pemberian hak veto kepa-
da beberapa negara tertentu di PBB bertentangan dengan prinsip
kesetaraan dan keadilan serta berpotensi melahirkan kesewenang-
wenangan.

Bangsa Indonesia sebagai bagian dari bangsa-bangsa di dunia dan
sebagai bagian integral dari OKI, wajib terus berjuang menghapus-
kan penjajahan dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang ber-
dasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, de-
ngan cara menggalang kekuatan sesama negara muslim atas dasar
ukhuwwah Islamiyah, serta terus berperan aktif dalam perumusan
berbagai kebijakan global.

B. Prinsip Melindungi Seluruh Warga Bangsa di Dunia

1.

Umat manusia diciptakan oleh Allah SWT dalam keadaan bersuku-
suku dan berbangsa-bangsa untuk saling mengenal (tadruf), bekerja
sama, tolong-menolong (ta@wun), dan saling melindungi (takaful)
antar sesama.

Persaudaraan sesama bangsa harus direposisi dalam kerangka per-
saudaraan kemanusiaan (ukhuwwah insdaniyyah) yang adil dan uni-
versal. Perbedaan suku, bangsa, agama dan kewarganegaraan tidak
boleh menjadi alasan untuk tidak berlaku adil.

Setiap muslim wajib memberikan pertolongan, bantuan, dan per-
lindungan kepada sesama muslim, sesama warga negara, dan sesa-
ma manusia, sekalipun berbeda suku, agama, ras, golongan, bangsa
dan kewarganegaraan, sesuai dengan maqasid syariah.

Negara wajib memberikan perlindungan dan penampungan semen-
tara bagi setiap warga negara dan warga dunia dari ancaman ben-
cana kemanusiaan.

Membiarkan saudara sesama manusia dalam ancaman bahaya,
hanya karena alasan beda agama, beda asal usul, beda warga negara,
hukumnya haram dan pelakunya berdosa.

Konsensus Ulama Fatwa Indonesia 7



C. Prinsip Membela Kemerdekaan Bangsa dan Menentang Segala Ben-
tuk Penjajahan

1.

Kemerdekaan ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka
agresi dan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak
sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Setiap umat Islam wajib berjihad untuk mempertahankan ke-
merdekaan dan menjaga kedaulatan bangsa. Dalam situasi damai,
implementasi jihad, dalam konteks kehidupan berbangsa dan ber-
negara adalah dengan melakukan berbagai aktivitas kebaikan de-
ngan bersungguh-sungguh dan berkelanjutan demi meninggikan
agama Allah (/i i'laai kalimatillah). Dalam situasi perang, jihad ber-
makna kewajiban muslim dan muslimat untuk mengangkat senjata
guna mempertahankan kedaulatan negara.

Setiap warga negara wajib mewujudkan kemerdekaan dan menen-
tang segala bentuk penjajahan, serta wajib mendukung upaya bang-
sa lain mewujudkan kemerdekaan, seperti mendukung perjuangan
bangsa Palestina mewujudkan kemerdekaan melawan penjajahan
Israel.

Mendukung negara atau pihak yang melakukan agresi, genosida
dan/atau penjajahan atas suatu bangsa adalah pengingkaran dan
pengkhianatan terhadap komitmen kemerdekaan serta bertentang-
an dengan konstitusi dan hukum internasional.

Negara wajib menghentikan kerja sama, baik langsung maupun ti-
dak langsung, dengan negara agresor atau penjajah, serta memberi
sanksi pada pihak yang secara nyata atau sembunyi-sembunyi men-
dukung, bersimpati, dan bekerja sama dengan penjajah.

D. Rekomendasi

1.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai payung besar ulama dan
umat Islam Indonesia perlu menjadi pelopor perdamaian dan ke-
merdekaan setiap bangsa yang masih dijajah, terutama Negara Pa-
lestina.

Memperhatikan kondisi pembantaian massal yang sangat biadab
dan genosida yang terang benderang di Gaza Palestina, maka Peme-
rintah Indonesia perlu memprakarsai bantuan militer bersama ne-
gara-negara lain, terutama negara-negara Islam, khususnya negara
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anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) untuk menghentikan
kekejaman dan kebiadaban Zionis Israel.

3. Majelis Ulama Indonesia (MUI) perlu menindaklanjuti upaya-upaya
dialog antar ulama dan tokoh lintas agama di negara-negara di dunia.

E. Dasar Penetapan
1. Ayat-ayat al-Quran, antara lain:

S5 B35 Gk Lallass bﬁawéu&uwu\wu
PSRRI BENE PR EALY

“Hai manusia! Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang
laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-
bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Se-
sungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian disisi Allah ia-
lah orang yang paling takwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui
lagi Maha Mengenal.” (QS. Al-Hujurat [49] 13).

““L;ﬂ,b, a»bww@sm LA
58 u\ r\:,-)\ﬂj a QJJ;LM: §A\A»\ \j,a_,\ ARy \J«S \!L->-) e &5
oy r—"—»‘&
“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah mencip-
takanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya
pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah mengembangbiakkan la-
ki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang
dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubung-

an kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawa-
simu.” (QS. An-Nisa [4]:1)

5 3 &) il et B By eV o gle ST 5
Wl oY

\

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan langit
dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesung-
guhnya pada yang demikan itu benar-benar terdapat tanda-tanda
bagi orang-orang yang mengetahui.” (QS. Ar-Ruum|[30]: 22)

Gl 225 ) A g
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“Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai
rahmat bagi seluruh alam.” (QS. Al-Anbiya [21]:107).

e eele o iiing adels 1335;3\)\3331 FARAU TR
NG L 2 Ol 53 o8l el 14

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan
bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (ke-
haramannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu se-
dang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan
hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.” (Q.S. Al Maidah [5]:1).

Al &) 2l 1,51 ohaals Y1 6 LS Y5 il I e 15
Slaall Jous

“.. Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan
dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan
pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya
Allah amat berat siksa-Nya.” (QS. Al-Maidah [5]:2)

-
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“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-
olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan
itu) lebih baik daripada mereka (yang mengolok-olok) dan jangan
pula perempuan-perempuan (mengolok-olok) perempuan lain (kare-
na) boleh jadi perempuan (yang diolok-olok itu) lebih baik daripada
perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela
dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk
panggilan adalah (panggilan) fasik setelah beriman. Siapa yang tidak
bertobat, mereka itulah orang-orang zalim. (Q.S. Al Hujurat [49]:11)

bﬁﬁxuwﬂuﬁmﬁw\fw% o o= ST A

“Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan jangan-
lah kamu ikuti pelindung selain Dia. Sedikit sekali kamu mengambil
pelajaran.” (Q.S. Al Araf [7]: 3)

02,02 0358
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“(juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima
(mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan uru-
san mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka.
Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan
kepada mereka” (Q.S. Asy Syuura [42]: 38)

128E AT BN G 2285 1305 el J) e 1 1,38 & r& Gl &)
\J“ug.g wégw\u\mé&b@\g\dwb

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepa-
da pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia,
hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi
pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha
Mendengar lagi Maha Melihat” (Q.S. An Nisa[4]: 58)

L;r,&jvj N ;g/:*‘fxz\ Sl I3 1Aty 20 1, 15 u—’“d\ L@,\,
55 G5 s o5l bl 933 858781 0525005 A V5358 068
3,6

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul
(Nabi Muhammad) serta ulul amri (pemegang kekuasaan) di antara
kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah
kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman
kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu)
dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat)” (Q.S. An Nisa

[4]:59)
p&@wp&%vw\wmjvjbr@@w&;s};u
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G

“Maka, berkat rahmat Allah, engkau (Nabi Muhammad) berlaku le-
mah lembut terhadap mereka. Andaikan engkau bersikap keras dan
berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh
karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mer-
eka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan
(penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bert-
awakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang
yang bertawakal” (Q.S. Al Imran [3]: 58)

S5l o35 V5 G S G 1226 Y1 6 ERs aulas )3,

Konsensus Ulama Fatwa Indonesia 11



12

52510 S5a8 SUE L i 58 ikt 3l 81l o2 32 Std
u\.w.;\%;

“(Allah berfirman,) “Wahai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan-
mu khalifah (penguasa) di bumi. Maka, berilah keputusan (perkara)
di antara manusia dengan hak dan janganlah mengikuti hawa nafsu
karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sesungguhnya
orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang be-
rat, karena mereka melupakan hari Perhitungan.” (Q.S. Shad [38]: 26)

AR HHE m\f%&;i;g;:;?m;gaz\ﬁjij\ 232150
S 35 L,

“Jika seseorang di antara orang-orang musyrik ada yang meminta pe-
lindungan kepada engkau (Nabi Muhammad), lindungilah dia supa-
ya dapat mendengar firman Allah kemudian antarkanlah dia ke tem-
patyang aman baginya. (Demikian) itu karena sesungguhnya mereka
adalah kaum yang tidak mengetahui.” (Q.S. At Taubah [9]: 6)

5‘552595}’534}?3&3\&}’533&23;1;&&’* ORI

s
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“Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap
orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak
mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah men-
cintai orang-orang yang berlaku adil.” (Q.S. Al Mumtahanah [60]: 8)

&)L{@mu@wu\&&:xuuursugu\;\@\wb
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“Wahai Nabi, apabila perempuan-perempuan mukmin datang ke-
padamu untuk mengadakan baiat ( janji setia) bahwa mereka tidak
akan mempersekutukan sesuatu apa pun dengan Allah, tidak akan
mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya,
tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan
dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang
baik, terimalah baiat mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mer-
eka kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha
Penyayang.” (Q.S. Al Mumtahanah[60]: 12)
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“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebena-
ran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil.
Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu un-
tuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat
pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha-
teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al Maidah [5]: 8)

u»””ﬁj@i\ng\;&;ﬁ;\;ﬁ&%%mjﬁu@@ H
PS‘}L:J Ubj) o«b/“w r_é_—d.«.;- ;Lﬂ‘}b \.>\.@.~oj A‘Cjwrb.«.n

Wrwfu.) e E5 G (,s:,,” ’jfam\d\u\}@-\\’”{r&b\b
O 3/;9":

“...Maka, putuskanlah (perkara) mereka menurut aturan yang ditu-
runkan Allah dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka
dengan (meninggalkan) kebenaran yang telah datang kepadamu.
Untuk setiap umat di antara kamu Kami berikan aturan dan jalan
yang terang. Andaikan Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan-
mu satu umat (saja). Akan tetapi, Allah hendak mengujimu tentang
karunia yang telah Dia anugerahkan kepadamu. Maka, berlomba-
lombalah dalam berbuat kebaikan. Hanya kepada Allah kamu semua
kembali, lalu Dia memberitahukan kepadamu apa yang selama ini
kamu perselisihkan.” (Q.S. Al Maidah [5]:48)
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“Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya
dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua,
kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang
dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba
sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong
dan membanggakan diri.” (QS. An-Nisa: 36).

-
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“Dan penuhilah janji kepada Allah apabila kamu berjanji, dan jangan-
lah kamu melanggar sumpah setelah menguatkannya, sedang kamu
telah menjadikan Allah sebagai penjamin (sumpah)mu. Sesungguh-
nya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. An-Nahl: g1).

Hadis-hadis Nabi saw, antara lain:
a. Hadis Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mengenai sejarah ko-

respondensi antara Rasulullah dengan raja-raja di seantero negeri:
/’”\&om\ };:)\” ”"\m\\l@&m\ijuwm\,\.&u&
A Cg&\ws u\mL&;uC,\SSerY\J\i_}ESJ’”/J\J’ oy
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“Dari Abdullah bin Abbas RA, dia mengabarkan: ‘Bahwa Rasulullah
shallallahu ‘alaihi wasallam menulis surat kepada Kaisar Romawi
mengajaknya kepada Islam, dan mengutus surat tersebut melalui Di-
hyah Al-Kalbi. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam memerintah-
kannya untuk menyerahkan surat itu kepada penguasa Bushra agar
dia menyerahkannya kepada Kaisar. Ketika Allah mengalahkan pasu-
kan Persia, Kaisar berjalan dari Homs ke Iliya sebagai bentuk syukur
kepada Allah atas kemenangan yang diberikan-Nya. Ketika surat Ra-
sulullah shallallahu ‘alaihi wasallam sampai kepada Kaisar, dia ber-
kata setelah membacanya: “Carilah di sini seseorang dari kaumnya
(Arab) agar aku dapat menanyakan tentang Rasulullah shallallahu
‘alaihi wasallam.” (HR. Al-Bukhari).

. Hadis Nabi SAW yang menegaskan pentingnya ukhuwwah insani-

yyah, sertatidak adanya superioritas suatu ras, suku dan bangsa atas
yang lain:

(.u@ﬂ; SPWER (G- ”“”C.,;uﬂ&»‘, a\us
\,}Y\c»\jsléb\&\)c»\jréijé\Y\ch\QS\L” d\;z;d.;j\.wd\
J.C \ony\&cja‘"\chdjp&fujyjcy&&dﬂdﬂai

= £

(sl \))) L;}a.ﬂb 3!\ |

“DariAbu Nadrah, ia berkata: Telah menceritakan kepadaku seseorang
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yang mendengar khutbah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam di
tengah hari-hari tasyriq, lalu beliau bersabda: ‘Wahai manusia, ke-
tahuilah bahwa Tuhan kalian adalah satu, dan bapak kalian adalah
satu. Ketahuilah, tidak ada kelebihan bagi orang Arab atas orang
non-Arab, dan tidak ada kelebihan bagi orang non-Arab atas orang
Arab, tidak ada kelebihan bagiyang berkulit merah atas yang berkulit
hitam, dan tidak ada kelebihan bagi yang berkulit hitam atas yang
berkulit merah, kecuali dengan takwa.” (HR. Ahmad).

c. Hadis Nabi SAW tentang kewajiban menghormati manusia:
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“Dari Ibnu Abi Laila, bahwa Sahl bin Hunaif dan Qais bin Sa'd sedang
duduk di Qadisiyah, lalu lewatlah sebuah jenazah di hadapan mer-
eka, maka keduanya berdiri. Dikatakan kepada mereka: Ttu adalah
Jjenazah dari penduduk setempat (non-Muslim)." Keduanya menjaw-
ab: ‘Sesungguhnya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam pernah
didatangkan jenazah di hadapannya, lalu beliau berdiri. Dikatakan
kepada beliau: ‘Itu adalah jenazah seorang Yahudi.’ Beliau bersabda:
‘Bukankah ia juga seorang jiwa (manusia)?” (HR. Al-Bukhari dan
Muslim).

d. Hadis Nabi SAW tentang larangan fanatisme:
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“Dari Jubair bin Mut’im, bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasal-
lam bersabda: ‘Bukanlah termasuk golongan kami orang yang me-
nyeru kepada ashabiyah ( fanatisme kesukuan), bukanlah termasuk
golongan kami orang yang berperang karena ashabiyah, dan bukan-

lah termasuk golongan kami orang yang mati karena ashabiyah.”
(HR. Abu Dawud).

e. Hadis Nabi SAW yang menegaskan pentingnya berguyub, bermusy-
awarah dan saling menolong sesama golongan:
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“Ibnu Ishaq berkata: Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin
Zaid bin Muhajir bin Qunfudz at-Taimi, bahwa dia mendengar Talhah
bin Abdullah bin Auf az-Zuhri berkata: Rasulullah shallallahu ‘alai-
hi wasallam bersabda: “Sungguh, aku telah menyaksikan di rumah
Abdullah bin Judan suatu konsolidasi perjanjian (Hilf al-Fudul), yang
mana aku tidak akan menukarnya dengan unta merah (kekayaan
yang sangat berharga). Seandamya aku diajak untuk melakukan hal
yang sama di masa Islam, niscaya aku akan memenuhinya.” (HR.
Ibnu Hisyam).

Hadis Nabi SAW tentang kewajiban menolong dalam kebaikan dan
menutup aib sesama manusia:
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Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu dia berkata: Rasulullah shal-
lallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Barang siapa yang menghilang-
kan satu kesulitan seorang mukmin yang lain dari kesulitannya di du-
nia, niscaya Allah akan menghilangkan darinya satu kesulitan pada
hari kiamat. Barang siapa yang meringankan orang yang kesusa-
han (dalam hutangnya), niscaya Allah akan meringankan baginya
(urusannya) di dunia dan akhirat. Barang siapa yang menutupi aib
seorang muslim, niscaya Allah akan menutupi aibnya di dunia dan
akhirat. Dan Allah akan senantiasa menolong hamba-Nya, selama
hamba tersebut mau menolong saudaranya.” (HR. Muslim).

Hadis Nabi SAW yang melarang manusia untuk membela suatu
kaum dalam kezalimannya:
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“Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ‘anhu, dari Nabi shallallahu ‘alaihi
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wasallam bahwa beliau bersabda: ‘Barang siapa yang menolong ka-
umnya dalam hal yang tidak benar, maka dia seperti unta yang jatuh
ke dalam sumur, yang ditarik dengan ekornya.” (HR. Abu Dawud)

h. Hadis Nabi SAW tentang kebolehan bermuamalah dengan orang
kafir:
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Dari Asma’ binti Abu Bakar ia berkata; “Ketika terjadi gencatan sen-
jata dengan kaum Quraisy, ibuku mendatangiku yang ketika itu masih
musyrik. Lalu aku meminta pendapat Rasulullah shallallahu ‘alaihi
wasallam, saya bertanya, “Wahai Rasulullah, Ibuku mendatangiku
karena rindu padaku. Bolehkah aku menjalin silaturahmi dengan Ibu-
ku?” Beliau menjawab: “Ya, sambunglah silaturahmi dengan ibumu.”
(HR. Muslim).

\Z)

i. Hadis Nabi SAW tentang larangan berbuat zalim kepada orang kafir:
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“Dari beberapa anak para sahabat Rasulullah shallallahu ‘alaihi
wasallam, dari [bapak-bapak mereka] dari Rasulullah shallallahu
‘alaihi wasallam, beliau berkata: “Ketahuilah bahwa orang yang
menzalimi orang kafir yang menjalin perjanjian dengan Islam atau
mengurangi haknya atau membebaninya di atas kemampuannya
atau mengambil darinya sesuatu yang ia relakan maka aku adalah
orang yang akan membelanya pada Hari Kiamat.” (HR. Abu Daud).

j. Hadis Nabi SAW tentang kewajiban berbuat baik kepada warga ne-
gara:

G B35 2 b oy 5 VB a5 A 3285 55 3 8 83
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"Dari Abu Dzar, dia berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam
telah bersabda: ‘Sesungguhnya kamu sekalian (kaum Muslimin) pasti
akan dapat menaklukkan negeri Mesir, yaitu suatu wilayah yang ter-
kadang dinamakan Al Qirath. Apabila kalian telah dapat mengua-
sai negeri Mesir, maka berbuat baiklah kepada para penduduknya!
Karena, bagaimanapun, mereka memiliki hak untuk dilindungi, se-
bagaimana kaum kafir dzimmi ataupun karena hubungan tali saudara
(atau sebagai dzimmi dan hubungan keluarga dari jalur pernikahan).
Apabila kalian melihat dua orang yang sedang bertikai di Mesir pada
lokasi batu bata, maka keluarlah dari tempat itu! ‘ Abu Dzar berkata;
‘Ternyata saya melihat Abdurrahman bin Syurahbil bin Hasanah dan
saudaranya yang laki-laki, yaitu Rabiah sedang bertengkar di tempat
batu bata, maka saya pun keluar dan tempat itu.” (HR. Muslim)

. Hadis Nabi SAW tentang perlindungan hak asasi manusia:

\fﬁi;g ¢ Mb»wwsﬁ&»m\mw&u»
cg o = \L;..aw\ ’35\\.;;&4»\69)0»@ \u.cru

m.\bkgwufb;;j;\;umr L;\wu\wwu;}ng;u;/
r_a\f\)rs:;uwudu RN VN N HHE N

\Abrfﬁwg\xmfs&g\xmré;wfujzfryré—,ﬂi}éa@bs\j
(i)

“Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah telah menceri-
takan kepada saya Yahya bin Sa’id telah menceritakan kepada kami
Fudhail bin Ghozwan telah menceritakan kepada kami Tkrimah dari
Ibnu ‘Abbas semoga Allah meridhoinya, bahwa Rasulullah shallallahu
‘alaihi wasallam menyampaikan khuthbah pada hari kurban, Beliau
bertanya: “Wahai sekalian manuisa, hari apakah ini? Mereka menjaw-
ab: “Hari ini hari haram (suci) “. Beliau bertanya lagi: “Negeri apakah
ini?” Mereka menjawab: “Ini negeri (tanah) haram (suci) “ Beliau ber-
tanya lagi: “Bulan apakah ini?”. Mereka menjawab: “Ini bulan haram
(suci)” Beliau bersabda: “Sesungguhnya darah kalian, harta-harta
kalian dan kehormatan kalian, haram atas kalian sebagaimana ha-

ramnya hari kalian ini di negeri kalian ini dan pada bulan kalian ini’.
(HR. Al-Bukhari)
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1. Hadis Nabi SAW tentang penegakkan hukum:
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“Aku [Amir] mendengar An-Nu'man bin Basyir radliallahu ‘anhuma
dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Perumpamaan
orang yang menegakkan hukum Allah dan orang yang diam terha-
dapnya seperti sekelompok orang yang berlayar dengan sebuah kapal
lalu sebagian dari mereka ada yang mendapat tempat di atas dan se-
bagian lagi di bagian bawah perahu. Lalu orang yang berada di bawah
perahu bila mereka mencari air untuk minum mereka harus melewati
orang-orang yang berada di bagian atas seraya berkata; “Seandainya
boleh kami lubangi saja perahu ini untuk mendapatkan bagian kami
sehingga kami tidak mengganggu orang yang berada di atas kami’.
Bila orang yang berada di atas membiarkan saja apa yang diinginkan
orang-orang yang di bawah itu maka mereka akan binasa semuanya.
Namun bila mereka mencegah dengan tangan mereka maka mereka
akan selamat semuanya” (HR. Al-Bukhari).

m. Hadis Nabi SAW tentang kedudukan semua manusia adalah sama:

ruz; g a2 0 Lo bl )y &Bé&y&»oﬂa\u&
MY&\‘»\)(‘EL\%»\,@N\\J\wwwu JL;;%WS\
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“Diriwayatkan dari Abu Nadhrah, ia berkata: telah bercerita kepadaku
seorang sahabat yang mendengar khutbahnya Rasulullah .was di ten-
gah-tengah hari Tasyriq. Beliau bersabda: ‘Wahai manusia, ingatlah!
Sesungguhnya Tuhan kalian adalah satu, dan bapak kalian adalah
satu. Ingat-ingatlah! Tiada bagi orang Arab lebih utama dari selain
Arab. Tiada pula orang berkulit merah lebih utama dari berkulit hi-
tam. Sebaliknya, tiada orang hitam lebih utama dari orang berkulit
merah, melainkan ketagwaannya. Apakah kalian telah menerima
pesan ini?’ Para sahabat menjawab: [Kami bersaksi, bahwa| Rasu-
lullah telah menyampaikan pesan ini.” (HR. Ahmad).
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n. Hadis Nabi SAW tentang kewajiban mencegah kemungkaran:

o de 4l ALs A 352 dans 1 JB &2 40 @2 &, 08 el il 52
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“Diriwayatkan dari Abu Sa’id al-Khudri, ia berkata: aku pernah men-
dengar Rasulullah bersabda: barang siapa di antara kalian melihat
kemungkaran, maka hendaknya ia menghilangkannya dengan tan-
gannya. Jika ia tidak mampu, maka dengan lisannya. Orang yang ti-
dak mampu -dengan lisannya-, maka dengan hatinya. Dan dengan
hati ini adalah lemah-lemahnya iman.” (HR. Muslim).

Kaidah Fikih, antara lain:
Ala Jids Jesii i

“Upaya menolak kerusakan harus didahulukan daripada upaya
mengambil kemaslahatan’”.

w

- 71; Z .0 z .z /}}102/ 5 \a- Qs A\ D (7
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= >

“Jika ada dua mafsadat saling berhadapan, maka mafsadat yang
lebih besar harus dihindari dengan cara mengambil mafsadat yang
lebih ringan”

w

»&\MA\; i 281

“Madlarat yang lebih besar dapat dihilangkan dengan madlarat yang
lebih kecil”

N SN =

“Tasharruf (tindakan) imam terhadap rakyat harus dihubungkan
dengan kemaslahatan’.

-

e iy AT
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= -

“Sebuah kemerdekaan tidak masuk dalam kekuasaan.”
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4. Pendapat Ulama, antara lain:
a. Al-Nawawi, Syarh Shahih Muslim, 11/ 40:

di g)uij\uﬂw@)umy\w\;; 5 Gy \C?\
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“Telah jjma’ seluruh [ulama)] umat Islam terhadap kebolehan ber-
muamalah dengan ahli zimmah dan orang kafir lainnya, selagi
mana tidak jatuh dalam perkara haram. Tetapi umat Islam tidak
boleh (haram) menjual senjata kepada musuh Islam yang sedang
memerangi Islam, dan tidak boleh juga membantu mereka dalam
menegakkan agama mereka“.

b. Al-Thabary, Jami'u al-Bayan fi Ta'wili Al-Quran, 7/ 521:

cb\juamwrw%edu ;::.ni:\, S dws sy g
rﬁ\;\g;:;ju»\js\u,@\uuﬁmu\\ Kus St Goas
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“Allah SWT secara khusus menyebut lafadh nafsin di dalam ayat
ini adalah untuk memberitahu bahwasanya Allah Ta'ala secara
sendirian telah menciptakan semua manusia di dunia ini berasal
dari individu yang satu. Tujuan dari ini adalah untuk memberi-
tahu kepada para hamba-Nya bahwa, bagaimanapun kondisi me-
reka saat ini sedang tumbuh kembang, asal muasalmereka adalah
dari jiwa yang satu. Selain itu, tujuan dari penyebutan ini adalah
untuk mengingatkan para hamba bahwa semuanya dari mereka
adalah berasal dari seorang ayah dan ibuyang sama. Oleh karena
itu, antara satu sama lain, individu satu dengan lainnya, hukum-
nya adalah wajib saling menjaga hak sebagai seorang saudara,
disebabkan bertemunya mereka dalam nasab bapak dan ibu yang
sama itu. Oleh karena itu pula, hal yang bersifat mengikat di an-
tara mereka adalah saling menjaga hak masing-masing. Meski-
pun kondisi pertemuan nasab tersebut sangat jauh, kendati ikatan
nasab saat ini berada pada nasab sudra. Penyebutan ini sekaligus
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merupakan anjuran untuk berbuat kasih sayang antar sesama,
bertindak saling tolong menolong dan tidak melakukan upaya sa-
ling berbuat aniaya. Tujuan lainnya adalah agar orang yang kuat
tetap memperhatikan hak yang lemah, dengan jalan yang ma’ruf
dan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT.”

Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, I'ldmul Muwaqqi‘in ‘an Rabbil Alamin, 2/3:
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"Sungguh Syariat itu, konstruksinya dan fondasinya, berlandas-
kan kebijaksanaan dan kemaslahatan manusia di dunia dan
akhirat. Itulah syariat yang secara totalitas berkeadilan, rahmat,
kemaslahatan, dan kebijaksanaan (hikmah). Maka setiap ma-
salah yang keluar (menyimpang) dari keadilan ke kezaliman, dari
rahmat ke sebaliknya, dari maslahat ke mafsadat, dari hikmah
kesia-sian, maka itu bukanlah bagian dari syariat, meskipun di-
masuki takwil (interpretasi). Jadi, syariat adalah keadilan Allah di
antara hamba-hamba-Nya, rahmat-Nya di antara makhluk-Nya,
naungan-Nya di bumi-Nya, dan kebijaksanaan-Nya yang menun-

Jjukkan kepada-Nya dan kepada kebenaran rasul-Nya SAW dengan

petunjuk yang sempurna dan yang paling tepat, ...."

. Ali al-Sajjad, Syarah Risalah al-Huqugq, 1406, 447:

a-ksjj Uﬁ*fj"‘” J\ﬁ\ L}.C— d\.ﬁ QL@Y\ 6 J-«D\j\ L}bj ry\-«Y\ L; }\
eﬁ@:\ﬁaﬂjujwu\ﬁwéd \:” uou\u-’jj**j:

“e3) ]
“Kemerdekaan di dalam Islam adalah perkara yang asasi bagi
manusia. Umar bin Khattab berkata kepada putranya yang ber-
nama Hasan: Janganlah kamu menjadi budak bagi orang lain
karena Allah menciptakanmu dalam keadaan merdeka. Umar bin
Khattab juga berkata kepada Amr bin Ash, “Wahai Amru sejak

kapan kalian memperbudak manusia, padahal setiap anak-anak
yang lahir dari ibu-ibu mereka adalah manusia merdeka.”
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e. Dalam kitab al-Istidh'af wa Ahkamuhu fi al-Figh al-Islami, 237:
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Mereka juga mendasarkan pendapat mereka (kebolehan bekeij/a
sama dengan asing) pada teks-teks yang ada dalam sunnah Nabi
yang menunjukkan diperbolehkannya meminta bantuan, di an-
taranya adalah sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam: Kalian
akan berdamai dengan Romawi dengan perdamaian yang aman,
kemudian kalian bersama mereka akan memerangi musuh dari
belakang kalian,’ [HR. Abu Daud] dan juga dari riwayat yang me-
nyebutkan bahwa Sa’ad bin Malik bin Abi Waqqas radhiyallahu
‘anhu berperang dengan bantuan sekelompok orang Yahudi dan

memberikan bagian dari rampasan perang kepada mereka [HR.
Muslim]”
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KEPUTUSAN
I[JTIMA’ ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VIII
Nomor oz/Ijtima’ Ulama/VIII/2024
Tentang
PANDUAN HUBUNGAN ANTARUMAT BERAGAMA

Jjtima’ Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII yang diselenggarakan di Pon-
dok Pesantren Bahrul Ulum Islamic Center, Sungailiat, Kabupaten Bangka,
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada 20-23 Zulkaidah 1445 H/ 28-31
Mei 2024 M setelah:

MENIMBANG : a. bahwa seiring dengan dinamika sosial politik
dan kemasyarakatan, banyak masalah kon-
temporer yang terkait dengan masalah strat-
egis kebangsaan, baik yang terkait dengan
masalah kenegaraan, kebangsaan, maupun
keumatan yang muncul dan dihadapi bangsa
Indonesia;

b. bahwa terhadap masalah tersebut banyak
yang beririsan dengan masalah keagamaan
dan membutuhkan jawaban hukum Islam
dari para ulama, zuama dan cendekiawan
muslim;

c. bahwa terhadap masalah tersebut diper-
lukan jawaban hukum keagamaan berupa
keputusan Jjtima’ Ulama Komisi Fatwa untuk
dijadikan pedoman;

MENGINGAT : 1 Dalil-dalil yang menjadi landasan dalam
penetapan hukum yang terkait dengan ma-
salah sebagaimana terlampir dalam keputu-
san, baik dari Al-Qur’an, Hadits, [jma) Qiyas,
dan Dalil-dalil lain yang mu'tabar.

25



MEMPERHATIKAN

. Berbagai pertimbangan akademik dan per-

timbangan maslahah-mafsadah yang disam-
paikan sebagaimana terlampir dalam keputu-
san.
Pidato Wakil Presiden RI dalam acara Pem-
bukaan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Se-Indo-
nesia VIIL

. Pidato Iftitah Wakil Ketua Umum MUI dalam

acara Pembukaan Ijtima’ Ulama Komisi Fat-
wa Se-Indonesia VIII.

. Paparan para nara sumber dalam Sidang Ple-

no ljtima’ Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia
VIIL

. Penjelasan Ketua Panitia Pengarah (Steer-

ing Committee) dalam Sidang Pleno I Ijtima’
Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIIL

. Laporan Hasil Sidang Komisi A tentang Ma-

salah Strategis Kebangsaan (Masail Asasi-
yyah Wathaniyyah) yang dibacakan dalam
Sidang Pleno V Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa
Se-Indonesia VIIL

. Pendapat dan masukan yang berkembang

dalam Sidang Pleno V Ijtima’ Ulama Komisi
Fatwa Se-Indonesia VIII.

dengan bertawakkal kepada Allah subhanahu wa ta’ala:

MENETAPKAN

26

MEMUTUSKAN

Mengesahkan hasil Sidang Komisi A tentang
Panduan Hubungan Antarumat Beragama:

a. Prinsip Umum Fikih Hubungan Antar
Umat Beragama;

b. Fikih Salam Lintas Agama; dan
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MENETAPKAN

c. Fikih Toleransi dalam Perayaan Hari Raya
Bagi Agama Lain;

yang termasuk dalam Masalah-masalah Strat-

egis Kebangsaan (Masail Asasiyyah Wathani-

yyah) sebagaimana terlampir dan merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan

ini.

Menghimbau semua pihak untuk menyebarlu-
askan hasil Ijtima’ ini kepada masyarakat un-
tuk dijadikan pedoman.

Keputusan ini mulai berlaku pada saat ditetap-
kan, dan jika di kemudian hari membutuhkan
penyempurnaan, maka akan dilakukan pe-
nyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangka

Pada Tanggal :23Zulkaidah1445H
31 Mei 2024 M

PIMPINAN SIDANG PLENO V

[JTIMA’ ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VIII

Ketua,

ttd.

Sekretaris,
ttd.

Prof. Dr. KH. M. Asrorun Ni'am Sholeh, M.A. Dr. H. Rofiqul Umam Ahmad, S.H., M.H.
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LAMPIRAN KEPUTUSAN
I[JTIMA’ ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VIII
Nomor oz/Ijtima’ Ulama/VIII/2024
Tentang
PANDUAN HUBUNGAN ANTARUMAT BERAGAMA

e

A. Prinsip Hubungan Antar Umat Beragama

1. Prinsip dasar hubungan antar umat beragama dalam Islam adalah
sebagai berikut:

a. Islam menghormati pemeluk agama lain dan menjamin kebe-
basan umat beragama dalam menjalankan ajaran agama sesuai
dengan keyakinannya dengan prinsip toleransi (al-tasamuh),
sesuai dengan tuntunan al-Quran “lakum dinukum wa liyadin”
(untukmu agamamu dan untukku agamaku), tanpa mencampu-
radukkan ajaran antar agama (sinkretis).

b. Dalam masalah muamalah, perbedaan agama tidak menjadi
halangan untuk terus menjalin kerja sama (al-taawun) dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara secara har-
monis, rukun dan damai.

2. Umat Islam tidak boleh mengolok-olok (al-istihza®), mencela (al-
sabb), menghina (al-ihanah) dan/atau merendahkan (al-tahqir) aja-
ran agama lain.

3. Antarumat beragama tidak boleh mencampuri dan/atau mencam-
puradukkan ajaran agama lain.

B. Fikih Salam Lintas Agama

1. Penggabungan ajaran berbagai agama, termasuk pengucapan salam
dengan menyertakan salam berbagai agama, dengan alasan toler-
ansi dan/atau moderasi beragama bukanlah makna toleransi yang
dibenarkan.

2. Dalam Islam, pengucapan salam “&67, , £l a7 ci=de 2l meru-
pakan doa yang bersifat ubudiah, karenanya harus mengikuti keten-
tuan syariat Islam dan tidak boleh dicampuradukkan dengan uca-
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pan salam dari agama lain.

Pengucapan salam yang berdimensi doa khusus agama lain oleh
umat Islam hukumnya haram.

Pengucapan salam dengan cara menyertakan salam berbagai agama
bukan merupakan implementasi dari toleransi dan/atau moderasi
beragama yang dibenarkan.

Dalam forum yang terdiri atas umat Islam dan umat beraga-
ma lain, umat Islam dibolehkan mengucapkan salam dengan
Assalamualaikum dan/atau salam nasional atau salam lainnya yang
tidak mencampuradukkan dengan salam doa agama lain, seperti se-
lamat pagi.

C. Fikih Toleransi dalam Perayaan Hari Raya Agama Lain

1.

Setiap agama memiliki hari raya sebagai hari besar keagamaan yang

biasanya disambut dengan perayaan oleh penganutnya.

Umat Islam harus menjalankan toleransi dengan memberikan ke-

sempatan kepada umat agama lain yang sedang merayakan ritual

ibadah dan perayaan hari besar mereka. Bentuk toleransi beragama

di antaranya adalah:

a. Dalam hal akidah dan ibadah, memberikan kebebasan kepada
pemeluk agama lain untuk melaksanakan ibadah hari raya se-
suai keyakinannya dan tidak menghalangi pelaksanaannya.

b. Dalam hal muamalah, bekerja sama (al-taawun) dalam kehidu-
pan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara harmonis,
rukun, dan damai.

Tidak termasuk bagian toleransi beragama yang dibenarkan, antara

lain:

a. mengucapkan selamat hari raya agama lain;

b. menggunakan atribut hari raya agama lain;

c. memaksakan untuk mengucapkan atau melakukan perayaan
agama lain.

Tindakan sebagaimana yang dimaksud dalam angka 3 merupakan

tindakan mencampuradukkan ajaran agama yang berpotensi mer-

endahkan dan menghina agama.
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Rekomendasi

1. Umat Islam harus mengucapkan salam sesuai dengan ketentuan
syariat Islam dengan menjadikan Keputusan ini sebagai pedoman.

2. Para tokoh umat Islam sepatutnya memberi contoh pengucapan
salam dengan mengikuti pedoman ini, kecuali ada hajah syariiyyah
dengan pertimbangan kemaslahatan yang lebih besar.

3. Umat beragama selain Islam agar menghormati keyakinan umat Is-
lam sesuai dengan pedoman ini.

4. Antar umat beragama tidak boleh memaksakan untuk penggunaan
atribut agama lain.

Dasar Hukum
1. Ayat-ayat al-Qur'an antara lain:
a. Ayat tentang Allah tidak melarang berbuat baik dan adil pada
non muslim.
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“Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terha-
dap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama
dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesung-
guhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.” (QS. al-
Mumtahanah [60]: 8).

b. Ayat tentang larangan mencampuradukkan ibadah dengan aga-
ma lain.
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“Katakanlah (Muhammad), wahai orang-orang kafir (1) Aku tidak
akan menyembah apayang kamu sembah (2) Dan kamu bukan pe-
nyembah apa yang aku sembah (3) Dan aku tidak pernah menjadi
penyembah apa yang kamu sembah (4) Dan kamu tidak pernah
(pula) menjadi penyembah apa yang aku sembah (5) Untukmu
agamamu dan untukku agamaku (6).” (QS. Al-Kafirun [109]:1-6)
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c. Ayat tentang larangan pemaksaan dalam memeluk agama:
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“Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam). Sungguh,
telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang in-
gkar kepada tagut dan beriman kepada Allah sungguh telah ber-
pegang tequh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus.
Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. Al-Baqa-
rah[o02]: 256)
d. Ayat tentang Nabi Muhammad diutus sebagai kasih sayang bagi
alam semesta.
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“Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali se-
bagai rahmat bagi seluruh alam.” (QS. Al-Anbiya [21]: 107).

e. Ayat tentang ancaman bagi muslim yang melakukan tindakan
kekufuran secara suka rela:
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“Siapa yang kufur kepada Allah setelah beriman (dia mendapat
kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa (mengucapkan
kalimat kekufuran), sedangkan hatinya tetap tenang dengan ke-
imanannya (dia tidak berdosa). Akan tetapi, siapayang berlapang
dada untuk (menerima) kekufuran, niscaya kemurkaan Allah
menimpanya dan bagi mereka ada azab yang besar.” (QS. An-
Nahl [16]:106)

f.  Ayat tentang larangan menyerupai orang-orang kafir, baik dalam
ucapan maupun perbuatan.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian katakan:
“Racd’ina’; tetapi katakanlah: “Unzhurna’;, dan “dengarlah’; dan
bagi orang-orang yang kafir siksaan yang pedih.” (QS. Al-Baqa-
rah [2]:104)
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. Ayat tentang larangan mencampuradukkan yang hak dengan

yang batbhil.
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“Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang
bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedangkan
kamu mengetahuinya.” (QS. Al-Baqarah [2]: 42.)

. Ayat tentang larangan bagi mukmin dan mukminah men-

durhakai ketetapan Allah dan Rasul-Nya.
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“Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan
yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan
suatu ketetapan, akan ada pilihan (yang lain) bagi mereka ten-
tang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan
Rasul-Nya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan
yang nyata.” (QS. Al-Ahzab [33]: 36)
Ayat tentang larangan menyebut Allah dengan sebutan identitas
sesembahan agama lain.
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“Hanya milik Allah asma-ul husna, maka bermohonlah kepada-
Nya dengan menyebut asma-ul husna itu dan tinggalkanlah
orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam (menye-

but) nama-nama-Nya. Nanti mereka akan mendapat balasan ter-
hadap apa yang telah mereka kerjakan.” (QS. Al-A'raf [7]:180).

Ayat tentang peringatan untuk tidak mengikuti kemauan kaum
Yahudi dan Nasrani.
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“Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada
kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah: ‘Se-
sungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk (yang benar). Dan
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sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pen-
getahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pe-
lindung dan penolong bagimu.” (QS. Al-Baqarah [2]: 120).

k. Ayat tentang perbedaan agama merupakan sunnatullah.
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“Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan satu umat
(saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang
telah diberikan-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah ber-
buat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu di-

beritahukan kepadamu terhadap apayang dahulu kamu perselisi-
hkan.” (QS. Al-Maidah [5]: 48).

l. Ayat tentang pentingnya berbuat baik walaupun beda agama.
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“Dan jika keduanya memaksamu untuk menyekutukan Aku de-
ngan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu,
maka janganlah engkau menaati keduanya dan pergaulilah ke-
duanya di dunia dengan baik.” (QS. Lugman [31]:15).

m. Ayat tentang Nabi Ibrahim mengucapkan salam kepada ayahnya
yang berbeda agama.
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“Dia (Ibrahim) berkata “Semoga keselamatan dilimpahkan kepa-
damu, aku akan memintakan ampunan bagimu kepada Tuhanku.
Sesungguhnya ia sangat baik kepadaku.” (QS. Maryam [19]: 47).

n. Ayat tentang ucapan selamat kepada non muslim.
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“‘Maka pergilah kamu berdua kepadanya (Firaun) dan katakan-
lah, “sungguh kami berdua adalah utusan Tuhanmu, maka lepas-
kanlah Bani Israil bersama kami dan janganlah engkau menyiksa
mereka. Sungguh kami datang kepadamu dengan membawa bukti

(atas kerasulan kami) dari Tuhanmu. Dan keselamatan dilimpah-
kan kepada orang yang mengikuti petunjuk.” (QS. Thaha [20]: 47).
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. Ayat tentang tata cara menjawab salam seorang muslim.
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“Apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu penghor-
matan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik
dari padanya, atau balaslah penghormatan itu (dengan yang se-
rupa). Sesungguhnya Allah memperhitungankan segala sesuatu.”
(Al-Nisa [4]: 86).

. Ayat tentang larangan mencaci ajaran agama lain.
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“Janganlah kamu memaki (sesembahan) yang mereka sembah
selain Allah karena mereka nanti akan memaki Allah dengan
melampaui batas tanpa (dasar) pengetahuan. Demikianlah,
Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka.
Kemudian kepada Tuhan merekalah tempat kembali mereka, lalu

Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka
kerjakan.” (Al-An'am [6]: 108).

. Ayat tentang kerja sama dalam keragaman.
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“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu
dariseorang laki-lakidan perempuan. Kemudian, Kamimenjadikan
kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling
mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi

Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah
Maha Mengetahui lagi Mahateliti.” (QS. Al-Hujurat [49]:13).

Ayat tentang tata cara menjawab salam orang yang tidak beri-

man.
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“Apakah tidak kamu perhatikan orang-orang yang telah dilarang

mengadakan pembicaraan rahasia, kemudian mereka kembali
(mengerjakan) larangan itu dan mereka mengadakan pembicara-

3
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an rahasia untuk berbuat dosa, permusuhan dan durhaka kepada
Rasul. Dan apabila mereka datang kepadamu, mereka mengucap-
kan salam kepadamu dengan memberi salam yang bukan sebagai
yang ditentukan Allah untukmu. Dan mereka mengatakan kepada
diri mereka sendiri: “Mengapa Allah tidak menyiksa kita disebab-
kan apa yang kita katakan itu?” Cukuplah bagi mereka Jahannam
yang akan mereka masuki. Dan neraka itu adalah seburuk-buruk
tempat kembali.” (Al-Mujadalah [58]: 8).

2. Hadis Nabi shallahu ‘alaihi wa sallam, antara lain:
.a Hadis tentang Nabi diutus sebagai pembawa ajaran yang lurus
dan toleran.
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“Dari Abu Umamah al-Bahili bahwa dia berkata: Kami keluar ber-
sama Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dalam suatu ekspe-
disi, lalu seseorang melewati sebuah gua yang di dalamnya ada se-
dikit air dan tumbuhan hijau, lalu dia berkeinginan untuk tinggal
di sana dan meninggalkan dunia. Maka dia meminta izin kepada
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam untuk hal itu. Rasulullah
shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: ‘Sesungguhnya aku tidak
diutus dengan membawa ajaran Yahudi dan Nasrani, tetapi aku
diutus dengan agama Haniftyyah (Islam) yang lurus dan mudah.
Demi Dzat yang jiwa Muhammad berada di tangan-Nya; sungguh
berjalannya kalian dijalan Allah (perang) lebih baik daripada du-
nia dan seisinya, dan berdirinya salah seorang dari kalian dalam
barisan shalat jamaah lebih baik daripada shalatnya selama
enam puluh tahun. Aku diutus dengan agama Haniftyyah yang
lurus dan mudah.” (HR. Bukhari dan Ahmad)
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b. Hadis tentang etika muamalah dengan non muslim.
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“Dari Ibnu Abi Laila, bahwa Sahl bin Hunaif dan Qais bin Sa'd se-
dang duduk di Qadisiyah, lalu lewatlah sebuah jenazah di hadap-
an mereka, maka keduanya berdiri. Dikatakan kepada mereka: ‘Itu
adalah jenazah dari penduduk setempat (non-Muslim).” Kedua-
nya menjawab: ‘Sesungguhnya Rasulullah shallallahu ‘alaihi
wasallam pernah didatangkan jenazah di hadapannya, lalu be-
liau berdiri. Dikatakan kepada beliau: Ttu adalah jenazah seorang
Yahudi.’ Beliau bersabda: ‘Bukankah ia juga seorang jiwa (manu-
sia)?” (HR. Bukhari dan Muslim).

c. Hadis tentang praktik bermuamalah dengan non muslim.
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“Dari Abdurrahman bin Abu Bakar, ia berkata: kami pernah ber-
sama Nabi SAW, kemudian datang seorang laki-laki musyrik yang
tinggi dan kuat, membawa kambing yang dituntun. Nabi SAW
bersabda: Apakah ini penjualan atau hadiah? — Atau beliau ber-
sabda: Atau apakah ini hibah?’ Laki-laki itu menjawab: ‘Tidak, ini
adalah penjualan.’ Lalu beliau pun membeli seekor kambing dari

dia.” (HR. Al-Bukhari).
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“Dari Aisyah RA: Rasulullah SAW dan Abu Bakar pernah menyewa
seorang dari Bani Ad-Dail dari Bani Adi bin Adi sebagai penun-
juk jalan. Padahal ketika itu, ia masih beragama dengan agama
orang kafir Quraisy. Lalu, Nabi dan Abu Bakar menyerahkan
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unta tunggangannya kepada orang tersebut dan berjanji untuk
bertemu di gua Tsaur setelah tiga hari. Lalu, orang tersebut pun
datang membawa kedua unta tadi pada hari ke tiga pagi-pagi.”
(HR. Al-Bukhari)

d. Hadis tentang Nabi mengucapkan salam kepada sekelompok
orang yang di dalamnya ada muslim dan non muslim.
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“Diriwayatkan dari Urwah, sungguh Usamah bin Zaid mengabar-
inya bahwa Nabi Abu Hurairah, Nabi shallahu ‘alaihi wa sallam
naik himar yang di atasnya terdapat pelana dan di bawahnya ter-
dapat kain beludru kampung Fadak, sementara Usamah mengi-
kuti di belakangnya dalam rangka menjenguk Sa'd bin ‘Ubadah
di kampung Bani al-Harits bin al-Khazraj, peristiwa ini terjadi
sebelum perang Badar, sehingga Nabi shallahu ‘alaihi wa sal-
lam melewati suatu majelis yang di dalamnya berkumpul kaum
muslimin, kaum musyrikin penyembah berhala dan kaum Yahudi
yang di dalamnya terdapat Abdullah bin Ubai. Di majelis itu juga
ada Abdullah bin Rawahah. Kemudian ketika debu telapak hewan
kendaraan menyebar kedalam majelis, Abdullah bin Ubai menu-
tupi hidungnya dengan selendangnya, lalu berkata Jangan buat

kami terkena debu!” Kemudian Nabi shallahu ‘alaihi wa sallam
mengucapkan salam kepada mereka.” (HR. Muslim).
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e. Hadis Nabi shallahu ‘alaihi wa sallam terkait larangan menyeru-
pai non muslim.
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“Dari Ibnu Umar, ia berkata bahwasahnya Rasulullah SAW ber-
sabda: ‘Barangsiapa menyerupai suatu kaum maka ia termasuk
bagian dari mereka.” (HR. Abu Dawud).
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f. Hadis Nabi shallahu ‘alaihiwa sallam tentang larangan memberi

salam menyerupai non muslim.
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“Dari Amr bin Sywaib dari ayahnya dari kakeknya: bahwasahnya
Rasulullah SAW bersabda: ‘Bukan termasuk golongan kami. se-
seorang yang menyerupai kaum selain kami. Janganlah kalian
menyerupai Yahudi, juga Nasrani, karena sungguh mereka kaum
Yahudi memberi salam dengan isyarat jari jemari, dan kaum Nas-
rani memberi salam dengan isyarat telapak tangannya.” (HR. Tir-
midzi).

Hadis Nabi shallahu ‘alaihi wa sallam tentang keistimewaan
salam dan bacaan amin.
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"Dari Anas RA, Rasulullah bersabda: ‘Sesungguhnya Allah SWT
telah memberikan tiga perkara kepada umatku, yang tidak pernah
diberikan kepada seseorang sebelum mereka; yaitu saf-saf dalam
shalat, ucapan salam dengan penghormatan ahli surga dan uca-
pan amin, hanya saja Allah SWT mengizinkan kepada Musa untuk
berdoa lalu harun membaca amin.” (HR. Al-Tirmidzi). Hadis ini
juga diriwayatkan oleh harits bin abi Usamah dalam “Musnad-
nya”, Ibnu Adi dan Al-Baihaqi dalam “Al-Syw’ab Sya’bu Al Iman”
dengan redaksi tersebut.
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“Dari Aisyah RA. SAW bahwa Nabi pernah bersabda: ‘Orang-omng
yahudi tidak iri terhadap kalian seperti iri hati mereka atas uca-
pan salam dan bacaan amin” (HR. Ahmad dan Ibnu Majah)
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h. Hadis Nabi shallahu ‘alaihiwa sallam tentang isyarat salam orang
yahudi.
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“DariJabir RA. bahwa Nabi SAW pernah bersabda: ‘Ucapan salam

dengan satu jari-jari yang diisyaratkan adalah perbuatan orang-
orang yahudi.” (HR. Muslim)

i. Hadis Nabi shallahu ‘alaihi wa sallam tentang larangan menye-
rupai orang kafir dalam penampilan.
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"Dari Ibnu Umar ra, dari Rasulullah Saw beliau bersabda: ‘Selisihi-
lah kaum musyrikin, biarkanlah jenggot panjang, dan pendekkan-
lah kumis” (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

j- Hadis Nabi shallahu ‘alaihi wa sallam yang menjelaskan agar
muslim berhati-hati dalam mengucapkan kalimat yang berma-
salah.
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"Dari Abu Hurairah, Rasulullah shallahu ‘alaihi wa sallam ber-
sabda: ‘Sesungguhnya ada seseorang yang berbicara dengan satu
kalimat, ia tidak menganggapnya berbahaya; dengan sebab satu
kalimat itu ia terjungkal selama 70 tahun di dalam neraka” (HR.
at-Tirmidzi)

k. Hadis tentang larangan memulai salam kepada non muslim
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"Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah shallallahu
‘alaihi wa sallam bersabda: ‘Janganlah kalian memulai salam ke-
pada Yahudi dan Nasrani...” (HR. Muslim)
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. Hadis tentang tata cara menjawab salam dari non Muslim
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“Dari Anas radhiyallahu ‘anhu berkata, Rasulullah shallallahu
‘alaihi wa sallam bersabda: Apabila ahli kitab mengucapkan
salam kepada kalian, maka katakanlah, ‘Wa ‘alaikum (Dan atas
kalian).” (HR. Muttafaq ‘Alaih)

m. Hadis tentang perjanjian damai dengan Romawi:

Hedlain oy Qe Ay Lo J525 Je 6 9@ : \J\;ngu;

C))i:i.:) Q)M r‘b‘\))u“\)“\g r.ﬁsj r,\.:\ ij.a.d LA.A\\?LL\’O%))\

J’“‘J‘J’J@ﬂdfbé-‘Cﬁ\j}ﬁs’U)”fﬁd ¥
:;j:dw\y&;mw\wd \}\aﬂ\
(Jj\sﬁ\ a\))).gwpdwﬁ ’é.ﬁ-j’ jﬁ\)m u\bw

“Dari Dzu Mikhbar al-Habasyi, bahwa Rasulullah SAW bersab-
da: “Sungguh alian akan mengadakan perjanjian damai dengan
bangsa Ramawi, namun kalian akan perang bersama mereka
melawan pihak musuh di belakang kalian. Kalian akan mendapat-
kan kemenangan dan ghanimah, dan keselamatan. Setelah itu
kalian akan kembali pulang, saat kalian singgah di suatu tempat
tinggi yang subur dan banyak tanamannya, ada seorang laki-laki
nashrani mengangkat salib seraya berkata, “Salib telah menang!”
hal itu menjadikan seorang laki-laki dari kaum muslimin marah
hingga mematahkan kayu salibnya. Maka saat itulah orang-
orang Ramawi berkhianat dan berkumpul untuk mengadakan
peperangan.”(HR. Abu Dawud).

3. Atsar Sahabat Nabi, diantaranya pernyataan Sahabat Ibnu ‘Abbas:
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“Diriwayatkan dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, bahwa siapapun yang
mengucapkan salam kepadamu, maka balaslah salam mereka, wa-

laupun dia adalah Yahudi, Nasrani, atau Majusi.” (HR. Ibnu Abi
Syaibah).
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4. Kaidah-kaidah Fikih, antara lain:
ALl Jds Jesim ddiss

Mencegah kerusakan (mafsadah) harus didahulukan dari pada men-
gambil kemaslahatan.

L.@.;;;-\ u\i—,u)b 1372 \.Z.Z.:E_C\ OC)) Qb:\.&.& 2,\&5 13)

Ketika dihadapkan pada dua kerusakan (mafsadah) maka mafsadah
yang lebih besar dihindari dengan mengerjakan yang lebih ringan.

Bahaya harus dicegah sedapat mungkin.
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Kebijakan pemerintah atas rakyatnya berdasarkan kemaslahatan.

5. Pendapat Ulama, antara lain:
a. Imam Al-Mawardi dalam Kitab Al-Hawi Al-Kabir, 14/147:
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“Dan dalam firman-Nya: ‘... maka balaslah penghormatan itu
dengan yang lebih baik dari padanya, atau balaslah penghor-
matan itu (dengan yang serupa).’ ada dua penafsiran: Pertama,
balaslah dengan yang lebih baik kepada Muslim atau balaslah
dengan yang sama kepada non-Muslim. Kedua, balaslah dengan
yang lebih baik dengan tambahan doa atau balaslah dengan yang
sama tanpa tambahan.

... Adapun tata cara salam dan balasan salam berbeda-beda ter-
gantung dari siapa yang memberikan salam dan siapa yang mem-
balas, yang terdiri dari dua macam: Pertama, jika salam antara
sesama Muslim, tata caranya dari pemberi salam adalah dengan
mengatakan: Assalamualaikum,” baik kepada satu orang atau
sekelompok orang, karena lafaz jamak juga mencakup dia dan
malaikat penjaganya. Tambahan ‘Rahmatullah wa barakatuh’
adalah tambahan keutamaan. Adapun balasannya, paling sedikit
adalah membalas dengan yang sepadan. Diriwayatkan dari Ra-
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sulullah .was bahwa beliau bersabda: Jangan mengurangi salam.
Pengurangan maksudnya adalah jangan mengurangi balasan
salam jika seseorang mengucapkan salam kepadamu, dan sun-
nah untuk menambah balasannya. Hasan al-Basri meriwayatkan
bahwa seorang pria memberi salam kepada Rasulullah .was de-
ngan mengatakan: Assalamualaikum,” dan Nabi .was menjawab:
‘Waalaikumussalam wa rahmatullah.” Kemudian datang orang
lain dan mengatakan: Assalamualaikum,” dan Nabi .was men-
Jjawab: ‘Waalaikumussalam wa rahmatullah wa barakatuh.” Ke-
mudian datang orang lain dan mengatakan: Assalamualaikum
wa rahmatullah wa barakatuh,’ dan Nabi .was menjawab:
‘Waalaikum.” Lalu ditanyakan kepadanya: ‘Wahai Rasulullah,
engkau menambah untuk yang pertama dan kedua, tetapi hanya
menjawab dengan ‘Waalaikum’ untuk yang ketiga.’ Beliau bersab-
da: ‘Yang pertama dan kedua menyisakan salam, maka aku mem-
balas dengan yang lebih baik dari salam mereka, sedangkan yang
ketiga menyampaikan salam secara lengkap, maka aku membalas
dengan yang sepadan.’

[kedua] Jika salam antara Muslim dan non-Muslim, ada dua
macam: [Macam yang| Pertama, jika non-Muslim yang memu-
lai salam, maka wajib bagi Muslim untuk membalas salamnya.
Dalam tata cara membalasnya, ada dua pendapat: Pertama, Mus-
lim membalas dengan mengatakan: ‘Wa'alaikas-salam,’ tanpa
tambahan ‘Rahmatullah wa barakatuh.’ Kedua, cukup membalas
dengan mengatakan: ‘Wa'alaika,’ karena mungkin ada niat buruk
di balik salamnya.

[Macam kedua,] jika Muslim yang memulai salam, ada dua
pendapat tentang kebolehannya: Pertama, boleh memulai salam
karena salam adalah adab dan sunnah, maka Muslim lebih
berhak melakukannya. Dalam hal ini, Muslim mengatakan:
Assalamualaika,’ dengan lafaz tunggal, tidak dengan lafaz ja-
mak seperti kepada sesama Muslim, untuk membedakan salam
kepada Muslim dan non-Muslim. Kedua, tidak boleh memulai
salam hingga non-Muslim memulai duluan, berdasarkan hadits
Nabi .was: Janganlah kalian memulai salam kepada Yahudi, jika
mereka memulai salam, maka katakanlah: Wa'alaikum.” Ini bu-
kan termasuk dalam sunnah jihad, tetapi termasuk dalam sunnah
dan adab, maka saya tidak boleh mengabaikan penyebutannya,
dengan merujuk kepada pendapat Syafii. Wallahu al-muwafiq ila
as-sawab.”
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b.

Imam Al Nawawi, Al-Adzkar, 216-217:
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“Adapun perihal non Muslim, Ulama kami berbeda pendapat.
Mayoritas ulama kami memutuskan bahwa memulai salam ke-
pada non muslim itu tidak boleh. Tetapi sebagian ulama me-
nyatakan hal itu adalah tidak haram tetapi makruh. Seandainya
mereka memulai mengucapkan salam kepada muslim maka cu-
kup dijawab “Waalaikum” dan tidak lebih dari itu.”
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“Abu Said berkata: Jika seorang Muslim ingin menghormati non
muslim, maka ia dapat menghormatinya dengan kalimat selain
salam yaitu “hadakallah” (semoga Allah memberi petunjuk ke-
padamu), “anamallahu shabahaka” (semoga Allah membuat
pagimu indah). Menurut saya (Imam Nawawi) bahwa pendapat
Abu Said ini tidak masalah jika ada keperluan di mana seseorang
menjawab “semoga pagimu baik, bahagia atau sehat’, “Semoga
Allah membuat pagimu bahagia, gembira, dalam nikmat, dalam
kesenangan,” atau serupa itu. Tetapi jika tidak dtperlukan, maka
sebaiknya tidak perlu menjawab dengan apa pun.”

Abdurrauf Al-Munawi, Faidul Qadir Syarh Al-Jami’ Al-Shaghir,

4/151:
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“Al-Raghib berkata: Asal makna ‘tahiyyah’ adalah doa untuk umur
panjang, kemudian digunakan dalam setiap doa, dan orang Arab
ketika bertemu satu sama lain akan mengatakan ‘Hayyakallah’
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(Semoga Allah memberimu kehidupan). Kemudian syariat meng-
gunakan istilah ini dalam salam. Mereka berkata: Salam memiliki
keutamaan dibandingkan tahiyyah karena salam adalah doa un-
tuk keselamatan dari bencana agama dan dunia, yang mencakup
panjang umur, sedangkan doa untuk panjang umur tidak men-
gandung makna tersebut.”

d. Fakhruddin Ar-Razi, Tafsir Mafati/z Al-Ghaib, 10/161:
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“Ketahuilah bahwa kebiasaan orang Arab sebelum Islam adalah
Jjika mereka bertemu satu sama lain, mereka berkata: ‘Hayyaaka-
Allah, yang berasal dari kata ‘kehidupan,” seolah-olah mereka
mendoakan kehidupan bagi orang tersebut. Jadi, salam mereka
adalah dengan mengucapkan ‘Hayyaaka-Allah.” Ketika Islam

datang, ungkapan tersebut diganti dengan ‘salaam,” sehingga
salam dalam Islam menjadi ungkapan perdamaian.”

e. Badruddin Al-Al-Aini, ‘Umdah Al-Qari, 14/289:
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“Para ulama berbeda pendapat tentang kewajiban menjawab
salam kepada non-Muslim. Sebagian mengatakan bahwa men-
Jjawab salam adalahwajib, baik kepada Muslim maupun non-Mus-
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lim, berdasarkan interpretasi ayat ‘fahayyu bi-ahsana minha aw
rudduuha’ (An-Nisa: 86). Ibnu Abbas dan Qatadah mengatakan
ayat tersebut berlaku umum. Ibnu Abdul Barr meriwayatkan bah-
wa Abu Umamah Al-Bahili selalu memulai salam kepada semua
orang, baik Muslim, Yahudi, maupun Nasrani. Ibn Mas'ud, Abu
Darda, dan Fudala bin Ubaid juga memulai salam kepada Ahli
Kitab. Ibnu Abbas menulis salam kepada seorang Ahli Kitab dan
berkata, Jika Firaun mengucapkan sesuatu yang baik kepadaku,
aku akan menjawabnya.’ Sebagian mengatakan bahwa Umar bin
Abdul Aziz hanya membalas salam mereka tetapi tidak memulai,
dan Muhammad bin Ka’b mengatakan bahwa memulai salam ke-
pada mereka tidak masalah, berdasarkan firman Allah, ‘fashfah
‘anhum wa qul salam’ (Az-Zukhruf: 89).” Namun, kelompok lain
mengatakan bahwa tidak wajib membalas salam Ahli Kitab, dan
ayat tersebut khusus untuk Muslim, yang merupakan pendapat
kebanyakan ulama.”

Ibnu Qayyim, Zaad Al Ma'aad, 2/425-426:
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“Para ulama berbeda pendapat mengenai kewajiban menjawab
salam kepada non-Muslim. Mayoritas ulama berpendapat bahwa
itu wajib dan ini adalah pendapat yang benar. Namun, ada seke-
lompok ulama yang berpendapat bahwa tidak wajib menjawab
salam mereka, seperti halnya tidak wajib menjawab salam dari
ahli bidah, bahkan ini lebih utama. Pendapat yang benar adalah
yang pertama, karena kita diperintahkan untuk menghindari ahli
bid'ah sebagai bentuk peringatan dan hukuman bagi mereka, ber-
beda dengan ahlu dzimmah.”

. As-Shan’ani, Subul As-Salam, 1/35:
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“Nabi Muhammad bersabda, ‘Jika orang yahudi mengucapkan
salam maka sejatinya mereka mengucapkan “kematian bagi ka-
lian” maka jawablah dengan ucapan “Wa alaikum”. Berdasarkan
periwayatan ini dengan menggunakan huruf “waw’ Sebagian
ulama berpendapat bahwa pendapat yang terpilih adalah meng-
hilangkan huruf “waw” supaya terhindar dari makna tasyrik (ber-
serikat). Perkara ini sudah kami bahas dan tetapkan berdasarkan
nas yang utama dengan ittiba. Imam Al Khatabi berpendapat
bahwa ulama hadis secara umum meriwayatkan dengan meng-
gunakan huruf “waw’. Sedangkan Ibnu Uyainah berpendapat de-
ngan tanpa penyisipan huruf “waw’. Imam Al Khatabi berkata dan
hal ini yang benar sekiranya penetapan riwayat dengan meng-
gunakan “waw” atau tidak maka keduanya boleh. ucapan salam
dengan ungkapan “waalaika” atau “waalaikum” menunjukkan
tentang kewajiban menjawab salam mereka. Pendapat yang lain
menyatakan tidak ada kewajiban menjawab salam mereka“

h. Imam Al Syaukani, Nailul Authar, 7/403:
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“Sabda beliau: Janganlah kamu memulai orang-orang Yahudi
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dengan salam.” Ini merupakan larangan memulai salam un-
tuk orang Yahudi dan Nasrani. Hal ini disampaikan oleh Imam
Nawawi berdasarkan mayoritas Salaf dan sebagian besar ulama.
Ada sebagian ulama yang mengizinkan memulai salam kepada
mereka. Ini disampaikan dari Ibnu Abbas, Abu Umamah, dan
Ibnu Muhairiz. Ini adalah pandangan beberapa sahabat kami
Jjuga, seperti yang diceritakan oleh Imam Mawardi. Mereka ber-
pendapat bahwa kita harus menyapa dengan ‘Salamualaik (a);
bukan ‘Salamualaikum’ (menggunakan bentuk tunggal, bukan
jamak). Mereka beragumentasi dengan keumuman hadis-hadis
yang menganjurkan menyampaikan salam, dan ini merupakan
lebih memprioritaskan mengqgunakan dalil ‘am (umum) dari-
pada dalil khusus. Namun, pendapat ini bertentangan dengan
kesepakatan mayoritas muhaqqiqin. Tidak diragukan lagi bahwa
hadis yang melarang memulai orang Yahudi dan Nasrani dengan
salam lebih spesifik dibandingkan dengan yang lain. Oleh karena
itu, mengutamakan pengamalan dalil umum daripada khusus
adalah wajib. Beberapa pengikut Mazhab Syafi'i menyatakan bah-
wa menyapa mereka dengan salam adalah makruh (dihindari)
namun tidak haram (dilarang), dan ini diinterpretasikan sebagai
larangan yang bersifat umum tanpa pengecualian. Al-Qadi Tyad
meriwayatkan dari sekelompok ulama bahwa memulai salam ke-
pada mereka diperbolehkan dalam keadaan darurat dan kebutu-
han. Ini adalah pendapat yang Algamah dan An-Nakha'i. Ada-
pun pendapat Al-Awza’i, dia menyatakan: Jika kamu memberikan
salam, maka orang-orang yang baik memberikan salam, dan jika
kamu tidak memberikan salam, maka orang-orang yang baik juga
tidak memberikan salam.”

As-Subki, al-Asybah wa al-Nazhair, 2/132:
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Sudah diketahui bahwa memakai perhiasan (simbol /chas) orang-
orang non muslim dan mengucapkan kalimat yang mengandung
kekufuran tanpa adanya paksaan dari pihak lain adalah kufur.
Bila ada kemaslahatan kaum muslimin dan sangat dibutuhkan
untuk melakukannya, maka hal tersebut seperti ada paksaan.

Imam Al Nawawi, Al-Minhaj Syarah Shahih Muslim, 14/145:
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“Para Ulama berbeda pendapat tentang hukum menjawab salam-

nya orang non muslim atau memulai mengucapkan salam kepada
mereka. Madzhab kami mengharamkan memulai salam kepada

orang non muslim.”
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KEPUTUSAN
I[JTIMA’ ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VIII
Nomor o3/Ijtima’ Ulama/VIII/2024
Tentang
PANDUAN AKHLAK DAN ETIKA DALAM PENYELENGGARAAN NEGARA

Jjtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII yang diselenggarakan di Pon-
dok Pesantren Bahrul Ulum Islamic Center, Sungailiat, Kabupaten Bangka,
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada 20-23 Zulkaidah 1445 H/ 28-31
Mei 2024 M setelah:

MENIMBANG : a. bahwa seiring dengan dinamika sosial poli-
tik dan kemasyarakatan, banyak masalah
kontemporer yang terkait dengan masalah
strategis kebangsaan, baik yang terkait den-
gan masalah kenegaraan, kebangsaan, mau-
pun keumatan yang muncul dan dihadapi
bangsa Indonesia;

b. bahwa terhadap masalah tersebut banyak
yang beririsan dengan masalah keagamaan
dan membutuhkan jawaban hukum Islam
dari para ulama, zuama dan cendekiawan
muslim;

c. bahwa terhadap masalah tersebut diper-
lukan jawaban hukum keagamaan berupa
keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa un-
tuk dijadikan pedoman;

MENGINGAT
1. Dalil-dalil yang menjadi landasan dalam

penetapan hukum yang terkait dengan ma-
salah sebagaimana terlampir dalam keputu-
san, baik dari Al-Qur’an, Hadits, Ijma), Qiyas,
dan Dalil-dalil lain yang mu'tabar.
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MEMPERHATIKAN

. Berbagai pertimbangan akademik dan per-

timbangan maslahah-mafsadah yang dis-
ampaikan sebagaimana terlampir dalam
keputusan.

. Pidato Wakil Presiden RI dalam acara Pem-

bukaan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Se-In-
donesia VIIL

. Pidato Iftitah Wakil Ketua Umum MUI

dalam acara Pembukaan Ijtima’ Ulama
Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII.

. Paparan para nara sumber dalam Sidang

Pleno Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Se-Indo-
nesia VIIIL.

. Penjelasan Ketua Panitia Pengarah (Steer-

ing Committee) dalam Sidang Pleno I Ijtima’
Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIIL

. Laporan Hasil Sidang Komisi A tentang Ma-

salah Strategis Kebangsaan (Masail Asasi-
yyah Wathaniyyah) yang dibacakan dalam
Sidang Pleno V Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa
Se-Indonesia VIII.

. Pendapat dan masukan yang berkembang

dalam Sidang Pleno V Ijtima’ Ulama Komisi
Fatwa Se-Indonesia VIIL

dengan bertawakkal kepada Allah subhanahu wa ta'ala:
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MENETAPKAN : 1. Mengesahkan hasil Sidang Komisi A tentang
Panduan Akhlak Dan Etika Dalam Penyeleng-
garaan Negara yang termasuk dalam Masalah-
masalah Strategis Kebangsaan (Masail Asasi-
yyah Wathaniyyah) sebagaimana terlampir dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

2. Menghimbau semua pihak untuk menyebarlu-
askan hasil Ijtima’ ini kepada masyarakat untuk
dijadikan pedoman.

3. Keputusan ini mulai berlaku pada saat ditetap-
kan, dan jika di kemudian hari membutuh-
kan penyempurnaan, maka akan dilakukan
penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :Bangka

Pada Tanggal  :23 Zulkaidahi1445H
31 Mei 2024 M.

PIMPINAN SIDANG PLENO V
[JTIMA’' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VIII

Ketua, Sekretaris,
ttd. ttd.
Prof. Dr. K.H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, M.A.  Dr. H. Rofiqul Umam Ahmad, S.H., M.H.
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LAMPIRAN KEPUTUSAN
I[JTIMA’ ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VIII
Nomor o3/Ijtima’ Ulama/VIII/2024
Tentang

PANDUAN AKHLAK DAN ETIKA DALAM PENYELENGGARAAN NEGARA

A. Pokok-pokok pikiran

54

1.

Sila pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa, meniscayakan
adanya nilai-nilai ketuhanan dalam praktik penyelenggaraan ne-
gara. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat berketuhanan yang
memiliki nilai-nilai luhur.

Akhlak dan Etika Penyelenggaraan Negara merupakan seperangkat

norma yang menuntun perilaku penyelenggaraan negara yang ber-

sumber dari ajaran agama, dan nilai-nilai luhur budaya bangsa.

Akhlak dan etika bernegara harus menjiwai dan menuntun proses

pembuatan, pelaksanaan dan penegakan hukum.

Di antara pokok-pokok akhlak dan etika penyelenggaraan negara

adalah kejujuran, amanabh, transparansi, akuntabilitas, profesionali-

tas, keteladanan, kedisiplinan, kemandirian, budaya malu, dan ke-
mampuan menangkap rasa keadilan.

Akhlak dan etika penyelenggaraan negara harus diwujudkan di

dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, antara

lain:

a. Dalam aspek Sosial dan Budaya diwujudkan dalam sikap-sikap
baik seperti bersikap santun, menghargai kearifan lokal dan hak
masyarakat adat, keragaman budaya, merawat kerukunan, dan
merasa malu melanggar norma agama, adat, susila, dan hukum.
Sebaliknya tidak bersikap buruk seperti merendahkan budaya
orang lain, melakukan tindak kekerasan, dan intoleran.

b. Dalam aspek politik dan pemerintahan, akhlak dan etika penye-
lenggaraan negara yang baik diwujudkan dalam sikap-sikap
baik seperti membangun sistem dan mematuhi prinsip-prinsip
penyelenggaraan negara dan tata kelola pemerintahan yang ju-
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jur, adil, bersih, transparan, efektif dan efisien; peduli dan tang-
gap aspirasi rakyat; menjunjung tinggi HAM; menjadikan rakyat
sebagai subyek penuh dan bukan semata obyek pembangunan,
peka terhadap rasa keadilan dan kepatutan; melindungi dan
memberdayakan kelompok dhuafa dan mustadh’afin; menghar-
gai perbedaan dan mampu mengelolanya secara bijaksana; serta
dapat menjadi contoh teladan dalam kehidupan pribadi, kelu-
arga dan sosial; mampu membangun serta etos kerja, dedikasi
dan budaya malu sebagai akhlak kolektif aparatur negara.

c. Akhlak dan etika penyelenggaraan negara dalam politik dan
pemerintahan yang baik juga diwujudkan dengan meninggal-
kan sikap buruk seperti menghalalkan segala cara demi meraih
kekuasaan, memanipulasi hukum dan aturan, korupsi, kolusi,
nepotisme, dan membuat aturan dan kebijakan yang diskrimi-
natif, tidak adil bagi rakyat banyak, kaum dhuafa, perempuan,
anak, lansia, disabilitas, masyarakat adat, kelompok minoritas,
serta kelompok rentan, kaum dhuafa dan mustadh’afin lainnya.

d. Dalam aspek ekonomi dan bisnis, akhlak dan etika penyelengga-
raan negara yang baik diwujudkan dalam sikap-sikap baik sep-
erti bergaya hidup sederhana, membuat regulasi dan kebijakan
ekonomi serta program pembangunan yang berkeadilan, mem-
berdayakan rakyat banyak, rakyat kecil, perempuan dan kaum
dhuafa, serta melindungi anak, lansia, disabilitas dan kelompok
rentan lainnya; menjamin terjadinya persaingan usaha yang se-
hat dan tidak mematikan UMKM; tidak membuat hukum, regu-
lasi dan kebijakan yang berpihak hanya pada oligarki dan ke-
lompok kaya namun memiskinkan dan tidak memberdayakan
masyarakat miskin, masyarakat adat dan kelompok pinggiran
lainnya.

e. Akhlak dan etika penyelenggaraan negara yang baik juga harus
diwujudkan dengan cara tidak menjadi pelaku atau pendukung
terjadinya monopoli, oligopoli, korupsi, kolusi, nepotisme, pen-
cucian uang, dan segala tindakan yang terlarang oleh peraturan
perundang-undangan dan mencederai rasa keadilan.

f.  Dalam aspek penegakan hukum, akhlak dan etika penyelengga-
raan negara yang baik diwujudkan dalam sikap-sikap baik sep-
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erti menjadikan diri dan keluarga sebagai contoh perilaku taat
hukum dan aturan; mendukung penegakan hukum oleh aparat
yang berwenang; serta tidak melakukan manipulasi hukum un-
tuk tujuan kekuasaan atau lainnya, dan tebang pilih dalam men-
egakkan hukum dan aturan.

g. Dalam aspek keilmuan, akhlak dan etika penyelenggaraan
negara yang baik diwujudkan dalam sikap-sikap baik seperti
mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk ke-
maslahatan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur agama dan
kemanusiaan, harkat dan martabat bangsa, membangun eko-
sistem yang kondusif bagi pengembangan Iptek; memuliakan
orang-orang berilmu (ulama, pakar, dan para penyampai ilmu),
mewujudkan masyarakat yang berilmu amaliah yang dapat
memanfaatkan ilmunya untuk kemaslahatan; serta memban-
gun budaya inventif, kreatif dan inovatif tanpa plagiarisme dan
pelanggaran hak cipta intelektual.

h. Dalam aspek lingkungan hidup, akhlak dan etika penyelengga-
raan negara yang baik diwujudkan dalam sikap-sikap baik sep-
erti menghadirkan tata ruang yang menjamin kelestarian ling-
kungan hidup; mewujudkan lingkungan hidup yang hijau dan
asri; membangun kesadaran masyarakat untuk suka menanam,
berbudaya bersih, tertib membuang sampah dan mampu men-
gelolanya secara baik; serta tidak melakukan pembangunan,
eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam yang merusak ling-
kungan hidup.

6. Setiap penyelenggara negara harus memegang teguh norma hukum
dan akhlak serta etika jabatan sesuai dengan jabatan yang diemban
guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good gover-
nance) dan pemerintah yang bersih (clean government).

7. Penyelenggaraan negara tidak cukup hanya didasarkan pada prose-
dur-prosedur hukum tanpa disertai dengan kesadaran akhlak ber-
negara, kepantasan umum, kompetensi personal dan sosial, serta
pertimbangan keadaban publik. Hukum terkait dengan benar salah,
akan tetapi penyelenggaraan negara juga harus mengedepankan
akhlak publik yang terkait dengan pantas-tidak pantas.

8. Negara wajib mendorong sosialisasi etika penyelenggara negara
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10.

11.

yang didasarkan pada nilai luhur agama dan kepatutan masyarakat.
Bersamaan dengan itu diperlukan tindakan sanksi yang tegas terha-
dap berbagai pelanggaran etika politik, termasuk kecurangan dalam
penyelenggaraan negara.

Penegakan etika bagi penyelenggara negara harus mengedepankan
prinsip-prinsip etis, bukan semata-mata berpegang pada prosedur
formalitas hukum. Esensi penegakan etika adalah untuk mengawal
moral etis serta mengawal kepantasan akhlak yang baik di dalam ke-
hidupan berbangsa dan bernegara menuju masyarakat yang beradab
dan berbudaya (al-mutamaddin), sehingga harus dilakukan dengan
cara yang baik, dengan jalan hikmah. Hikmah adalah puncak kebi-
jaksanaan dan kearifan yang harus dimiliki oleh setiap penyeleng-
gara negara dan yang diberi mandat untuk mengawasi penegakan-
nya. Pendekatan yang digunakan bukan semata-mata pendekatan
hukum. Kalau hukum terkait benar salah, sedang etika terkait pan-
tas tidak pantas. Penegakan etika bersifat membina, memperbaiki,
dan mempersuasi; berbeda dengan hukum yang memvonis.
Penegakan etika, dalam fungsi penasihatan, sedapat mungkin juga
dilakukan secara hikmah dan nasehat yang baik, dengan berorien-
tasi pada dampak perbaikan.

Setiap penyelenggara negara yang secara nyata melanggar etika ha-
rus dengan jiwa kenegarawanan rela untuk meletakkan amanah ja-
batan serta mengembalikan amanah kepada pemberi mandat.

B. Rekomendasi

1.

Setiap penyelenggara negara selalu menjaga akhlak/etika baik
dalam proses pencapaian jabatan dan saat mengemban amanabh ja-
batan.

Setiap warga negara terutama pejabat dan penyelenggara negara
agar menjaga akhlak/etika dalam sikap pribadi, keluarga, dan so-
sial sehingga dapat menjadi teladan yang baik (uswatun hasanah)
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Setiap warga negara terutama pejabat dan penyelenggara negara
selalu bersikap jujur, amanah, amanah, sportif, siap melayani, ber-
jiwa besar, memiliki keteladanan, rendah hati, dan siap mundur dari
jabatan politik apabila terbukti melakukan kesalahan dan secara
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moral kebijakannya bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan
masyarakat.

4. Setiap peraturan perundang-undangan dan kebijakan memuat nor-
ma yang mengatur pengunduran diri atau pemberhentian pejabat
atau penyelenggara negara yang terbukti melakukan pelanggaran
etika.

C. Dasar Penetapan

58

1. Ayat-ayat al-Quran, antara lain:
a. Ayat tentang perintah berbuat adil

Q\ oA 5 r.mg.,- b 1 \.é.l.a:\ J u\.»b\.!\ \)3_5; u\ r&;vf\.s ) 5\
M%LQKI&)\ u; m(ibﬁ.’.:\.:xﬁd\ Ql J.MJL \j«g

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat
kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabi-
la menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetap-
kan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang
sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha
mendengar lagi Maha melihat.” (QS. An-Nisa/4:58)

b. Ayat tentang sinergi dalam hal kebaikan
S Y5 o33l V3 A2 a8 ol 53k L4 N VT &l @it

\jsxzﬂourwua\Jsju\)&@)jﬁ)uﬁyﬁ;;ﬁg\}\w\@wj
| S5\a35 155358 & \JA.\M\&;)MQ\W&@@}&)
Sk 20 &) & 1,880 olhaal r,\J\L;c\ﬂu.; Y3 6;5:1\;,&\&9

Sl

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar
syiar-syiar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-
bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya,
dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu
orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka menca-
ri karunia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah
menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan jangan-
lah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mer-
eka menghalang-halangi kamu dari Masjidil Haram, mendorong-
mu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah
kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan
tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan ber-
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takwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat
siksa-Nya.” (QS. Al-Maidah/5:2)

RS o° @;&3 L;J.d\ 3 Lgb\j QL&Y\; d)@j\; AJJ\ §)
< , 3; 5 S !; _ k;j\j i 3\)

“Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan,
dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia ( juga) melarang

perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pe-
lajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.” (An Nahl/16:90)

5z
25

|55 855 Gk Lotilass &b;gwr_r:w} B) SENGT G

J\,o-r.J.a“ﬁJ\ Q\ rsus\,‘w\ Xe (‘E‘AJS\
“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari
seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu
berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-
mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara
kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu.

Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”
(QS. Al-Hujurat/49:13).

E\

§)

c. Ayat tentang diutusnya Nabi (pemimpin) sebagai pembawa rah-
mat

Gl 25 ) A g

“Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali se-
bagai rahmat bagi seluruh alam.” (QS. Al-Anbiya [21]:107).

Sl sy 2T 5% B8 Gyl b W 0B 65 04,k 5l

W]
“Dan orang-orang yang berkata: “Ya Tuhan Kami, anugerahkan-
lah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai

penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-
orang yang bertakwa’ (QS. Al-Furqan:74)

d. Ayat tentang kepatuhan terhadap pemimpin bagi orang beri-
man

SESEE 5 @fv\gjbdy)\wf '“\\j,@\,i,:\uﬁ
}&;db A3 sl 6543 88 810 3538 08

?

G

2\ X‘i B
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z 2_; 5. ’/

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Ra-
sul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu ber-
lainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada
Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar
beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih
utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya’ (QS. An-Nisa/4:59)

3 st o g s mzd azs;ﬂ 1284, 85 o ) tf*
Geaiell el s ol fe J*/au; Hefsh s

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan
pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang
baik. Sesungguhnya Tuhan-Mu lebih mengetahui tentang siapa
yang tersesat dari jalan-Nya dan Dia-lah yang lebih mengetahui
orang-orang yang mendapat petunjuk.” (QS. An-Nahl/16: 125)

e. Ayat tentang ancaman bagi pemimpin berbuat khianat

w) s

L”u"""‘ﬁdfﬁ:’ ’“J.c\.«.su\.sd.\;u J:Q\LEVJQK\.A)

5 jwz NPTy
“Tidak mungkin seorang Nabi berkhianat (korupsi) dalam urusan
harta rampasan perang. Barang siapa yang berkhianat (korups)
dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia
akan datang membawa apa yang dikhianatkannya (dikorupsi)
itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa

yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka
tidak dianiaya” (QS. Ali Imran:161)

f.  Ayat yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW adalah sebaik-
baiknya suri teladan

S0 ey s 0 D s Bub 0,25 g 2 oF o

LS 20 55
“Sungguh, pada (diri) Rasulullah benar-benar ada suri teladan
yang baik bagimu, (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat)

Allah dan (kedatangan) hari Kiamat serta yang banyak mengin-
gat Allah.” (QS. al-Ahzab/ 33: 21)

g. Ayat tentang pentingnya mengimplementasikan nilai-nilai Is-
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lam bagi yang diberi kuasa

Sl 15305 5590 1155 5180 1,261 uaﬂ‘ 3 55 o) Gl
)jﬂ&\ i ar @)}J\g&\j@.&)

“(Yaitu) orang-orang yang jika Kami beri kemantapan (hidup) di
bumi, mereka menegakkan salat, menunaikan zakat, menyuruh
berbuat yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Hanya
kepada Allah kesudahan segala urusan.” (QS. al-Hajj/22: 41)

h. Ayat tentang amanah dalam suatu perjanjian yang disepakati
meskipun dengan yang berbeda keyakinan

M NS (Jﬁwsf@\;);r;).a/ 23

\

M\v&&\u\r@mg\rﬁ@r@\\}“ 135
“(Ketetapan itu berlaku) kecuali atas orang-orang musyrik yang
telah mengadakan perjanjian dengan kamu dan mereka sedikit
pun tidak mengurangi (isi perjanjian) dan tidak (pula) mereka
membantu seseorang pun yang memusuhi kamu. Maka, terha-
dap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Ses-
ungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.” (QS. At
Taubah/9:4)

!
351

i. Ayat tentang kepemimpinan dan sikap Nabi terhadap umatnya

rb,«.\.cua.xﬁrﬂ.cuu.cjajcrb‘w\w (iss\:»-:\.ﬂ

r-:-‘:") “’)}5 /»J‘JL’
“‘Sungguh, benar-benar telah datang kepadamu seorang rasul
dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang
kamu alami, sangat menginginkan (keimanan dan keselamatan)

bagimu, dan (bersikap) penyantun dan penyayang terhadap
orang-orang mukmin.” (QS. At Taubah/9:128)

w;&%v@\qugjrg@m\u;&;u
Q\ Y J@ 5‘}*9 Enie \JbJ.AY\ 3 ‘Js))\...a) r.@lj_a:w.u\) ﬁ& Caels

SEEIIE4 A
“Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku le-
mah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras
dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu.

Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan un-
tuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala
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urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan
tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencin-
tai orang-orang yang bertawakal.” (QS. Ali Imran/3:159)

Ayat tentang perintah orang beriman untuk selalu berbuat adil

38 OUEE 1 2 Y5 Ltall aiighady L 08 50 G

505 TS Al &) &1L, @ S 5A e s YT e

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (ke-
benaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan
adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong
kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu
lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguh-
nya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al
Maidah/5:8)

. Ayat tentang pentingnya berpegang teguh dan menjadikan Al-

Qur’an sebagai pedoman

e Cogsy S 6 3 G B gy 0 ol s
U»@d;\uﬁ_&;uu_c;\ﬁ\ﬁjwdj\u aH
3 S5k pli e & r:wﬁ 5 5 uwijwi
oL 030& \ - 03 23T zo 2 o3 3 oo by T\ . yeq S et es MT-
82 (28 G 12l s i s i A opd 152800 ("4;':’\\'“

OO ./*.

“Kami telah menurunkan kitab suci (Al-Quran) kepadamu (Nabi
Muhammad) dengan (membawa) kebenaran sebagai pembenar
kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan sebagai penjaganya
(acuan kebenaran terhadapnya). Maka, putuskanlah (perkara)
mereka menurut aturan yang diturunkan Allah dan janganlah
engkau mengikuti hawa nafsu mereka dengan (meninggalkan) ke-
benaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di anta-
ra kamu Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Seandainya
Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikanmu satu umat (saja).
Akan tetapi, Allah hendak mengujimu tentang karunia yang telah
Dia anugerahkan kepadamu. Maka, berlomba-lombalah dalam
berbuat kebaikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali,
lalu Dia memberitahukan kepadamu apa yang selama ini kamu
perselisihkan.” (QS. Al Maidah/5:48)

Ayat tentang larangan berperilaku tidak jujur dan bekerjasama
dalam kebatilan
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“Dan Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan

yang batil dan ( janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu
kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan
sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu
mengetahui.” (QS. Al-Baqarah/2:188)

m. Ayat tentang pentingnya integritas dan kompetensi dalam men-
gurus perkara

e Eas 31 2V s e el J6
“Dia (Yusuf) berkata, “Jadikanlah aku pengelola perbendaharaan

negeri (Mesir). Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai men-
jaga (amanah) lagi sangat berpengetahuan.” (QS. Yusuf/11:55)

2. Hadis-hadis Nabi saw, antara lain:
a. Hadis Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mengenai pent-
ingnya akhlak bagi umat Islam:
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“Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda:
Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manu-
sia.” (HR. Bukhari)

b. Hadis Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mengenai pent-
ingnya tolong-menolong dan mengasihi sesama:
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“Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu dia berkata: Rasulullah
shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Barangsiapa yang meng-
hilangkan satu kesulitan seorang mukmin yang lain dari kesulit-
annya di dunia, niscaya Allah akan menghilangkan darinya satu
kesulitan pada hari kdiamat. Barangsiapa yang meringankan
orang yang kesusahan (dalam hutangnya), niscaya Allah akan
meringankan baginya (urusannya) di dunia dan akhirat. Barang-
siapa yang menutupi aib seorang muslim, niscaya Allah akan me-
nutupi aibnya di dunia dan akhirat. Dan Allah akan senantiasa
menolong hamba-Nya, selama hamba tersebut mau menolong
saudaranya. Barangsiapa yang menempuh satu jalan untuk men-
cari ilmu, niscaya Allah akan memudahkan baginya jalan menuju
surga. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari
rumah—-rumah Allah (masjid), membaca kitabullah, saling men-
gajarkan di antara mereka, melainkan akan turun kepada mereka
ketenangan, diliputi oleh rahmat dan dinaungi oleh para malai-
kat serta Allah akan menyebut-nyebut mereka di hadapan makh-
luk yang berada di sisiNya. Barangsiapa yang lambat dalam be-
ramal, sungguh garis nasabnya tidak akan bisa membantunya.”
(HR. Muslim) dengan lafazh ini.

Hadis Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mengenai larang-
an money politic, dalam hadits shahih riwayat Imam al-Bukhari:
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“Dari Abu Hurairah mengatakan, Rasulullah shallallahu ‘alaihi
wasallam bersabda: “Ada tiga orang yang Allah tidak menga-
Jjak bicara pada hari kiamat, tidak menyucikan mereka dan bagi
mereka siksa yang pedih; seseorang yang punya kelebihan air di
jalan lalu mencegah para musafir untuk mendapatkannya, dan
seseorang yang berbaiat kepada imam, yang ia tidak berbaiat ke-
padanya selain untuk duniawi, jika imam memberiyang diingink-
annya maka ia memenuhinya, namun jika tidak, ia tidak menun-
aikannya” (HR. Bukhari)

. Hadis Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mengenai wajib-

nya memenuhi janji dan kesepakatan:
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de\u_cui“d\u_cw.wu_cwu_cdsubswu

Bagian Pertama: Masalah Strategis Kebangsaan



mr_wjzxcuumd@ /’”\y;sﬂ\d W 2,

- -
s

(Ls‘)\?bj\ c\)_)) Yu-; Lj;.\ &.fo-\.«aj UB :;.é—s d\.;_; ‘\?L«O\

“Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan
kepada kami Yahya dari Syu’bah dari Salamah dari Abu Salamah
dari Abu Hurairah radliallahu ‘anhu: Ada seorang laki-laki datang
menemui Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam untuk menagih apa
yang dijanjikan kepadanya. Maka para sahabat marah kepadan-
ya. Maka Beliau shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: Biarkan-
lah saja dia, karena orang yang benar berhak memperoleh tempat
untuk menyampaikan kebenarannya.” (HR. al-Bukhari)
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“Dari Abi Hurairah RA ia berkata: Rasulullah bersabda: tunaikan-
lah amanah kepada orang yang mempercayakan (menitipkan)

kapadamu dan janganlah engkau berkhianat kepada orang yang
mengkhianatimu.” (HR. al-Tirmidzi dan Abu Dawud)

e. Hadis Rasulullah SAW yang menunjukkan bahwa konsisten
beribadah adalah tanda kesalehan dan keteguhan iman, yang
juga merupakan salah satu syarat untuk menghukumi keadilan
para perawi hadis:

J;JS\ ”\)\3\” J\B A 25 \&am\ dy)uscw L3\Q_c;
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“Dari Abu Sa’id, dari Rasulullah .was, beliau bersabda: Jika kalian

melihat seseorang terbiasa pergi ke masjid, maka bersaksilah ka-
lian atas keimanannya.” (HR. Ibnu Majah).

f. Hadis Rasulullah SAW yang menegaskan pentingnya kejujuran
dan tercelanya sifat munafik, culas, saling iri dan permusuhan:
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“Dari Abu Bakar: bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda
ketika beliau wafat, “Rasulullah .wasberdiri pada tahun sebelum-
nya di tempatku ini - kemudian beliau menangis - lalu berkata:
‘Berpeganglah kalian pada kejujuran karena ia bersama dengan
kebaikan, dan keduanya berada di surga. Dan jauhilah kebohon-
gan karena ia bersama dengan keburukan, dan keduanya berada
di neraka. Mintalah kepada Allah keselamatan, karena tidak ada
yang diberi kepada seorang laki-laki setelah keyakinan sesuatu
yang lebih baik daripada keselamatan.’ Kemudian beliau berkata:
Janganlah kalian saling memutuskan hubungan, jangan saling
membelakangi, jangan saling membenci, jangan saling dengki,
dan jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara.” (HR. Ahmad)

. Hadis Rasulullah SAW tentang kriteria orang munafik:
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“Dari Abu Hurairah, dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, beliau
bersabda: “Tanda orang munafik ada tiga: ketika berbicara, ia ber-
dusta; ketika berjanji, ia mengingkari; dan ketika diberi amanah,
ia berkhianat.” (HR. Bukhari).

. Hadis Rasulullah SAW yang melarang umatnya untuk membuat

persaksian/ keputusan palsu dan dibuat-buat:
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“Dari Abdurrahman bin Abu Bakrah, dari ayahnya, radhiallahu
‘anhu, dia berkata: Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:
“Tidakkah aku beritahukan kepada kalian tentang dosa yang pal-
ing besar? -Beliau mengucapnya tiga kali-. Mereka berkata: ‘Tentu,
wahai Rasulullah.’ Beliau bersabda: ‘Berbuat syirik kepada Allah,
durhaka kepada kedua orang tua, dan memberikan kesaksian pal-
su.’ Beliau terus mengulangi itu hingga kami berkata: ‘Seandainya
beliau berhenti.” (Muttafaq ‘Alaih).

Hadis Rasulullah SAW tentang kewajiban menegakkan hukum
tanpa tebang pilih:
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“Telah menceritakan kepada kami Abul Walid telah menceritakan
kepada kami Al Laits dariIbn Syihab dari ‘Urwah dari Aisyah, bah-
wa Usamah pernah mengajak Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam
berdialog untuk memberi keringanan terhadap seorang wanita,
maka Nabi bersabda: “hanyasanya telah binasa orang-orang se-
belum, mereka menegakkan hukuman kepada orang-orang yang
lemah, dan meninggalkan hukuman bagi orang bangsawan, Demi
Dzat yang jiwaku berada di tangan -Nya, jika Fathimah melaku-
kan hal itu, aku potong tangannya.” (HR. Bukhari)

j. Hadis Rasulullah SAW tentang perintah berbuat adil di hadapan
pemimpin:
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“Dari Abu Said Al-Khudri —rad{yalla/zu ‘anhu-, dari Nabi
-sallallahu ‘alaihi wa sallam-, beliau bersabda: Jihad paling uta-
ma adalah (menyampaikan) kata-kata adil di hadapan penguasa
yang zalim.” (HR. Abu Daud)

k. Hadis Rasulullah SAW tentang panduan menghilangkan ke-
mungkaran:
S & 1y A0 0ol sl :JE wie Al (52, &, aal ol 2
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“Dari Abu Sa’td al-Khudriradiyallahu ‘anhu, dia berkata, ‘Aku
mendengar Rasulullah sallallahu ‘alayhi wa sallam bersabda: Bae
rang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaknya dia
ubah dengan tangannya. Bila dia tak mampu hendaknya dia ubah
dengan lisannya. Bila tak mampu hendaknya dia ingkari dengan
hatinya dan inilah selemah—lemahnya iman.” (HR. Muslim)

3. Kaidah Fikih, antara lain:
Aladl s e fis a idis3
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“Upaya menolak kerusakan harus didahulukan daripada upaya men-
gambil kemaslahatan.”

2 °
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“Jika ada dua mafsadat saling berhadapan, maka mafsadat yang
lebih besar harus dihindari dengan cara mengambil mafsadat yang
lebih ringan.”

2

BRI

“Madlarat yang lebih besar dapat dihilangkan dengan mudarat yang
lebih kecil”
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“Tasharruf (tindakan) imam terhadap rakyat harus dihubungkan
dengan kemaslahatan.”
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“Barangsiapayang tergesa-gesa dalam suatu perkara sebelum waktu-

nya, dan maslahat tidak terbukti ada di ketetapannya, maka dia akan
dihukum dengan terhalang/diharamkan dari hal tersebut.”

dleg Jasysh

“Orang yang merdeka tidak masuk di bawah sebuah kekuasaan.”

. Pendapat Para Ulama

a. Imam al-Ghazali mengenai sepuluh prinsip dan etika pemimpin
di dalam kitab al-Tibr al-Masbuk fi Nashihati al-Muluk, ring-
kasannya:

1) Dianjurkan bagi para pemimpin dan elit politik untuk men-
dalami dan menghayati betapa besarnya tanggung jawab
kepemimpinan (hal. 18):
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Prinsip pertama dari itu adalah untuk mula-mula mengenali
nilai kekuasaan dan memahami betapa bahayanya kekua-
saan. Bukti atas besarnya nilai kekuasaan adalah apa yang
diriwayatkan dari Rasulullahsaw. bahwa beliau pernah bers-
abda: “Menegakkan keadilan oleh seorang penguasa selama
satu hari lebih dicintai oleh Allah daripada ibadah selama tu-
Jjuh puluh tahun.’.. Dan beliau bersabda: “Tidak ada seorang
pemimpin atas sepuluh orang kecuali dia akan datang pada
hari kiamat dengan kedua tangannya terikat pada lehernya.
Jika amalannya baik, maka akan dilepaskan dari ikatan terse-
but, dan jika amalannya buruk, maka akan ditambahkan ke-
padanya ikatan yang lain.”

2) Dianjurkan bagi para pemimpin dan elit politik untuk senan-
tiasa dekat dengan para ulama dan mendengarkan nasihat
mereka (hal. 19):
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“Prinsip kedua adalah untuk selalu merindukan untuk bertemu
dengan para ulama, bersemangat untuk mendengarkan nasi-
hat mereka, dan berhati-hati terhadap ulama yang jahat yang
berambisi terhadap dunia. Mereka akan memuji Anda, memi-
kat Anda, dan mencari kerelaan Anda dengan mengharapkan
keuntungan dari kejahatan dan tipu daya yang mereka miliki.”

3) Dianjurkan bagi para pemimpin dan elit politik untuk tidak
terpengaruh oleh kawan sehingga ragu untuk memberantas
kezaliman (hal. 22):
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“Prinsip ketiga dari itu: Anda tidak boleh seenaknya menarik
diri dari kezaliman, tetapi Anda harus mempengaruhi bawah-
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4)

an, rekan-rekan, karyawan, dan wakil-wakil anda untuk tidak
merestui kezaliman. Karena Anda akan dimintai pertanggung-
jawaban atas kezaliman mereka sebagaimana Anda dimintai
pertanggungjawaban atas kezaliman diri Anda sendiri.”

Dianjurkan bagi para pemimpin dan elit politik untuk ren-
dah hati dan memberi maaf (hal. 24):
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“Prinsip keempat: Pemimpin umumnya cenderung sombong,
dan sombong menyebabkan kemarahan yang menyerukan un-
tuk balas dendam. Kemarahan adalah setan pikiran, musuh,
dan bencana. Hal ini telah kami sebutkan dalam bab “Marah”
sebagai salah satu dari empat penyebab kebinasaan. Jika ke-
marahan sering terjadi, maka sebaiknya Anda condong ke-
pada belas kasih/ memaafkan, dan terbiasa untuk bermurah
hati, dan menghindari kekerasan. Jika itu menjadi kebiasaan
bagi Anda, Anda akan menyerupai para nabi dan wali. Na-
mun, jika membiarkan kemarahan menjadi kebiasaan, Anda
akan menyerupai binatang buas.”

Dianjurkan bagi para pemimpin dan elit politik untuk menin-
jau apa yg cocok untuk rakyatnya dan apa yang tidak (hal. 26):
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“Prinsip kelima: Setiap peristiwa yang sampai kepada Anda
dan dipresentasikan kepada Anda, Anda harus meninjaunya.
Anda adalah bagian dari umat, dan pemimpin selain Anda
adalah sebagian dari umat juga. Segala sesuatu yang tidak
anda sukai untuk diri sendiri, janganlah Anda sukai untuk
orang lain dari kalangan umat Islam. Dan jika Anda meres-
tui untuk mereka apa yang tidak anda sukai untuk diri sendiri,
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maka Anda telah mengkhianati umat anda dan mengkhianati
kepemimpinan anda.”

6) Dianjurkan bagi para pemimpin dan elit politik untuk mem-
berikan perhatian lebih kepada orang-orang lemah (hal. 27):
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“Prinsip keenam: Janganlah meremehkan mengantrinya tu-
kang minta-minta yang berdiri di pintu Anda, dan waspadalah
terhadap bahaya ini. Jika ada seorang Muslim yang membu-
tuhkan anda, janganlah sibuk dengan ibadah sunnah sehingga
Anda mengabaikan kebutuhannya. Karena memenuhi kebu-

tuhan orang-orang Muslim lebih utama daripada melakukan
ibadah sunnah.”

7) Dianjurkan bagi para pemimpin dan elit politik untuk bersi-
kap sederhana dan merasa cukup (hal. 27):
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“Prinsip ketujuh: Janganlah biasakan diri anda tergoda oleh
kesenangan, seperti mengenakan pakaian mewah dan makan
makanan lezat. Sebaliknya, berlakulah sederhana dan mera-
sa cukup dalam segala hal, karena tidak ada keadilan tanpa
ganaah.”

8) Dianjurkan bagi para pemimpin dan elit politik untuk bersi-
kap lembah lembut dan tidak bergaya tangan besi (hal. 28):
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“Prinsip  kedelapan: Ketika Anda dapat melakukan
sesuatu dengan lemah santun dan kelembutan, janganlah
melakukannya dengan kekerasan. Rasulullah .was bersabda:
“Setiap pemimpin yang tidak bersikap lembut terhadap rak-
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yatnya, Allah tidak akan bersikap lembut kepadanya pada
hari kiamat.”

9) Dianjurkan bagi para pemimpin dan elit politik untuk
memuaskan hati rakyatnya dengan tetap mematuhi rambu-
rambu agama (hal. 28):
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“Prinsip kesembilan: Berupayala/z agar rakyat Anda puas den-
gan Anda, dengan tetap mematuhi rambu syariat. Nabi Mu-
hammad .wasbersabda kepada para sahabatnya: “Seorang
pemimpin tidak boleh terpedaya oleh siapa pun yang
mendekatinya dan memujiinya. Janganlah ia beranggapan
bahwa rakyatnya puas dengannya, karena orang yang memu-
Jjiinya hanya melakukan itu karena takut padanya. Sebaiknya,
aturlah penasehat yang dapat menanyakan kepada rakyat
tentang keadaan aslinya agar dia mengetahui keburukannya
dari ucapan orang-orang.”
10) Dianjurkan bagi para pemimpin dan elit politik untuk tidak
mengejar simpati orang dengan cara melanggar syariat (hal.
28):
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“Prinsip kesepuluh: Janganlah mencari kerelaan seseorang
dengan melanggar syariat. Karena bagi orang yang marah ke-
pada kita karena pelanggaran syariat yang ia buat, kemarah-
annya tidak dihitung masalah.”

b. Imam Al Ghazali dalam kitab Ihya Ulumiddin, 1/17:
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Negara dan agama adalah saudara kembar. Agama merupakan
dasar, sedangkan negara adalah penjaganya. Sesuatu yang tanpa
dasar akan runtuh, dan dasar tanpa penjaga akan hilang dan ti-
dak akan sempurna sebuah kekuasaan dan hukum kecuali ada
sebuah kekuasaan. Dan metode berkuasa di dalam mengaplikasi-
kan sebuah hukum dengan menerapkan hukum fikih.

c. SyekhIzzuddin Abdul Aziz Bin Abdissalam dalam Qawaidul Ah-
kam Fi Mashalih Al Anam, 2/75:

wgfucpv\ﬁuu\;}a\y\,;gu 355 1 Gt
@CM\&(,;L\,MYJJL@M)CJ wb)}w 25
a.,\JMWJ‘ CSS; Q\ \j\ CL&Y\ L}Co).)\.aj\

“Para pemimpin dan para wakilnya wajib mentasharufkan secara
lebih mashlahat untuk pihak yang menjadi tanggung jawabnya,
untuk menolak mudlarat dan kerusakan, serta menggapai ke-
manfaatan dan petunjuk. Mereka tidak boleh terbatas kepada
kebaikan padahal mampu menghasilkan yang lebih baik kecuali
menyebabkan keberatan yang sangat.”

PIMPINAN SIDANG KOMISI A
Ketua Sekretaris
ttd. ttd.

Prof. Dr. KH. Muhammad Amin Suma, M.H., M.\A  Dr. Muhammad Alvi Firddausi, MA

PIMPINAN SIDANG PLENO V
[JTIMA’' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VIII

Ketua, Sekretaris,
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Prof. Dr. KH. M. Asrorun Ni'am Sholeh, M.A.  Dr. H. Rofiqul Umam Ahmad, S.H., M.H.

Konsensus Ulama Fatwa Indonesia 73



74

TIM PERUMUS
Ketua
Sekretaris
Anggota

Asistensi

=

: Prof. Dr. KH. M. Amin Suma, MA.
: Dr. Muhammad Alvi Firdausi, MA.

KH. Muhyiddin Khotib

Nyai Hj. Badriyah Fayumi, MA.

Drs. Abdul M. Hadi, M.Ag.

Hj. Hindun Anisah, MA.

Dr. KH. Muhammad Zaitun Rasmin, MA.
Dr. Darol Arkum, M.Si.

S P @

: Musa Wardi, SH, MH.

Bagian Pertama: Masalah Strategis Kebangsaan



BAGIAN KEDUA

Masalah Fikih Kontemporer
(Masail Fighiyyah Muashirah) I






KEPUTUSAN
I[JTIMA’ ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VIII
Nomor o4/Ijtima’ Ulama/VIII/2024
Tentang
ZAKAT YOUTUBER, SELEBGRAM DAN
PELAKU EKONOMI KREATTF DIGITAL LAINNYA

=2

e

Jjtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII yang diselenggarakan di Pon-
dok Pesantren Bahrul Ulum Islamic Center, Sungailiat, Kabupaten Bangka,
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada 20-23 Zulkaidah 1445 H/28-31
Mei 2024 M setelah:

MENIMBANG : a. bahwa seiring dengan dinamika sosial politik
dan kemasyarakatan, banyak masalah kon-
temporer yang terkait dengan masalah strat-
egis kebangsaan, baik yang terkait dengan
masalah kenegaraan, kebangsaan, maupun
keumatan yang muncul dan dihadapi bangsa
Indonesia;

b. bahwa terhadap masalah tersebut banyak
yang beririsan dengan masalah keagamaan
dan membutuhkan jawaban hukum Islam
dari para ulama, zuama dan cendekiawan
muslim;

c. bahwa terhadap masalah tersebut diperlukan
jawaban hukum keagamaan berupa keputu-
san Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa untuk dijadi-
kan pedoman;
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MENGINGAT

MEMPERHATIKAN

. Dalil-dalil yang menjadi landasan dalam

penetapan hukum yang terkait dengan ma-
salah sebagaimana terlampir dalam keputu-
san, baik dari Al-Qur’an, Hadits, [jma) Qiyas,
dan Dalil-dalil lain yang mu'tabar.

. Berbagai pertimbangan akademik dan per-

timbangan maslahah-mafsadah yang disam-
paikan sebagaimana terlampir dalam keputu-
san.

. Pidato Wakil Presiden RI dalam acara Pem-

bukaan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Se-Indo-
nesia VIIL.

. Pidato Iftitah Wakil Ketua Umum MUI dalam

acara Pembukaan Ijtima’ Ulama Komisi Fat-
wa Se-Indonesia VIII.

. Paparan para nara sumber dalam sidang Ple-

no ljtima’ Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia
VIIL

. Penjelasan Ketua Panitia Pengarah (Steer-

ing Committee) dalam Sidang Pleno I tentang
Ta’aruf dan Penjelasan Materi Ijtima’ Ulama
Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII.

. Laporan Hasil Sidang Komisi B1 tentang Ma-

salah Fikih Kontemporer (Masail Fighiyyah
Muashirah) yang dibacakan dalam Sidang
Pleno V Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Se-Indo-
nesia VIIL.

. Pendapat dan masukan yang berkembang

dalam Sidang Pleno V Ijtima’ Ulama Komisi
Fatwa Se-Indonesia VIII.

dengan bertawakkal kepada Allah subhanahu wa ta’ala:
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MENETAPKAN : 1. Mengesahkan hasil Sidang Komisi B1 tentang Za-
kat Youtuber, Selebgram dan Pelaku Ekonomi Kre-
atif Digital Lainnya yang termasuk Masalah Fikih
Kontemporer (Masail Fighiyyah Muashirah) seb-
agaimana terlampir dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

2. Menghimbau semua pihak untuk menyebarluas-
kan hasil Ijtima’ ini kepada masyarakat untuk dija-
dikan pedoman.

3. Keputusan ini mulai berlaku pada saat ditetapkan,
dan jika di kemudian hari membutuhkan penyem-
purnaan, maka akan dilakukan penyempurnaan se-
bagaimana mestinya.

Ditetapkan di :Bangka

Pada Tanggal  :23 Zulkaidah1445H
31 Mei 2024 M

PIMPINAN SIDANG PLENO V
[JTIMA’' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VIII

Ketua, Sekretaris,

ttd. ttd.
Prof. Dr. K.H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, M.A.  Dr. H. Rofiqul Umam Ahmad, S.H., M.H.
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LAMPIRAN KEPUTUSAN
I[JTIMA’ ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VIII
Nomor o4/Ijtima’ Ulama/VIII/2024
Tentang
ZAKAT YOUTUBER, SELEBGRAM
DAN PELAKU EKONOMI KREATIF DIGITAL LAINNYA

R

e

A. Deskripsi Masalah
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1.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara
Jasa Internet Indonesia (APJII) Tahun 2024 menyebutkan, tingkat
penetrasi internet di Indonesia meningkat menjadi 79,5%. Dengan
demikian terdapat 221,563,479 jiwa penduduk terkoneksi dari total
populasi 278,6 juta jiwa. Media sosial yang paling banyak digunakan
oleh pengguna internet berusia 16-64 tahun adalah Youtube (94%),
WhatsApp (90,9%), lalu disusul Instagram (85,3%), Facebook
(81,6%), TikTok (73,5%), dan Telegram (61,3%).

Media sosial yang awalnya digunakan memudahkan menjalin sila-
turrahim, kini fungsinya semakin bertambah seperti menjadikan-
nya sebagai cara mendatangakan penghasilan, sepertihalnya yang
dilakukan oleh para youtuber, tiktoker dan pengguna aplikasi sosial
media lainnya. Uang penghasilan dari creator konten youtuber atau
tiktoker bisa mencapai puluhan juta hingga miliyaran rupiah.
Penghasilan bagi youtuber diatur dalam Peraturan Menteri Keuan-
gan 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi
Perdagangan melalui Sistem Elektronik yang berlaku efektif pada 1
April 2019. Peraturan Menteri ini juga menegaskan bahwa aturan ini
juga mengatur selebgram maupun youtuber.

Konten kreator media sosial sering mengabaikan prinsip syariah,
seperti menjadikannya sarana untuk penyebaran informasi tidak
benar, hoax, fitnah, ghibah, namimah, gosip, pemutarbalikan fakta,
ujaran kebencian, permusuhan, kesimpangsiuran, informasi palsu,
dan hal terlarang lainnya.

Di dalam masyarakat timbul pertanyaan bagaimana kedudukan hu-
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kum zakat penghasilan, baik penghasilan rutin seperti gaji pegawai/
karyawan atau penghasilan pejabat negara, maupun penghasilan
tidak rutin seperti youtuber, selebgram, dan sejenisnya, serta peng-
hasilan yang diperoleh dari ekonomi kreatif digital lainnya.
Berdasarkan pertimbangan di atas, forum Ijtima’ Ulama VIII Majelis
Ulama Indonesia memandang perlu menjelaskan fatwa tentang hu-
kum Zakat bagi youtuber, selebgram dan pelaku ekonomi kreatif
digital lainnya

B. Perumusan Masalah

1.

2.

Bagaimana ketentuan zakat penghasilan bagi youtuber, selebgram
dan pelaku ekonomi kreatif digital lainnya?

Bagaimana ketentuan syariah tentang penghasilan youtuber, seleb-
gram dan pelaku ekonomi kreatif digital lainnya?

C. Ketentuan Hukum

1.

Youtuber, selebgram dan pelaku ekonomi kreatif digital lainnya wa-

jib mengeluarkan zakat dari penghasilannya dengan ketentuan;

a. Objek usaha (jenis konten) tidak bertentangan dengan keten-
tuan syariah;

b. Telah mencapai nishab, yaitu senilai 85 gram emas dan menca-
pai hawalan al haul (satu tahun kepemilikan)

c. Jika sudah mencapai nishab maka zakatnya dapat dikeluarkan
pada saat menerima penghasilan sekalipun belum mencapai ha-
walan al haul (satu tahun kepemilikan);

d. jika belum mencapai nishab maka dikumpulkan selama satu ta-
hun, lalu dikeluarkan setelah penghasilannya sudah mencapai
nishab;

e. kadar zakatnya sebesar 2.5% (jika menggunakan periode tahun
gamariyah) atau 2.57% (jika menggunakan periode tahun syam-
siyah), dalam hal terdapat kesulitan untuk menggunakan tahun
qamariyah sebagai tahun buku bisnis (perusahaan).

Penghasilan dari youtuber, selebgram, dan pelaku ekonomi kreatif

digital lainnya yang kontennya bertentangan dengan ketentuan

syariat, di antaranya konten yang mengeksploitasi seksual (porno-
grafi), asusila, ghibah, namimabh, fitnah, judi dan penistaan agama
adalah haram, pelakunya wajib bertaubat, hartanya tidak menjadi
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objek zakat, tetapi disalurkan untuk kepentingan sosial.

D. Dasar Penetapan Hukum
1. Ayat-ayat Al-Quran:
a. Firman Allah swt tentang zakat, antara lain:
i

5 5r (T BT a5 28 G i o AT LT 1

“Hai orang yang beriman! Nafkahkanlah sebagian dari hasil usa-
hamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan
dari bumi untuk kamu ...” (QS. al-Baqarah [2]: 267).

o 5 ekl Bio h@)\f\w»

“Ambillah zakat dari sebagtan harta mereka, dengan zakat itu
kamu membersihkan dan mensucikan mereka...” (QS. al-Taubah

[9]:103)

b. Firman Allah SWT yang menjelaskan perintah menyeru pada
kebaikan, antara lain:

S 635 Sl [)jjib)f;\ BIRHSH r&w

O j;J.a.J\ 5‘”’ dud j\)
“Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang me-
nyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan

mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang
yang beruntung.” (QS. Ali ‘Imran [3]: 104)

c. Firman Allah SWT yang melarang untuk menyebarkan praduga
dan kecurigaan, mencari keburukan orang, serta menggunjing,
antara lain:

vj ):;u:;yj SEEN 35 5] 5B 5e DS L0 1T il \4;\\;
5,4 S5 s L 8T ERA 5 s

“Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari pra-
sangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa dan
Jjanganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan jangan-
lah sebahagian kamu menggunjingsebahagian yang lain. Suka-
kah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya
yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya.
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Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pene-
rima tobat lagi Maha Penyayang.” (QS. Al-Hujurat [49]: 12)

G g 2 Side 1 L sl g daad = o 0;4’; ;y,ﬁ\ &)

8 _;Ju.: N r.u\_j (J"; /‘S“j
“Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang
sangat keji itu (berita bohong) tersiar di kalangan orang-orang
yang beriman, mereka mendapat azab yang pedih di dunia dan di

akhirat. Dan Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui.”
(QS. An-Nur [22]:19)

2. Hadis Nabi saw tentang zakat:
a. Dari Ibnu Umar RA. Rasulullah bersabda:

So0.5

J&)J&gw\ﬁjﬁbb»d\bbbww&\va&\.«.:»
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“Telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Muadz telah
menceritakan kepada kami bapakku telah menceritakan kepada
kami Ashim -yaitu Ibnu Muhammad bin Zaid bin Abdullah bin
Umar- dari bapaknya dia berkata; Abdullah berkata, “Rasulullah
shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Islam dibangun atas lima
dasar: Yaitu persaksian bahwa tidak ada tuhan (yang berhak dis-
embah) melainkan Allah, bahwa Muhammad adalah hamba dan
Rasul-Nya, mendirikan shalat, menunaikan zakat, berhaji ke Bait-
ullah, dan berpuasa Ramadhan.” (Muttafaq ‘alaih).

b. Hadis Nabi SAW yang menegaskan tentang kewajiban zakat bagi
umat Islam yang memenubhi syarat, antara lain;

Eas T 4 a2 4 Loal 525 & (Wie 4 o2y a2 BIRG
ub;buwdb\rf&}”/@\ Juuu\&a””\s@\su;
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“Dari Ibnu Abbas ra. bahwa ketika Nabi shallallahu ‘alaihi wasal-
lam mengutus Mu'adz ra. ke negeri Yaman, beliau berkata: “Kamu
akan mendatangi ahlul kitab, maka hendaklah hal pertama yang
kamu da’'wahkan kepada mereka adalah mengajak mereka un-
tuk menyembah Allah. Jika mereka telah mengenal Allah, maka
beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka
untuk melakukan shalat lima waktu sehari semalam. Jika mereka
telah melaksanakannya, maka beritahukanlah bahwa Allah me-
wajibkan mereka untuk membayar zakat dari harta mereka yang
akan diberikan kepada orang-orang faqir dari kalangan mereka.
Jika mereka telah menaatinya, maka ambillah dari mereka (ses-
uai ketentuannya) dan peliharalah kesucian harta manusia” (HR.
Bukhari)

Hadis Nabi saw yang memerintahkan jujur dan melarang berbo-
hong, sebagaimana sabdanya:

’ -
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“Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata: “Ra-
sulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: “Wajib atas ka-
lian berlaku jujur, karena sesungguhnya jujur itu menunjukkan
(pelakunya) kepada kebaikan, dan kebaikan itu menunjukkan ke-
pada Surga. Seseorang senantiasa jujur dan berusaha untuk sela-
lu jujur sehingga ia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang sangat
Jjujur. Dan jauhilah oleh kalian sifat dusta, karena sesungguhnya
dusta itu menunjukkan pelakunya kepada keburukan, dan ke-
burukan itu menunjukkan kepada api Neraka. Seseorang senan-
tiasa berdusta dan berusaha untuk selalu berdusta sehingga ia
ditulis disisi Allah sebagai seorang pendusta.” (HR. Muslim)

. Hadis Nabi SAW yang menjelaskan bahwa Allah SWT tidak

menerima zakat dari harta haram:

88 57
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“Dari Mushab bin Sa'd berkata: Abdullah bin Umar masuk men-
emui Ibnu Amir yang sedang sakit. Lalu Ibnu ‘Amir berkata: “Ti-
dakkah engkau berdoa kepada Allah untukku, wahai Ibnu Umar?”
Maka Abdullah bin Umar berkata: “Sesungguhnya aku menden-
gar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: ‘Tidak
diterima salat tanpa bersuci, dan tidak diterima sedekah dari ha-

sil penipuan, dan engkau pernah menjadi penguasa di Basrah.”
(HR. Muslim).

3. Kaidah sadd al-dzariah (3,3 3Z) yang menyatakan bahwa semua
hal yang dapat menyebabkan terjadinya perbuatan haram adalah
haram.

4. Kaidah Fikih:

“Wasilah memiliki hukum maqashid (tujuan)’f

P
g_u

o B8 s 32 8T A2l oSl g JeY

“Pada dasarnya, segala bentuk muamalat diperbolehkan kecuali ada
dalilyang mengharamkannya atau meniadakan kebolehannya’.

/J }}\aj\

“Bahaya harus dihilangkan.”

5. Pendapat para ulama, antara lain:
a. Imam An-Nawawi dalam Kitab Syarh Shahih Muslim (1/75) mem-
berikan penjelasan hadis terkait larangan menyebarkan setiap

berita yang datang kepadanya:
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“Adapun makna hadits ini dan makna atsar-atsar yang semis-
alnya adalah, peringatan dari menyampaikan setiap informasi
yang didengar oleh seseorang, karena biasanya ia mendengar
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kabar yang benar dan yang dusta, maka jika ia menyampaikan
setiap yang ia dengar, berarti ia telah berdusta karena menyam-
paikan sesuatu yang tidak terjadi.”

. Pendapat Syaikh Wahbah Az-Zuhayli dalam Al-Figh al-Islamiwa

Adillatuh, (3/1949) tentang zakat mal:
bla A £ suandi gu 3 365 9 4

fassicaiidig 5
Vi 253

“Ketetapan dalam 4 madzhab bahwa tidak ada kewajiban zakat
dalam harta penghasilan kecuali mencapai nishab dan sempurna
satu tahun.”

Pendapat ulama bahwa hitungan haul adalah berdasarkan kal-
ender tahun hijriah atau bulan qamariyah, di antaranya:
1) Pendapat Imam Ibnu Abidin dalam Hasyiyah Ibnu Abidin

(2/294):
(G2 V) (&5 891 61 (3h325)

“Adapun haulnya zakat mal itu berdasarkan hitungan bulan
gamariyah bukan bulan syamsiyah.”

2) Dalam kitab al-Fighu al-Manhaji ‘ala Madzhab al-Imam al-
Syafii (2/31):
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“Syarat kepemilikan emas, perak, dan harta lainnya yang me-

wajibkan untuk membayar zakat adalah harus mencapai satu

tahun gamariyah penuh dan jika tidak maka tidak wajib za-
kat.”

. Dalam kitab al-Mausuah al-Fighiyyah mengenai tidak wajibnya

zakat menggunakan harta haram (23/248):
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“Harta haram seperti yang diambil dengan paksa, dicuri, disuap,
riba, atau sejenisnya tidak bisa dimiliki oleh orang yang mempu-
nyainya, sehingga tidak wajib dizakati; karena zakat adalah pem-
berian hak milik, dan orang yang bukan pemilik tidak dapat mem-
berikan hak milik. Selain itu, zakat membersihkan pemberi zakat
dan harta yang dizakati, sebagaimana firman Allah SWT: “Am-
billah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu
membersihkan dan menyucikan mereka” (At-Tawbah: 103) dan
sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam: “Allah tidak menerima
sedekah dari hasil penipuan.” Harta haram seluruhnya buruk dan
tidak dapat disucikan.”

PIMPINAN SIDANG KOMISI B1
Ketua, Sekretaris,
ttd. ttd.
Prof. Dr. H. Abdurrahman Dahlan, M.A Dr. H. Umar Al Haddad, M.A
PIMPINAN SIDANG PLENO

[JTIMA’' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VIII

Ketua, Sekretaris,

ttd. ttd.

Prof. Dr. K.H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, M.A.  Dr. H. Rofiqul Umam Ahmad, S.H., M.H.

TIM PERUMUS
Ketua : Prof. Dr. H. Abdurrahman Dahlan, MA.
Sekretaris : Dr. H Umar Al Haddad, MA.
Anggota :1. Dr. KH. Ahmad Fahrurozi Burhan, M.Pd
2. KH. Arwani Faishol
3. KH. Abdul Muiz Ali
4. KH. Ahmad Masykur
5. KH. M. Toha
Asistensi : Tharekh Era Elraisy, Lc., MA.
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KEPUTUSAN
I[JTIMA’ ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VIII
Nomor o5/Ijtima’ Ulama/VIII/2024
Tentang
ZAKAT AL MUSTAGHALLAT

Jjtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII yang diselenggarakan di Pon-
dok Pesantren Bahrul Ulum Islamic Center, Sungailiat, Kabupaten Bangka,
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada 20-23 Zulkaidah 1445 H/28-31
Mei 2024 M setelah:

MENIMBANG : a. bahwa seiring dengan dinamika sosial politik
dan kemasyarakatan, banyak masalah kon-
temporer yang terkait dengan masalah strat-
egis kebangsaan, baik yang terkait dengan
masalah kenegaraan, kebangsaan, maupun
keumatan yang muncul dan dihadapi bangsa
Indonesia;

b. bahwa terhadap masalah tersebut banyak
yang beririsan dengan masalah keagamaan
dan membutuhkan jawaban hukum Islam
dari para ulama, zuama dan cendekiawan
muslim;

c. bahwa terhadap masalah tersebut diperlukan
jawaban hukum keagamaan berupa keputu-
san Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa untuk dijadi-
kan pedoman;

MENGINGAT : 1. Dalil-dalil yang menjadi landasan dalam
penetapan hukum yang terkait dengan ma-
salah sebagaimana terlampir dalam keputu-
san, baik dari Al-Qur’an, Hadits,Ijma), Qiyas,
dan Dalil-dalil lain yang mu'tabar.

2. Berbagai pertimbangan akademik dan per-
timbangan maslahah-mafsadah yang disam-
paikan sebagaimana terlampir dalam keputu-
san.
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MEMPERHATIKAN

. Pidato Wakil Presiden RI dalam acara Pembu-

kaan Jjtima’ Ulama Komisi Fatwa Se-Indone-
sia VIIL.

. Pidato Iftitah Wakil Ketua Umum MUI dalam

acara Pembukaan Ijtima’ Ulama Komisi Fat-
wa Se-Indonesia VIII.

. Paparan para nara sumber dalam sidang Ple-

no Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia
VIIL

. Penjelasan Ketua Panitia Pengarah (Steering

Committee) dalam Sidang Pleno I tentang
Ta’aruf dan Penjelasan Materi Ijtima’ Ulama
Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII.

. Laporan Hasil Sidang Komisi B1 tentang Ma-

salah Fikih Kontemporer (Masail Fighiyyah
Muashirah) yang dibacakan dalam Sidang
Pleno V Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Se-Indo-
nesia VIIIL.

. Pendapat dan masukan yang berkembang

dalam Sidang Pleno V Ijtima’ Ulama Komisi
Fatwa Se-Indonesia VIII.

dengan bertawakkal kepada Allah subhanahu wa ta'ala:
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MENETAPKAN : 1. Mengesahkan hasil Sidang Komisi B1 tentang

Zakat Al Mustaghallat yang termasuk Masalah
Fikih Kontemporer (Masail Fiqghiyyah Muashi-
rah) sebagaimana terlampir dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan
ini.

. Menghimbau semua pihak untuk menyebarlu-

askan hasil Jjtima’ ini kepada masyarakat untuk
dijadikan pedoman.

. Keputusan ini mulai berlaku pada saat ditetap-

kan, dan jika di kemudian hari membutuhkan
penyempurnaan, maka akan dilakukan peny-
empurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :Bangka

Pada Tanggal  :23 Zulkaidah 1445 H
31 Mei 2024 M

PIMPINAN SIDANG PLENO
[JTIMA’' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VIII

Ketua,
ttd.

Sekretaris,
ttd.

Prof. Dr. K.H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, M.A.  Dr. H. Rofiqul Umam Ahmad, S.H., M.H.
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LAMPIRAN KEPUTUSAN
I[JTIMA’ ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VIII
Nomor o5/Ijtima’ Ulama/VIII/2024
Tentang
ZAKAT AL-MUSTAGHALLAT

e

e

A. Deskripsi Masalah

92

1.

1.
2.,

Investasi pada dasarnya merupakan aktivitas penempatan dana
pada satu atau lebih dari satu jenis aset selama periode tertentu,
dengan tujuan untuk mendapatkan penghasilan atau peningkatan
nilai. Investasi merupakan istilah yang dikenal di pasar uang, pasar
modal, dan pasar fisik dan/atau sektor riil; seperti usaha properti
baik melalui perdagangan (akad jual-beli) maupun penjualan man-
faat bangunan, seperti usaha perhotelan, rumah kos, homestay, dan
kontrakan.

2. Benda-benda seperti bangunan hotel (dalam usaha perhotelan),
rumah kos, homestay, dan kontrakan, disebut dengan istilah aset
produktif. Aset produktif bisa juga tidak berwujud secara fisik, mis-
alnya aset elektronik yang berguna untuk menjalankan sistem tran-
saksi.

Perumusan Masalah

1. Apakah al-mustaghallat merupakan objek zakat?

2. Bagaimana hukum zakat hasil dari al-mustaghallat?

Ketentuan Umum
Al-mustaghallat adalah harta yang digunakan sebagai sarana untuk
mendapatkan penghasilan, dengan tetapnya keberadaan harta tersebut.

Ketetapan Hukum

Al-mustaghallat bukan merupakan objek zakat.
Hasil dari al-mustaghallat wajib dizakati, jika :
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a.

telah mencapai batas nishab, yaitu senilai 85 gram emas.

b. genap1tahun (hawalan al-hawl) dihitung sejak akad dilakukan, bu-

kan sejak diterimanya hasil keuntungan; dan

kadar zakatnya sebesar 2.5% (jika menggunakan periode tahun qa-
mariyah) atau 2.57% (jika menggunakan periode tahun syamsiyah)
dalam hal terdapat kesulitan untuk menggunakan tahun qamariyah
sebagai tahun buku bisnis (perusahaan).

E. Dasar Hukum

1.

2.

Firman Allah subhanahu wa ta’ala antara lain:

w
2 s 2o
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“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu
membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mer-
eka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi
mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui (QS. al-
Taubah [9]: 103)

2 o (T 2 g 208U 0l i 1, LT il Gl
A G215 4 1,0, OV apia § 22005 6 A5 2 & 11,5
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Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan allah) seba-
gian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang
Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih
yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal
kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan meminc-
ingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya
lagi Maha Terpuji. (QS. Al-Bagarah [2]: 267)

Hadis Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, antara lain:

a. Hadis nabi shallallahu ‘alaihi wasallam yang menegaskan ten-
tang kewajiban zakat bagi umat Islam yang memenuhi syarat,
antara lain;

=
S
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“Dari Ibnu Abbas ra. bahwa ketika Nabi shallallahu ‘alaihi wasal-
lam mengutus Muadz ra. ke negeri Yaman, beliau berkata: Kamu
akan mendatangi ahlul kitab, maka hendaklah hal pertama yang
kamu da'wahkan kepada mereka adalah mengajak mereka un-
tuk menyembah Allah. Jika mereka telah mengenal Allah, maka
beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka
untuk melakukan shalat lima waktu sehari semalam. Jika mereka
telah melaksanakannya, maka beritahukanlah bahwa Allah me-
wajibkan mereka untuk membayar zakat dari harta mereka yang
akan diberikan kepada orang-orang faqir dari kalangan mereka.
Jika mereka telah menaatinya, maka ambillah dari mereka (sesuai
ketentuannya) dan peliharalah kesucian harta manusia” (HR. al-
Bukhari)

b. Hadis Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam tentang tidak wajibnya
zakat aset tetap yang tidak diperuntukkan untuk perdagangan:

“’M\écumd” JB/// /)w\yﬂ\dj"‘_)d\{}—’ﬁd\u—c
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"Dari Abu Hurairah: “Nabi Shallallahu “alaihi wa sallam bersab-
da: Tidak wajib zakat atas muslim di budak dan kudanya” (HR.
Bukhari Muslim).

Imam Nawawi berkata: “Hadis ini menjadi dasar bahwa harta
qginyah (yang tidak diperuntukan untuk dagang) tidak ada zakat
di dalamnya.”

3. Pendapat ulama, antara lain:

a. Qiyas hasil sewa al-amwal al-mustaghallah dengan zakat ‘urudh
tijarah dengan kesamaan adanya pertumbuhan harta dan keun-
tungan di keduanya, sebagaimana pendapat Dr. Muhammad
Abdul Halim Umar dalam kitabnya Zakat al-Ushul al-Tsabitah fi
al-Masyru’at al-Iqtishadiyyah (hal. 175):
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“Hal ini mengacu pada sifat berkembangnya uang, dan aset tetap
produktif itu secara alami berkembang. Sama seperti hewan yang
dipelihara untuk reproduksi dan produksi susu, wol, dan rambut.
Tidak tepat untuk mengatakan bahwa qiyas perbandingannya
tidak benar karena pertumbuhan hewan sesuai dengan jenisnya,
sedangkan pertumbuhan aset tetap tidak. Karena pertumbuhan
pendapatan dari perdagangan - yang dikenakan zakat sesuai ke-
sepakatan - seperti keuntungan, adalah dari jenis yang berbeda,
sama seperti pertumbuhan aset tetap.”

b. Pendapat ulama bahwa nisab zakat ‘urudh tijarah ditaksir saat
mencapai satu tahun, di antaranya Imam al-Nawawi dalam kitab
al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab (6/55):

3
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Pendapat yang shahih menurut shahabat-shahabat Imam Syafii
dan sebagaimana dalam ungkapan Imam Syafii bahwa hitungan
nisab untuk zakat tijarah adalah saat hitungan di akhir tahun saja
karena itu berkaitan dengan nilai dan penghitungan nilai barang
dagangan jika dilakukan setiap waktu maka itu merupakan masy-
aqqah, maka hitungan nisab di akhir tahun itulah yang dianggap
sebagai penentuan wajib zakat.

c. Pendapat ulama bahwa nisab zakat ‘urudh tijarah adalah senilai
nisab emas, di antaranya:
1) Pendapat Ibnu Abdi al-Barr dalam kitab al-Kafi fi Fighi Ahli
al-Madinah (1/292)'
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2)

“Siapayang mempunyai sepuluh dinar emas dan telah menca-
pai satu tahun lalu dijualnya dengan harga dua ratus dirham
maka wajib mengeluarkan zakat dari hasil penjualan tersebut.
Demikian juga orang yang mempunyai seratus dirham atau
uang senilai dengannya yang belum mencapai nisab lalu dia
Jjual (setelah melewati masa kepemilikannya satu tahun) den-
gan nilai mencapai satu nisab maka wajib zakat.”

Pendapat Imam al-Nawawi dalam kitab al-Majmu’ Syarh al-
Muhadzdzab (6/64):

(s \)deu\w\,uﬁuub\ 151 ;.;:ej\:i\.;ww‘
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“Ulama kami (madzhab Syafii) berkata bahwa dalam meng-
hitung jumlah nilai harta perdagangan, maka untuk penghi-
tungan modal usaha ada beberapa keadaan; (pertama) jika
modal usaha tersebut dalam bentuk uang senilai dua ratus
dirham atau dua puluh dinar dan di akhir tahun modal terse-
but mencapai nisab maka wajib zakat, andaikan tidak menca-
pai nisab maka tidak wajib zakat.”

d. Pendapat ulama bahwa hitungan haul adalah berdasarkan kal-

ender tahun hijriah atau bulan qamariyah, di antaranya:

1)

Pendapat Imam Ibnu Abidin dalam Hasyiyah Ibnu Abidin
(2/294):

(G2 Y) (&,29) 863 &1 (W555)
“Adapun haulnya zakat mal itu berdasarkan hitungan bulan
gamariyah bukan bulan syamsiyah.”
Dalam kitab al-Fighu al-Manhaji ‘ala Madzhab al-Imam al-
Syafii (2/31):
3 ‘LJ«_&\ \Z.;Jp)\ \.»;;— éc Z.fa.aj\)\ wﬂ\ uLa.: Jaless 1)
Q\ Q)JJ.AK %5 dﬁ‘éj M\M& o \McK)\uj,&)
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“Syarat kepemilikan emas, perak, dan harta lainnya yang me-
wajibkan untuk membayar zakat adalah harus mencapai satu
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tahun gamariyah penuh dan jika tidak maka tidak wajib za-

kat.”
Pimpinan Sidang Komisi B1
Ketua, Sekretaris,
ttd. ttd.
Prof. Dr. H. Abdurrahman Dahlan, M.A Dr. H. Umar Al Haddad, M.A

PIMPINAN SIDANG PLENO
[JTIMA’ ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VIII

Ketua, Sekretaris,
ttd. ttd.
Prof. Dr. K.H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, M.A.  Dr. H. Rofiqul Umam Ahmad, S.H., M.H.
TIM PERUMUS
Ketua : Prof. Dr. H. Abdurrahman Dahlan, MA.
Sekretaris :Dr. H Umar Al Haddad, MA.
Anggota :1. Dr. KH. Ahmad Fahrurozi Burhan, M.Pd
2. KH. Arwani Faishol
3. KH. Abdul Muiz Ali
4. KH. Ahmad Masykur
5. KH.M. Toha
Asistensi : Tharekh Era Elraisy, Lc., MA.
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KEPUTUSAN
I[JTIMA’ ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VIII
Nomor 06/Ijtima’ Ulama/VIIl/2024
Tentang
STATUS DANA ZAKAT

Jjtima’ Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII yang diselenggarakan di Pon-
dok Pesantren Bahrul Ulum Islamic Center, Sungailiat, Kabupaten Bangka,
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada 20-23 Zulkaidah 1445 H/28-31
Mei 2024 M setelah:

MENIMBANG : a. bahwa seiring dengan dinamika sosial politik
dan kemasyarakatan, banyak masalah kontem-
porer yang terkait dengan masalah strategis
kebangsaan, baik yang terkait dengan masalah
kenegaraan, kebangsaan, maupun keumatan
yang muncul dan dihadapi bangsa Indonesia;

b. bahwa terhadap masalah tersebut banyak yang
beririsan dengan masalah keagamaan dan
membutuhkan jawaban hukum Islam dari para
ulama, zuama dan cendekiawan muslim;

c. bahwa terhadap masalah tersebut diperlukan
jawaban hukum keagamaan berupa keputusan
Jjtima’ Ulama Komisi Fatwa untuk dijadikan
pedoman;

MENGINGAT : 1 Dalil-dalil yang menjadi landasan dalam pene-
tapan hukum yang terkait dengan masalah seb-
agaimana terlampir dalam keputusan, baik dari
Al-Qur'an, Hadits,Ijma, Qiyas, dan Dalil-dalil
lain yang mu'tabar.

2. Berbagai pertimbangan akademik dan pertim-
bangan maslahah-mafsadah yang disampaikan
sebagaimana terlampir dalam keputusan.
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MEMPERHATI- :

KAN

. Pidato Wakil Presiden RI dalam acara Pembu-

kaan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia
VIIL

. Pidato Iftitah Wakil Ketua Umum MUI dalam

acara Pembukaan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa
Se-Indonesia VIII.

. Paparan para nara sumber dalam sidang Pleno

Jjtima’ Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII.

. Penjelasan Ketua Panitia Pengarah (Steer-

ing Committee) dalam Sidang Pleno I tentang
Ta’aruf dan Penjelasan Materi Ijtima’ Ulama
Komisi Fatwa Se-Indonesia VIIL

. Laporan Hasil Sidang Komisi B1 tentang Ma-

salah Fikih Kontemporer (Masail Fighiyyah
Muashirah) yang dibacakan dalam Sidang Ple-
no V Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia
VIIL

. Pendapat dan masukan yang berkembang

dalam Sidang Pleno V Ijtima’ Ulama Komisi
Fatwa Se-Indonesia VIIL

dengan bertawakkal kepada Allah subhanahu wa taala:
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MENETAPKAN : 1. Mengesahkan hasil Sidang Komisi B1 tentang

Status Dana Zakat yang termasuk Masalah
Fikih Kontemporer (Masail Fiqghiyyah Muashi-
rah) sebagaimana terlampir dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan
ini.

. Menghimbau semua pihak untuk menyebarlu-

askan hasil Jjtima’ ini kepada masyarakat untuk
dijadikan pedoman.

. Keputusan ini mulai berlaku pada saat ditetap-

kan, dan jika di kemudian hari membutuhkan
penyempurnaan, maka akan dilakukan peny-
empurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :Bangka

Pada Tanggal  :23 Zulkaidahi1445H
31 Mei 2024 M

PIMPINAN SIDANG PLENO
[JTIMA’' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VIII

Ketua,
ttd.

Sekretaris,
ttd.

Prof. Dr. K.H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, M.A.  Dr. H. Rofiqul Umam Ahmad, S.H., M.H.
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LAMPIRAN KEPUTUSAN
[JTIMA’ ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VIII
Nomor 06/Ijtima’ Ulama/VIII/2024

Tentang
STATUS DANA ZAKAT

e

A. Deskripsi Masalah

102

1.

Zakat merupakan kewajiban agama yang mempunyai dua dimensi,
yaitu dimensi ibadah, penghambaan diri kepada Allah, dan dimen-
si muamalah. Dimensi ibadah zakat terletak pada ketentuan siapa
yang wajib membayar zakat, siapa yang berhak menerima zakat dan
berapa kadar zakat yang harus ditunaikan berdasarkan syariat Is-
lam. Sementara dimensi muamalah zakat adalah terpenuhinya ke-
butuhan hidup mustahiqqin (orang-orang yang berhak menerima
zakat).

Pada akhir-akhir ini muncul diskursus tentang dana zakat, apakah

dana zakat merupakan keuangan negara atau bukan. Pendapat per-

tama mengatakan, zakat dikategorikan sebagai keuangan negara
dilihat dari berbagai aspek, antara lain:

a. Bahwa zakat dapat dikategorikan sebagai kekayaan pihak lain
yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan
tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum sehingga
masuk ke dalam lingkup keuangan negara, sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;

b. Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil zakat yang diben-
tuk oleh Pemerintah;

c. Lembaga amil zakat dikukuhkan, dibina dan dilindungi oleh
Pemerintah;

d. Pembayaran zakat sebagai dasar pengurang harta penghasilan
kena pajak, sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 23
Tahun 201 Tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Pemerintah
No. 60 Tahun 2010 Tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan
Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan
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Bruto, dan PMK No. 254/PMK.03/2010 Tentang Tata Cara Pembe-
banan Zakat atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib
Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto.

3. Pendapat kedua mengatakan, zakat bukan keuangan negara. Zakat

dapat dikategorikan sebagai keuangan negara dengan syarat:

a.

Bersifat wajib dan memaksa, sebagaimana pajak yang merupak-
an bagian dari keuangan negara, sesuai dengan Undang-undang
Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-
undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan;

Diakui Negara sebagai pendapatan Negara, di mana mekanisme
penerimaan dan pengeluarannya dilakukan melalui Rekening
Kas Umum Negara/menggunakan SPM untuk meminta izin
Menteri;

Pemungutnya dari negara sebagaimana tata kelola pajak, di
mana pemungutan dan pengelolaannya dilakukan secara lang-
sung oleh pemerintah;

Dikelola oleh lembaga Negara yang ditunjuk Undang-undang
untuk mengelola zakat sebagai sumber pendapatan negara, se-
bagaimana Kementerian Keuangan di Direktorat Jenderal Pajak
sebagai bagian dari lembaga Negara yang ditugasi Undang-un-
dang untuk mengelola keuangan Negara;

Dikelola secara fiskal kenegaraan yang masuk dalam Perenca-
naan Keuangan Negara oleh Kementerian Negara/Lembaga
(K/L) yang menghasilkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL).

B. Perumusan Masalah

1. Apakah dana zakat yang dikelola amil dikategorikan sebagai uang

negara dan/atau keuangan negara?
2. Bagaimana peran dan tanggung jawab amil zakat dalam mengelola

dan menyalurkan zakat?

C. Ketentuan Hukum

1. Dana zakat bukan milik negara dan bukan milik badan amil zakat

atau lembaga amil zakat, tetapi milik mustahik (muslim yang fakir,
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2.

miskin, amil, mualaf, riqab, yang terlilit hutang, fi sabilillah dan ibnu
sabil), karenanya, tidak termasuk dalam kategori keuangan negara;
Amil zakat wajib mengelola dan menyalurkan zakat kepada mus-
tahik sesuai ketentuan syariah dan dengan berpegang teguh pada
prinsip amanabh, adil, transparan, akuntabel, professional dan sesuai
dengan tata kelola yang baik.

D. Rekomendasi

1.

Pemerintah didorong untuk mengoptimalkan sosialisasi kewajiban
zakat.

Pemerintah dan DPR diimbau menerbitkan regulasi tata kelola za-
kat yang mendorong peningkatan penghimpunan dan penyaluran
zakat;

Pemerintah didorong untuk menerbitkan regulasi bahwa pem-
bayaran zakat menjadi pengurang kewajiban pajak, bukan hanya
sekedar pengurang penghasilan kena pajak.

Pemerintah didorong untuk mengintegrasikan sistem pelaporan za-
kat dalam sistem pelaporan pajak.

Pemerintah diminta untuk meningkatkan pengawasan terhadap
tata kelola zakat agar penyalurannya tepat sasaran dan terhindar
dari penyimpangan dan/atau penyalahgunaan.

Dalam hal terjadi penyimpangan dan/atau penyalahgunaan dalam
pengelolaan zakat maka aparat dapat melakukan penindakan ses-
uai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang zakat.

E. Dasar Penetapan

104

1.

Ayat-ayat al-Quran:
a. Ayat al-Quran tentang kewajiban membayar zakat:

0 3t 532 8 58 2 Y 5T 5 55 15 L8 1,5

(125,200 S O35 1L 8y
"Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Segala kebaikan yang
kamu kerjakan untuk dirimu akan kamu dapatkan (pahalanya)

di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu
kerjakan. (QS. Al-Bagarah [2]: 110)
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23 “r_f—..upﬁ % Mu@w\,‘w\ *”\um\\@u
S5 a 15h. 8 ST s 15 3hatd 4 G0 4228 s

)V'w : ﬁj\( LF 6:.,04\
"Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari
hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami
keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang bu-
ruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambil-
nya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya.

Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.“ (QS. Al-
Baqarah [2]: 267)

b. Ayat al-Quran tentang mustahik zakat:

SN &5 el ARl e Glally S A 235E0 )
(s 2y S 000500 52 2505 S 500 2 55 i
“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-
orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hat-
inya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk
(membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah
dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang me-

merlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha
Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” [QS. At-Taubah: 60]

c. Ayat al-Quran tentang perintah menghimpun zakat:
S 36,05 §) 1atle 125 G 1S5 A B r«lbﬁv»
(vey: a.,j,l\)r»b AL r.@J

Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan mem-
bersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya
doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Menden-
gar lagi Maha Mengetahui. (QS. At-Taubah [9]: 103)

(5 252m0) Ol 65630 2 5l
“Dan orang-orang yang menunaikan zakat.” (QS. Al-Mu'minun

[23]:4)
(v redas) &5 b 5520l A5 857301 G5 Y Gl
“(vaitu) orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka

kafir akan adanya (kehidupan) akhirat.” (QS. Fusshilat [41]: 7).
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d. Ayat al-Qur’an tentang kewajiban menunaikan amanah dengan

baik:

Q\ U Qd (“"V‘b", \3\) o \ J\ MU\ \)Jy k)\ r_&js\; A0 Q\
\M\Cy}wd Aﬂ\u\mr:ﬁsxﬁajux&\g\d&db\jsc

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat
kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabi-
la menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetap-
kan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang
sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha
Mendengar lagi Maha Melihat.” (QS. An-Nisa [4]: 58).

Hadis Rasulullah .was antara lain;
a. Membayar zakat merupakan rukun Islam ketiga:

g-2 so0

Jm)dwu)”r,a\cb»d\bbswwnw\iﬁu»
\L;.\amw\ db»‘tﬂ\wdb Jé M\u_cf_c uJAJJ\JM_C
’,13*”’\1:125\) \Y\A\\Jd\asggu@&cfvw\
(A.Uf— é.;:.i) C)L;:.;) rfo_j k,wj\ C?-j oKJM g—\.g’;) QM\ F\.ﬁgj

“Telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Muadz telah
menceritakan kepada kami bapakku telah menceritakan kepada
kami Ashim -yaitu Ibnu Muhammad bin Zaid bin Abdullah bin
Umar- dari bapaknya dia berkata; Abdullah berkata, “Rasulullah
shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Islam dibangun atas lima
dasar: Yaitu persaksian bahwa tidak ada tuhan (yang berhak dis-
embah) melainkan Allah, bahwa Muhammad adalah hamba dan
Rasul-Nya, mendirikan shalat, menunaikan zakat, berhaji ke Bait-
ullah, dan berpuasa Ramadhan.” (Muttafaq ‘alaih).

< so%

\\!\A\Yu\os\.@.wéc ﬂ\dﬁ)@bdbm\w\.\.&u)fbu.c
el de By A2l a3 )y 6ILGN ru\j N fu; ke 5\)

“Dari Jabir bin Abdullah bahwasahnya ia berkata: aku telah ber-
baiat kepada Nabi .was untuk mendirikan sholat, menunaikan
zakat, dan memberi nasehat kepada setiap muslim.” (Muttafaq

‘alaih).

b. Hadis tentang tugas amil menghimpun dan mendistribusikan
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zakat:

JLSQUL:J\JH;” Sy ale ’“\ym\dy,u\wt@w\u@
mdﬁ)d\) \\)\J\Yu\as\.é_lé\c_@_csbu\.s&a\ d\“,u
éﬁ@ﬁlﬁ&ﬂ\ﬂd\@\@buﬂﬂ.ﬁf&\rﬂubkujrf
06 &Ny S}é\ﬁrﬁub \J-”JC"J’)(*@-’ uﬁ)oj.a Cﬁ@j\‘},ﬂ\
f“’):)\;wm\'/’@Mg:ufM\ojpsy\,@\f\ 5155

(ale

“Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah shallAllahu wa'alaihi wa sal-
lam mengutus Muadz ke Yaman, kemudian beliau mengatakan:
“Sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari ahli
kitab, maka ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tidak ada tu-
han kecuali Allah dan aku adalah Rasulullah, kemudian apabila
mereka mentaatimu untuk itu maka beritahukan kepada mereka
bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka melakukan shalat
lima waktu dalam sehari semalam, kemudian apabila mereka
mentaatimu untuk itu maka beritahukan kepda mereka bahwa
Allah telah mewajibkan atas mereka sedekah pada harta mereka
yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan dikembalikan ke-
pada orang-orang miskin mereka, kemudian apabila mereka men-
taatimu untuk itu maka jauhilah harta-harta mereka yang ber-
harga, dan berhati-hatilah terhadap doa orang yang dizhalimi,
sesungguhnya tidak ada penghalang antara doa tersebut dengan
Allah.” (Muttafaq ‘alaih).

c. Hadis tentang amil zakat wajib mengelola zakat dengan ama-
nah, profesional, transparan dan akuintabel:

oS e 2N 5e D ,su;\\ J s JA,.z:\ J\fa?;:\gu\ st* &;\ 5
(%Lcw)&b.zbwﬁcw\&\g,\é@li&

"Dari Abu Humaid al-Sa’idi RA, ia berkata: Rasulullah .was pernah

menugaskan seorang dari suku Asad yang bernama Ibnu al-Lut-

biyyah untuk mengumpulkan zakat Bani Sulaim. Saat ia datang

melaporkan hasil kerjanya, Rasulullah .was memeriksa (laporan)

nya. (Muttafaq ‘alaih).

3. Pendapat Ulama, antara lain;

a. Pendapat ulama mengenai pihak yang dimaksud amil zakat;
1) Al-Mawardji, al-Hawi al-Kabir, (10/561):
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“Amil zakat ialah mereka yang diberi wewenang oleh imam
(ulil amri) untuk memungut dan mendistribusikan zakat, seb-
agai perwakilan pelaku sedekah/zakat itu sendiri”

2) Ibnu Qudamah, Al-Mughni, (9/312):

6\.@.&.0.)) \.@,’.?) 6\.@.5\.!_) o2 QK)\ .b-\) r\.AY\ r.zi;::: u_wd\ ‘i.;
chj\j cw\;-\ VU-\SJ \-G-LAA') c\.a:\cj) c\.@_;_},“g u*-‘ f'zidj
\ vh.aj :Cb dge A.J\ \:.4 U" ng c.)\:\.;J\) cu\)jl\) cd\.&ﬁ\)
G5 e U5 5Y g

“Amil adalah mereka yang diutus oleh ulil amri untuk memun-
gut zakat dari pemiliknya, mengumpulkannya, dan menyalur-
kannya. Begitu pun yang membantu mereka, mengawasinya,
serta turut menghitungnya, menuliskannya, menimbangnya,
dan segala yang dibutuhkan di dalamnya. Dan mereka diberi
upah dari harta tersebut sebagai imbalannya.”

3) Ibnu Hazm, Al-Mubhalla, (6 149):

B2 L G wis e 6,381 JUAI 26

“Amil ialah para pihak yang ditugaskan oleh ulil amri yang wajib
ditaati”

4) Ibnu Batthal, dinukil dari Fath al-Bari, (3/428):
S 2N Hade Gl B e sl 581 s 5 J6
B2 ad)
“Ibnu Batthal berkata; para ulama telah bersepakat bahwa

makna ‘amil zakat ialah mereka yang berupaya mengumpul-
kan zakat/sedekah atas mandat dari ulil amri.”

b. Pendapat Al-Mawardi dalam Al-Ahkam al-Sulthaniyyah (1/159),

bahwa pemerintah bertanggung jawab atas pengawasan amil:
&l wjb- %) SBEN )Jn r\ﬁ\)\ %)Y ‘dg\.o- J.a\.a)\ JC }éﬁ \.)\.9
SNl asn el 3 QLGN BN 568 cd\jm R
u\.>\.-L\ (;J.E_S r\,aY\ Jl \j‘lﬁij

“Jika terjadi penyimpangan dari pihak ‘amil, maka ulil amri-lah
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yang mengawasinya dan memperbaiki (bahkan menghukum) pe-
nyalahgunaan tersebut, bukan muzakki. Dan jalan yang ditempuh
oleh muzakki adalah mengadukannya kepada yang berwenang
tentang kezaliman yang terjadi.”
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KEPUTUSAN
I[JTIMA’ ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VIII
Nomor o7/Ijtima’ Ulama/VIII/2024
Tentang
KRITERIA KHABAITS DALAM PRODUK MAKANAN, MINUMAN, OBAT-
OBATAN, KOSMETIKA DAN BARANG GUNAAN

Jjtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII yang diselenggarakan di Pon-
dok Pesantren Bahrul Ulum Islamic Center, Sungailiat, Kabupaten Bangka,
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada 20-23 Zulkaidah 1445 H/28-31
Mei 2024 M setelah:

MENIMBANG : a. bahwa seiring dengan dinamika sosial politik
dan kemasyarakatan, banyak masalah kontem-
porer yang terkait dengan masalah strategis
kebangsaan, baik yang terkait dengan masalah
kenegaraan, kebangsaan, maupun keumatan
yang muncul dan dihadapi bangsa Indonesia;

b. bahwa terhadap masalah tersebut banyak yang
beririsan dengan masalah keagamaan dan
membutuhkan jawaban hukum Islam dari para
ulama, zuama dan cendekiawan muslim;

c. bahwa terhadap masalah tersebut diperlukan
jawaban hukum keagamaan berupa keputusan
Jjtima’ Ulama Komisi Fatwa untuk dijadikan
pedoman;

MENGINGAT : 1. Dalil-dalil yang menjadi landasan dalam pene-
tapan hukum yang terkait dengan masalah seb-
agaimana terlampir dalam keputusan, baik dari
Al-Qur’an, Hadits,Ijma), Qiyas, dan Dalil-dalil
lain yang mu'tabar.

2. Berbagai pertimbangan akademik dan pertim-
bangan maslahah-mafsadah yang disampaikan
sebagaimana terlampir dalam keputusan.
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MEMPERHATIKAN

Pidato Wakil Presiden RI dalam acara Pembu-

kaan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia
VIIL

. Pidato Iftitah Wakil Ketua Umum MUI dalam

acara Pembukaan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa
Se-Indonesia VIIIL.

. Paparan para nara sumber dalam sidang Pleno

Jjtima’ Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII.

. Penjelasan Ketua Panitia Pengarah (Steer-

ing Committee) dalam Sidang Pleno I tentang
Ta’aruf dan Penjelasan Materi Ijtima’ Ulama
Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII.

. Laporan Hasil Sidang Komisi B1 tentang Ma-

salah Fikih Kontemporer (Masail Fighiyyah
Muashirah) yang dibacakan dalam Sidang Ple-
no V Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia
VIIL

. Pendapat dan masukan yang berkembang

dalam Sidang Pleno V Ijtima’ Ulama Komisi
Fatwa Se-Indonesia VIIL

dengan bertawakkal kepada Allah subhanahu wa taala:
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MENETAPKAN

1.

Mengesahkan hasil Sidang Komisi B1 tentang
Kriteria Khabaits Dalam Produk Makanan,
Minuman, Obat-obatan, Kosmetika dan Ba-
rang Gunaan yang termasuk Masalah Fikih
Kontemporer (Masail Fighiyyah Muashirah)
sebagaimana terlampir dan merupakan ba-
gian yang tidak terpisahkan dari Keputusan
ini.

Menghimbau semua pihak untuk menyebar-
luaskan hasil Ijtima’ ini kepada masyarakat
untuk dijadikan pedoman.

Keputusan ini mulai berlaku pada saat
ditetapkan, dan jika di kemudian hari mem-
butuhkan penyempurnaan, maka akan di-
lakukan penyempurnaan sebagaimana mes-
tinya.

Ditetapkan di :Bangka

Pada Tanggal  :23 Zulkaidahi1445H
31 Mei 2024 M

PIMPINAN SIDANG PLENO
[JTIMA’' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VIII

Ketua,
ttd.

Sekretaris,
ttd.

Prof. Dr. K.H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, M.A.  Dr. H. Rofiqul Umam Ahmad, S.H., M.H.
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LAMPIRAN KEPUTUSAN
I[JTIMA’ ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VIII
Nomor o7/Ijtima’ Ulama/VIII/2024
Tentang
KRITERIA KHABAITS DALAM PRODUK MAKANAN, MINUMAN, OBAT-
OBATAN, KOSMETIKA DAN BARANG GUNAAN

LENFNR; 2

2

A. Deskripsi Masalah
1. Padadasarnya hukum produk makanan, minuman, dan obat-obatan
adalah halal, sebagaimana dinyatakan dalam kaidah fikih:

ST GBIV E SN I N FER AN

“Asal segala sesuatu adalah boleh (mubah), hingga ada dalil yang
menunjukkan hukum haram’.

=
o &

ERERE AN TE SN o EPCU IRV JER AN

“Pada dasarnya segala sesuatu yang bermanfaat adalah boleh
(mubah), dan segala sesuatu yang membahayakan adalah haram’.

2. Keharaman produk makanan, minuman, dan obat-obatan bisa dik-
arenakan beberapa sebab, yaitu karena najis atau mutanajjis, mem-
bahayakan jiwa, memabukkan, serta karena ada nash yang secara
jelas menyebut keharamannya.

3. Ada satu sebab keharaman yang masih menjadi perdebatan di an-
tara ulama, yaitu tentang kriteria menjijikkan (khabits). Perbedaan
kriteria tersebut bermula perbedaan penafsiran terhadap firman Al-
lah dalam Surat al-A'raf ayat 157:

u.\w g;;’;)uwzj\h@yj ,i@\uprgtwujﬂm

“..Dia (Nabi Muhammad) menyuruh mereka kepada yang ma’ruf dan
mencegah mereka dari yang mungkar, dan menghalalkan bagi mer-
eka segala yang baik dan mengharamkan atas mereka segala yang
buruk...” (QS. al-A'raf 157).
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Thayyib menjadi lawan kata dari khabits, merujuk pada al-Araf
ayat 157 di atas. Makna khabits, yang merupakan turunan kata dari
khabutsa — yakhbutsu — khubtsan, dalam Mu’jam al-Wasith diar-
tikan sebagai sesuatu yang rusak, buruk, atau tidak menyenang-
kan. Karena itulah ia relevan menjadi lawan kata dari thayyib yang
maknanya adalah baik atau menyenangkan.

Konsekuensinya, jika khabits adalah lawan dari thayyib, maka
semua hewan atau bahan yang dijadikan produk pangan, kosmeti-
ka, dan obat-obatan yang dipandang rusak, buruk, atau menjijikkan
hukumnya haram.

4. Terhadap masalah ini ulama berbeda pendapat tentang kriteria
khabaits. Menurut madzhab Maliki arti al-khabaits adalah makan-
an atau minuman yang dipandang buruk oleh lumrahnya manusia
(istakhbatsahu al-nufus) seperti al-hasyarat dan sejenisnya yang
mungkin kita kenal sebagai “makanan ekstrem”. Sedangkan Imam
al-Syafii mengharamkan konsumsi hewan yang dipandang aneh
dan menjijikkan. Imam an-Nawawi dalam Al Majmu’ Syarh Mu-
hadzdzab menyatakan bahwa thayyibat adalah sifat lain di luar ha-
lal yang ditetapkan nash, dan sifat ini ditentukan oleh bangsa Arab
yang mengenal Al-Qur'an dan ajaran Nabi lebih dahulu. Jika orang
Arab menilainya baik -selama tidak bertentangan dengan nash-,
makanan/minuman dapat dihukumi halal. Pendapat mazhab Imam
Ahmad bin Hanbal tidak jauh beda. Sebagaimana dicatat Ibnu Qu-
damah dalam Al Mughni, bahwa tolok ukur thayyib dan khabits
adalah sesuai dengan penilaian orang Arab, khususnya daerah Hi-
jaz. Sebagian kalangan mazhab Hanafi, seperti Ibnu Abidin, juga
memiliki pandangan serupa.

5. Masalahnya, masyarakat Arab seperti apa yang dijadikan standar?
Ada yang menyatakan bahwa orang Arab yang dimaksud adalah
yang tinggal di perkotaan dan sedikit “beradab”, bukan kaum Badui
pelosok yang jauh dari peradaban dan sangat mungkin memakan
hewan yang aneh-aneh. Ada juga yang menyatakan bahwa orang
Arab yang bisa dijadikan tolak ukur adalah yang dalam kondisi
merdeka dan sejahtera sehingga bisa memilih makanan terbaik un-
tuk dirinya.

6. Masalah kedua, industri produk pangan, kosmetika, dan obat-
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obatan terus berkembang di berbagai belahan dunia dan sangat
dimungkinkan bahan-bahan di lain sisi ajaran agama Islam sudah
tersebar di pelosok penjuru dunia, maka masih relevankah menja-
dikan persepsi bangsa Arab sebagai standar baik buruknya bahan
konsumsi?

B. Perumusan Masalah

1.

Apa kriteria khabaits yang menyebabkan haramnya benda, hewan,
atau produk pangan, kosmetika, obat-obatan dan barang gunaan?

2. Jika suatu bahan produk pada awalnya terkategorikan menjijikkan

seperti cacing, kemudian setelah diekstrak sehingga hilang sifat atau

C. Ketetapan Hukum

116

1.

Kriteria khabaits yang menyebabkan haramnya benda, hewan, atau

produk pangan, kosmetika, dan obat-obatan adalah sebagai berikut:

a. Sesuatuyang diharamkan di dalam nash al-Qur’an dan hadis un-
tuk dikonsumsi.

b. Sesuatu yang dianggap jijik oleh Arab Hijaz semasa zaman tu-
runnya wahyu (‘ashr tasyri’).

c. Sesuatuyang digolongkan al-hasyarat seperti; kalajengking, ular,
tikus, semut, belatung, dan lebah.

d. Sesuatu yang dianggap jijik berdasarkan ‘urf oleh suatu kaum.

e. Sesuatu yang dianggap jijik oleh sekelompok orang yang mem-
punyai tabiat yang lurus (al-thaba’i al-salimah).

f.  Sesuatu yang dianggap membahayakan kesehatan oleh analisis
ahli bidang pangan, kosmetik, dan obat-obatan.

Sesuatu yang asalnya dianggap jijik kemudian diproses sehingga

persepsi sifat jijiknya hilang, maka:

a. Jika haramnya benda tersebut disebabkan kriteria a, b dan c seb-
agaimana disebut pada nomor 1, maka hukumnya haram.

b. Jika haramnya benda tersebut disebabkan kriteria d dan e seb-
agaimana disebut pada nomor 1, maka hukumnya ditentukan
oleh hasil analisis ahli di bidangnya. Jika hasil analisisnya mem-
bahayakan kesehatan maka hukumnya haram.
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D. Dasar Hukum

1.

Firman Allah dalam ayat-ayat berikut;
a. QS. Al-Maidah ayat 4 yang menjelaskan bahwa segala sesuatu

yang thayyib adalah halal;

(¢ 500l)) EZEN 2T o1 B 2 TVTs0 as e
“Mereka menanyakan kepadamu: “Apakah yang dihalalkan bagi
mereka?” Katakanlah: “Dihalalkan bagimu segala yang baik.”

. QS. Al-Araf ayat 157 yang menjelaskan bahwa segala sesuatu

yang thayyib adalah halal, dan yang khabits adalah haram;

w
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“Dan Allah menghalalkan bagi mereka segala yang baik, dan
mengharamkan bagi mereka segala yang buruk.”

QS. Al-Baqarah ayat 29 yang menjelaskan bahwa semua ciptaan
Allah yang ada di bumi adalah untuk manusia:

(a¢ 5,ad)) ... ua)\i\gur_eddbgﬂ\ja

“Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk
kamu...”

. QS. Al-An’am ayat 145 yang menjelaskan bahwa segala sesuatu di

bumi ini adalah halal kecuali diharamkan:

ugj\wupu\v\m&wéou;ig\@\u@»wy

(ot W) . S5 4 86y PR R
“Katakanlah: Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyu-
kan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak
memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah
yang mengalir atau daging babi karena sesungguhnya semua
itu...”

. QS. Al-Maidah ayat 3 yang menjelaskan bahwa semua bangkai

adalah haram:
(v :sasUl) .. Z\.LZJ\ Sz g,\_;;_;.

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkas...”
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f.

g.

QS. Al-Nur ayat 45 yang menjelaskan bahwa semua hewan dicip-
takan dari air mani:

< ;w

e i oo o é°g9:~°:’u~°r4“f £ 5 515 8 s
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“Dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air, maka
sebagian dari hewan itu ada yang berjalan di atas perutnya dan
sebagian berjalan dengan dua kaki sedang sebagian (yang lain)
berjalan dengan empat kaki. Allah menciptakan apa yang dike-
hendaki-Nya, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala ses-
uatu.”

QS. Al-Dukhan ayat 38-39 yang menjelaskan bahwa semua cip-
taan Allah dapat dimanfaatkan oleh manusia:

B W G s s 6y 231 ol Wit Gy
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“Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada
antara keduanya dengan bermain-main. Kami tidak menciptakan
keduanya melainkan dengan hag, tetapi kebanyakan mereka ti-
dak mengetahudi.”

2. Hadis-hadis Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam berikut ini:

a.

Hadis yang menjelaskan bahwa Allah hanya menerima yang
thayyib dari hamba—Nya:

&) o i 11 A Lo i 505 06 J6 ik ol e
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“Dari Abu Hurairah ra, ia berkata: Rasulullah shallallahu ‘alai-
hi wa sallam bersabda: “Wahai manusia, sesungguhnya Allah
adalah baik yang tidak menerima kecuali yang baik. Sesungguh-
nya Allah telah memerintahkan orang-orang beriman sesuai apa
yang pernah diperintahkan kepada para utusan-Nya.” (HR. Imam
Muslim)

Hadis yang menjelaskan bahwa yang halal adalah yang apa yang
telah dijelaskan oleh nash:
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“Dari Salman al-Farisi, ia berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi
wa sallam ditanya tentang minyak samin, keju dan pakaian bulu
binatang, lalu beliau bersabda: “Sesuatu yang halal adalah apa
yang dihalalkan oleh Allah di Kitab-Nya, dan sesuatu yang ha-
ram adalah apa yang diharamkan oleh-Nya di dalam Kitab-Nya.
Adapun sesuatu yang tidak ditegaskan (kehalalan/keharaman)
adalah termasuk apa yang maafkannya.” (HR. Tirmidzi, Ibnu
Majah, dan Thabarani)

c. Hadis tentang keharaman hewan buas yang bertaring dan bu-
rung yang berkuku tajam:

BT ae & Az ade 4 Lol J,0 &1 e o) 1033 ol o2
(Sdlely)) gLl G S s3 8

“Dari Abu Tsa'labah ra. “Sesungguhnya Rasulullah shallallahu
‘alaihi wa sallam melarang untuk memakan setiap binatang buas
yang bertaring.” (HR. al-Bukhari)

Ge b KB 58 digade i 1o J,05 25106 e 1 o2
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Dari Ibnu Abbas ra. Berkata: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa
sallam melarang untuk memakan setiap binatang buas yang ber-
taring dan burung yang berkuku tajam”. (HR. Muslim)

d. Hadis tentang keharaman hewan karena kebolehanya untuk di-
bunuh:

@ -

5 0 5180 g il e osdy B g gl g
((J..M a\))) \-333;5

“Dari Aisyah ra. dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:
“Ada lima jenis binatang fasik yang boleh diboleh dibunuh di luar
tanah haram maupun di tanah haram, yaitu: ular, burung gagak,
tikus, anjing yang suka menggigit, dan burung elang.” (HR. Muslim)
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3. Kaidah Fikih, antara lain:

e e S0 355 52 A2 BN 3 oY

“Asal segala sesuatu adalah boleh (mubah) sehingga ada dalil yang
menunjukkan hukum haram’.

FAT R EATICE NI SN PR NI AN]

“Pada dasarnya segala sesuatu yang bermanfaat adalah boleh
(mubah), dan segala sesuatu yang membahayakan adalah haram’.

4. Pendapat ulama:
a. Tahir bin Asyur, Al-Tahrir wa al-Tanwir (6/107), mengenai krite-
ria baik dan buruknya makanan;
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“Sesungguhnya Allah telah mengaitkan kebolehan makanan den-
gan sifat baik, maka tidak diragukan lagi bahwa hal itu harus
dilihat pada hakikat makanan tersebut, yaitu bahwa makanan
itu tidak membahayakan, tidak menjijikkan, dan tidak berten-
tangan dengan nash agama. Tanda dari berkumpulnya sifat-sifat
ini adalah bahwa agama tidak mengharamkannya, dan bahwa
makanan itu diterima oleh mayoritas normalnya manusia, men-
cakup semua jenis makanan yang dianggap manusia sebagai
makanan yang tidak menjijikkan, tanpa memandang adat terten-
tu, atau preferensi-preferensi yang menyimpang. Kita menemu-
kan bahwa berbagai kelompok manusia ada yang mengonsumsi
beberapa jenis makanan dari hewan dan tumbuhan, sementara
sebagian lainnya meninggalkan makanan tersebut.”

\

b. An-Nawawi, al-Majmu’ (9/25-26), mengenai kriteria baik dan bu-
ruknya makanan;
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“Para ulama kami dan yang lain berkata: Yang dimaksud den-
gan “baik” di sini bukanlah sekadar yang halal, karena jika yang
dimaksud adalah halal, maka artinya: Dihalalkan bagi kalian
yang halal, dan ini tidak memberikan penjelasan. Yang dimaksud
dengan “baik” adalah apa yang dianggap baik oleh orang Arab,
dan “buruk” adalah apa yang dianggap buruk oleh mereka. Oleh
karena itu, harus dianggap berdasarkan pandangan orang Arab.
Mereka adalah bangsa yang paling layak untuk diambil pandan-
gan mereka tentang kesukaan dan kebencian terhadap makanan,
karena mereka adalah yang pertama kali mendapat khitab. Mer-
eka adalah generasi yang moderat, tidak terjerumus dalam hal-
hal yang menjijikkan dan juga tidak terlalu ketat dalam hal kenik-
matan sehingga membatasi makanan bagi manusia’

c. Dalam ensiklopedia fikih al-Mausu’ah al-Fighiyyah (5/126)
dijelaskan bahwa standarisasi sifat menjijikan itu dihukumi
menurut orang-orang yang bertabiat normal:

" \...J\ AS J::éj W\ z\lﬁj\ LS)J JWC )\WY\ CU\ :A:.:.J\
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“Sebab keempat: Menjijikkan menurut orang-orang yang berta-
biat normal. Contohnya, menurut mazhab Syafi'i adalah air liur,
ingus, keringat, dan mani. Semua ini adalah benda yang suci dari
manusia, tetapi haram dikonsumsi karena menjijikkan. Mereka

mengecualikan benda yang menjijikkan karena kondisi tertentu,
seperti air cucian tangan, yang tidak haram. Mazhab Hanbali
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memberikan contoh benda-benda yang menjijikkan seperti ko-
toran hewan, urine, kutu, dan kutu anjing. Perlu diperhatikan bah-
wa mazhab Hanbali mengatakan: Kotoran dan urine dari hewan
yang dagingnya halal dimakan adalah suci, tetapi haram dikon-
sumsi karena menjijikkan. Jadi, kebersihan tidak bertentangan
dengan kesucian, karena tidak semua yang suci boleh dimakan*“

d. An-Nawawi, al-Majmu’ (9/14) mengenai hasyarat sebagai hewan

e.

f.

122

yang diharamkan untuk dimakan:
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“Pendapat para ulama mengenai hewan bumi sepertiular, kalajen-
gking, kumbang/serangga, tikus dan lain-lain. Menurut pendapat
kami (ulama Syafiiyah) hukumnya adalah haram.”

Khatib al-Syirbini, Al-Iqna’ (236/7), mengenai maksud dari
istilah hasyarat:

J.sj ALY uo)Y\ u\)/ ’L;..o}b) u\j\::;-\ Jé‘- Yj

“Tidak halal hasyarat (hewan bumi) yaitu hewan-hewan kecil di
bumi, seperti kumbang dan ulat atau cacing.”

Ibnu Hazm, al-Muhalla (7/405), bahwa hasyarat tidak mempum
nyai cara untuk disembelih agar menjadi halal atau cara untuk
membuatnya halal:

cws\:;\j @}KL@SQJ&\ iy dw 3?3 ﬁjﬂ\ o)jl;\ JS\J;- %
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“Tidak halal memakan siput darat, juga tidak halal memakan se-
seuatu pun dari jenis hasyarat, seperti: cicak (masuk juga tokek),
kumbang, semut, lebah, lalat, cacing, kutu, nyamuk, dan yang se-
jenis dengan mereka. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, “Diharam-
kan untuk kalian bangkai’; dan firman Allah “Kecuali yang kalian

sembelih’ Dan telah jelas dalil yang menunjukkan bahwa peny-
embelihan pada hewan yang bisa dikuasai/dijinakkan, tidaklah
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teranggap secara syar’i kecuali jika dilakukan pada tenggorokan
atau dadanya. Maka semua hewan yang tidak ada cara untuk bisa
menyembelihnya, maka tidak ada cara/jalan untuk memakannya,
sehingga hukumnya adalah haram karena tidak bisa dimakan, ke-
cuali bangkai yang tidak disembelih (misalnya ikan dan belalang
yang halal bangkainya)”.
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BAGIAN KETIGA

Masalah Fikih Kontemporer
(Masail Fighiyyah Muashirah) Il






KEPUTUSAN
I[JTIMA’ ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VIII
Nomor o8/Ijtima’ Ulama/VIII/2024
Tentang
HUKUM HEWAN TERNAK HALAL YANG DIBERI PAKAN DENGAN
CAMPURAN DARAH BABI

Jjtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII yang diselenggarakan di Pon-
dok Pesantren Bahrul Ulum, Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kep-
ulauan Bangka Belitung pada 20-23 Zulkaidah 1445 H/ 28-31 Mei 2024 M
setelah:

MENIMBANG : a. bahwa seiring dengan dinamika sosial politik
dan kemasyarakatan, banyak masalah kontem-
porer yang terkait dengan masalah strategis
kebangsaan, baik yang terkait dengan masalah
kenegaraan, kebangsaan, maupun keumatan
yang muncul dan dihadapi bangsa Indonesia;

b. bahwa terhadap masalah tersebut banyak yang
beririsan dengan masalah keagamaan dan
membutuhkan jawaban hukum Islam dari para
ulama, zuama dan cendekiawan muslim;

c. bahwa terhadap masalah tersebut diperlukan
jawaban hukum keagamaan berupa keputusan
Jjtima' Ulama Komisi Fatwa untuk dijadikan
pedoman;

MENGINGAT : 1. Dalil-dalil yang menjadi landasan dalam pene-
tapan hukum yang terkait dengan masalah seb-
agaimana terlampir dalam keputusan, baik dari
Al-Qur'an, Hadits,Ijma), Qiyas, dan Dalil-dalil
lain yang mu'tabar.

2. Berbagai pertimbangan akademik dan pertim-
bangan maslahah-mafsadah yang disampaikan
sebagaimana terlampir dalam keputusan.
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MEMPERHATI- :

KAN

. Pidato Wakil Presiden RI dalam acara Pembu-

kaan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia
VIIL

. Pidato Iftitah Wakil Ketua Umum MUI dalam

acara Pembukaan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa
Se-Indonesia VIIL

. Paparan para nara sumber dalam sidang Pleno

Jjtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII.

. Penjelasan Ketua Panitia Pengarah (Steering

Committee) dalam Sidang Pleno I Jjtima’ Ulama
Komisi Fatwa Se-Indonesia VIIL

. Laporan Hasil Sidang Komisi B2 tentang Ma-

salah Fikih Kontemporer (Masail Fighiyyah
Muashirah) yang dibacakan dalam Sidang Ple-
no V Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia
VIIL

. Pendapat dan masukan yang berkembang

dalam Sidang Pleno V Ijtima’ Ulama Komisi
Fatwa Se-Indonesia VIII.

dengan bertawakkal kepada Allah subhanahu wa ta‘ala:

MENETAPKAN
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MEMUTUSKAN

. Mengesahkan hasil Sidang Komisi B2 tentang

Hukum Hewan Ternak Halal Yang Diberi Pakan
Dengan Campuran Darah Babi yang termasuk
Masalah Fikih Kontemporer (Masail Fighi-
yyah Muashirah) sebagaimana terlampir dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

. Menghimbau semua pihak untuk menyebarlu-

askan hasil Ijtima’ ini kepada masyarakat untuk
dijadikan pedoman.
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3. Keputusan ini mulai berlaku pada saat
ditetapkan, dan jika di kemudian hari mem-
butuhkan penyempurnaan, maka akan di-
lakukan penyempurnaan sebagaimana mes-
tinya.

Ditetapkandi :Bangka

Pada Tanggal  :23 Zulkaidah 1445 H
31 Mei 2024 M

PIMPINAN SIDANG PLENO
Jjtima’ ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VIII
Ketua, Sekretaris,

ttd. ttd.
Prof. Dr. K.H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, M.A.  Dr. H. Rofiqul Umam Ahmad, S.H., M.H.
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LAMPIRAN KEPUTUSAN
I[JTIMA’ ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VIII
Nomor o8/Ijtima’ Ulama/VIII/2024
Tentang
HUKUM HEWAN TERNAK HALAL YANG DIBERI PAKAN DENGAN
CAMPURAN DARAH BABI

e

A. Deskripsi Masalah
Berbicara tentang hewan babi, banyak dari orang yang terus mengupas
tentang hewan yang satu ini. Mulai dari hakikatnya, keharamannya,
mengkonsumsinya dan pemanfaataannya.

Seiring dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan saat ini,
banyak dari kalangan kedokteran, farmasi dan sains meneliti makanan
yang halal dan thoyyib, serta makanan dan minuman yang diharam-
kan, seperti babi, bangkai, darah dan minuman keras yang tidak boleh
dikonsumsi oleh seorang muslim, termasuk dari beberapa kalangan in-
dustri pakan hewan ternak untuk menjadikan darah dan tulang babi
yang dicampur dengan tepung kemudian diekstrak untuk pakan ternak
yang memiliki kandungan gizi tinggi. Seperti kambing, sapi atau ayam.

Pembuatan pakan hewan yang sesuai dengan prinsip halal meru-
pakan keharusan bagi umat Muslim yang memperhatikan ketentuan
agama dalam konsumsinya. Salah satu masalah yang sering dibahas
adalah penggunaan darah babi dalam formulasi pakan hewan. Meski-
pun secara ilmiah dapat memberikan manfaat nutrisi, penggunaan da-
rah babi dalam pakan hewan menimbulkan pertanyaan serius tentang
kehalalannya dalam Islam.

Penggunaan darah babi sebagai pakan hewan ternak telah menjadi
topik yang kontroversial dalam konteks kepatuhan terhadap prinsip ha-
lal dalam Islam. Dalam ajaran Islam, daging babi dan segala turunannya
dianggap haram untuk dikonsumsi oleh umat Muslim. Namun, dalam
industri pakan hewan, darah babi kadang digunakan sebagai bahan
pakan karena kandungan proteinnya yang tinggi.

Pada dasarnya segala makanan dan minuman yang berada di bumi
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adalah halal kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Wilayah kehara-
man sangat sempit jika dibandingkan dengan wilayah kehalalan. Se-
hingga ketika tidak ada dalil yang mengharamkan atau menghalalkan,
maka kembali pada hukum asal yaitu boleh. Ketika ayat Al-Quran turun
dengan membawa perintah yang berisi larangan mengonsumsi makan-
an haram dan kewajiban mengonsumsi yang halal, umat islam menaati
hal tersebut atas dasar keimanan dan ketaatan. Seperti yang terdapat pa
da surat An-Nur ayat 51 berikut ini, “Hanya ucapan orang-orang muk-
min, yang apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul
memutuskan (perkara) diantara mereka, mereka berkata, “Kami men-
dengar, dan kami patuh” Dan merekalah orang-orang yang beruntung”.

B. Perumusan Masalah
1. Apa hukum pemanfaatan darah babi sebagai bahan pakan hewan
ternak halal?
2. Apa hukum memperjualbelikan pakan ternak yang dicampur den-
gan darah babi?
3. Apakah hewan ternak halal yang diberi pakan dengan campuran da-
rah babi dapat disertifikasi halal?

C. Ketentuan Hukum
1. Hukum memanfaatkan darah babi untuk bahan pakan hewan ter-
nak halal adalah haram.
2. Produk pakan ternak yang dicampur dengan darah babi hukumnya
najis dan haram untuk diperjualbelikan.
3. Hewan ternak halal yang diberi pakan campuran darah babi tidak
dapat disertifikasi halal.

D. Dasar Penetapan
1. Al-Quran, antara lain:
a. Ayat yang memerintahkan konsumsi yang halal dan thayyib, an-
tara lain:
By ER ot TaE 5 s s oVl 6 L LE L @l
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“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa
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yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-
langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh
yang nyata bagimu.” (QS. Al-Baqarah [2]:168).

b. Ayat yang menjelaskan haramnya babi:
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“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, da-
rah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut
(nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpak-
sa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak
(pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesung-
guhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Al-
Baqarah [2]173)

c. Ayat yang menjelaskan haramnya babi karena najis:
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“Katakanlah: Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyu-
kan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak
memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah
yang mengalir atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu
kotor (najis)” (QS. Al Anaam: 145).
Hadis-hadis Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam tentang segala larang-
an pemanfaatan babi, antara lain:

G 5 15 0 31 06 215 e 40 Lo 001 0,5 T 56 of 52
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“Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa
sallam bersabda: “Sesungguhnya Allah telah mengharamkan khamr
dan hasil penjualannya dan mengharamkan bangkai dan hasil pen-
Jjualannya serta mengharamkan babi dan hasil penjualannya.” (HR.
Abu Daud)
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“Dari Jabir bin Abdullah beliau mendengar Rasulullah shallallahu
‘alaihi wa sallam bersabda pada tahun penaklukan Mekkah dan be-
liau waktu itu berada di Mekkah: “Sesungguhnya Allah telah meng-
haramkan jual beli khamr, bangkai, babi dan patung-patung.” Lalu
adayang bertanya: “Wahai Rasulullah Apakah boleh (menjual) lemak
bangkai, karena ia dapat digunakan untuk mengecat perahu dan me-
minyaki kulit serta dipakai orang untuk bahan bakar lampu?” Maka
beliau menjawab: “Tidak boleh, ia tetap haram.” Kemudian Rasulullah
shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda lagi ketika itu: “Semoga Allah
memusnahkan orang Yahudi, sungguh Allah telah mengharamkan
lemaknya lalu mereka rubah bentuknya menjadi minyak kemudian
menjualnya dan memakan hasil penjualannya.” (HR. Bukhari dan
Muslim)

3. Hadis nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam yang mengharamkan jual
beli barang haram dan najis, seperti babi dan sake, antara lain:
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“Dari Abdullah bin Abbas ra berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihiwa
sallam bersabda: "Sesungguhnya sesuatu yang haram diminum maka
haram pula diperjualbelikan.” (HR. Muslim).

4. Pendapat Ulama, antara lain:
a. Pendapat Imam Ibnu Hajar al-Haitami dalam kitab Tuhfatu al-
Mubhtaj juz 1 halaman 290 yang menyebutkan kenajisan babi dan
larangan pemanfaatannya:

J N B & & PN SE T E L N BT Costsg)
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“... Dan (barang najis berikutnya adalah) babi, karena kondisinya
lebih buruk dari anjing. Hal ini karena tidak diperbolehkan me-
manfaatkan babi dalam kondisi normal (halat al-ikhtiyar) sekali-

pun itu dapat dimanfaatkan, maka tidak seperti halnya serangga.
Juga karena dianjurkan untuk membunuhnya meski tidak mem-
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bahayakan.”

b. Pendapat Imam al-Nawawi dalam kitab Raudlatu al-Thalibin, juz
2 halaman 65 menyatakan tentang larangan pemanfaatan babi
baik dalam kondisi hidup maupun setelah mati:
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“Bagi Imam Syafii, ada beberapa redaksi berbeda dalam hal ke-
bolehan menggunakan barang najis. Dikatakan, dalam berbagai
jenis penggunaannya secara keseluruhan ada dua pendapat. Se-
dangkan menurut madzhab Syafii ada rincian. Tidak boleh meng-
gunakannya di dalam pakaian dan badan kecuali dalam kondisi
dlarurat, dan boleh dalam selain keduanya jika najis ringan.
Apabila najis berat (mughallazhah), --yaitu najisnya anjing dan
babi—mabka tidak boleh. Ini pendapat Imam Abu Bakar al-Farisi,
al-Qaffal dan para muridnya. Tidak boleh memakai kulit anjing
dan babi dalam kondisi normal (hal al-ikhtiyar), karena babi tidak
boleh dimanfaatkan saat hidupnya, demikian juga anjing kecuali
untuk tujuan khusus. Maka, dalam kondisi setelah mati lebih ti-
dak boleh untuk dimanfaatkan. Boleh memanfaatkan pakaian
najis dan memakainya dalam kondisi selain saat shalat dan sejen-
isnya. Jika terjadi peperangan atau khawatir akan dirinya karena
kondisi cuaca, panas atau dingin, dan tidak ditemukan kecuali
kulit anjing dan babi maka --dalam kondisi tersebut--, dibolehkan
memakainya. Apakah boleh memakai kulit bangkai kambing dan
bangkai lannya dalam kondisi normal? Ada dua pendapat. Menu-
rut pendapat yang lebih shahih, hal tersebut diharamkan.”

5. Fatwa Majelis ulama indonesia nomor 52 tahun 2012 tentang Hu-
kum Hewan Ternak yang Diberi Pakan dari Barang Najis.
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KEPUTUSAN
I[JTIMA’ ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VIII
Nomor og/Ijtima’ Ulama/VIII/2024
Tentang
HUKUM MEMANFAATKAN HASIL INVESTASI
SETORAN AWAL BIPIH CALON JAMAAH HAJI UNTUK MEMBIAYAI
PENYELENGGARAN HAJI JAMAAH LAIN

Jjtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII yang diselenggarakan di Pon-
dok Pesantren Bahrul Ulum, Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Ke-
pulauan Bangka Belitung pada 20-23 Zulkaidah 1445 H/ 28-31 Mei 2024 M
setelah:

MENIMBANG : a. bahwa seiring dengan dinamika sosial politik
dan kemasyarakatan, banyak masalah kon-
temporer yang terkait dengan masalah strat-
egis kebangsaan, baik yang terkait dengan
masalah kenegaraan, kebangsaan, maupun
keumatan yang muncul dan dihadapi bangsa
Indonesia;

b. bahwa terhadap masalah tersebut banyak
yang beririsan dengan masalah keagamaan
dan membutuhkan jawaban hukum Islam
dari para ulama, zuama dan cendekiawan
muslim;

c. bahwa terhadap masalah tersebut diper-
lukan jawaban hukum keagamaan berupa
keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa untuk
dijadikan pedoman;
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MENGINGAT

MEMPERHATIKAN

. Dalil-dalil yang menjadi landasan dalam

penetapan hukum yang terkait dengan ma-
salah sebagaimana terlampir dalam keputu-
san, baik dari Al-Qur’an, Hadits,Ijma’, Qiyas,
dan Dalil-dalil lain yang mu'tabar.

. Berbagai pertimbangan akademik dan per-

timbangan maslahah-mafsadah yang disam-
paikan sebagaimana terlampir dalam kepu-
tusan.

. Pidato Wakil Presiden RI dalam acara Pem-

bukaan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Se-Indo-
nesia VIIL

. Pidato Iftitah Wakil Ketua Umum MUI dalam

acara Pembukaan [jtima’ Ulama Komisi Fat-
wa Se-Indonesia VIII.

. Paparan para nara sumber dalam sidang Ple-

no Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia
VIIL

. Penjelasan Ketua Panitia Pengarah (Steering

Committee) dalam Sidang Pleno I Ijtima’ Ula-
ma Komisi Fatwa Se-Indonesia VIIL.

. Laporan Hasil Sidang Komisi B2 tentang Ma-

salah Fikih Kontemporer (Masail Fighiyyah
Muashirah) yang dibacakan dalam Sidang
Pleno V Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Se-Indo-
nesia VIIL

. Pendapat dan masukan yang berkembang

dalam Sidang Pleno V Ijtima’ Ulama Komisi
Fatwa Se-Indonesia VIIL

dengan bertawakkal kepada Allah subhanahu wa taala:
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MENETAPKAN : 1. Mengesahkan hasil Sidang Komisi B2 tentang

Hukum Memanfaatkan Hasil Investasi Setoran
Awal BIPIH Calon Jamaah Haji Untuk Mem-
biayai Penyelenggaran Haji Jamaah Lain yang
termasuk Masalah-masalah Fikih Kontemporer
(Masail Fighiyyah Muashirah) sebagaimana ter-
lampir dan merupakan bagian yang tidak ter-
pisahkan dari Keputusan ini.

. Menghimbau semua pihak untuk menyebarlu-

askan hasil Ijtima’ ini kepada masyarakat untuk
dijadikan pedoman.

. Keputusan ini mulai berlaku pada saat ditetap-

kan, dan jika di kemudian hari membutuhkan
penyempurnaan, maka akan dilakukan peny-
empurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :Bangka

Pada Tanggal  :23 Zulkaidah1445H
31 Mei 2024 M

PIMPINAN SIDANG PLENO
[JTIMA’' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VIII

Ketua,
ttd.

Sekretaris,
ttd.

Prof. Dr. K.H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, M.A.  Dr. H. Rofiqul Umam Ahmad, S.H., M.H.
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LAMPIRAN KEPUTUSAN
I[JTIMA’ ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VIII
Nomor og/Ijtima’ Ulama/VIII/2024
Tentang
HUKUM MEMANFAATKAN HASIL INVESTASI
SETORAN AWAL BIPIH CALON JAMAAH HAJI UNTUK MEMBIAYAI
PENYELENGGARAN HAJI JAMAAH LAIN

e

AR

A. Deskripsi Masalah

Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa IV Tahun 2012 menetapkan bahwa dana
setoran haji yang pendaftarnya termasuk daftar tunggu (waiting list),
yang sekarang dikelola BPKH secara syar’i adalah milik pendaftar (calon
haji). Dana tersebut boleh di-tasharruf-kan untuk hal-hal yang produk-
tif (memberikan keuntungan), antara lain penempatan di perbankan
syariah atau diinvestasikan dalam bentuk sukuk. Hasil penempatan/in-
vestasi tersebut merupakan milik calon haji secara individu, tidak boleh
digunakan untuk keperluan apapun kecuali untuk membiayai keper-
luan yang bersangkutan. Dana hasil investasi tersebut dapat menjadi
penambah dana simpanan calon haji atau pengurang biaya haji yang
riil/nyata.

Keputusan Ijtima’ Ulama ini lantas diperkuat dengan ketentuan Pa-
sal 7 UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji yang
menyatakan bahwa “setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus merupakan
dana titipan Jemaah Haji untuk Penyelenggaraan Ibadah Haji". Sebe-
lumnya, di Pasal 6 ayat (1) dan (2) dijelaskan bahwa setoran BPIH dan/
atau BPIH Khusus sebagaimana diperoleh dari Jemaah Haji, dibayar-
kan ke rekening atas nama BPKH dalam kedudukannya sebagai wakil
yang sah dari Jemaah Haji pada Kas Haji melalui BPS BPIH, dan ayat
(3) menjelaskan bahwa saldo setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus ter-
diri atas setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus beserta nilai manfaatnya.
Karenanya dipahami bahwa nilai manfaat setoran BPIH ini milik ja-
maah tersebut. Karenanya, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2),
dalam hal saldo setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus lebih besar daripa-
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da penetapan BPIH dan/atau BPIH Khusus tahun berjalan, BPKH wajib
mengembalikan selisihnya kepada Jemaah Haji.

Selanjutnya, Pasal 8 UU Pengelolaan Haji mengatur bahwa nilai
manfaat Keuangan Haji dari hasil pengembangan Keuangan Haji, dan
ditempatkan pada Kas Haji. Selanjutnya, Pasal 16 lebih eksplisit men-
gatur bahwa “(1) Pengeluaran pembayaran nilai manfaat setoran BPIH
dan/atau BPIH Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f
dilakukan oleh BPKH secara berkala ke rekening virtual Jemaah Haiji;
(2) Besaran pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentu-
kan berdasarkan persentase dari nilai manfaat Keuangan Haji.

Akan tetapi, dalam praktiknya, tidak seluruh nilai manfaat hasil in-
vestasi dana setoran haji yang dimiliki calon haji tersebut dikembalikan
untuk pemilik dengan memasukkan ke dalam rekening virtual milik
masing-masing calon jamaah haji. Ada sejumlah manfaat investasi yang
digunakan untuk kebutuhan lainnya. Bahkan, berdasarkan penjelasan
BPKH, ada manfaat investasi calon jamaah haji yang digunakan untuk
menutupi kebutuhan jamaah haji yang berangkat di tahun berjalan.
Dampaknya, ada calon jamaah haji yang haknya terkurangi, dan ada ja-
maah haji yang menggunakan hak jamaah haji lainnya. Dalam jangka
panjang, jika tidak dibenahi pasti akan menimbulkan masalah yang
serius dalam hal likuiditas.

B. Perumusan Masalah
Apa hukum pengelola haji yang menggunakan hasil manfaat investasi
dari setoran awal biaya perjalanan ibadah haji (BIPIH) seorang calon ja-
maah haji untuk membiayai penyelenggaraan ibadah haji jamaah lain-
nya?

C. Keputusan Hukum

1. Hukum memanfaatkan hasil investasi setoran awal BIPIH calon
jamaah haji untuk membiayai penyelenggaraan haji jamaah lain
adalah Haram.

2. Pengelola keuangan haji yang menggunakan hasil investasi dari
setoran awal biaya perjalanan ibadah haji (BIPIH) calon jamaah haji
untuk membiayai penyelenggaraan ibadah haji jamaah lainnya ber-
dosa.
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D.

E.
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Rekomendasi

1. BPKH melakukan perbaikan tata kelola keuangan haji dengan men-
jadikan Keputusan Ijtima’ ini sebagai panduan

2. Presiden dan DPR melakukan perbaikan ketentuan peraturan pe-
rundang-undangan untuk menjamin dan melindungi hak-hak calon
jamaah haji yang telah membayar setoran dana haji, menjamin ke-
amanan dana milik jamaah, menjamin rasa keadilan jamaah serta
menghindarkan diri dari tindakan kezaliman, baik karena malprak-
tek pengelolaan maupun karena regulasi yang tidak tepat.

3. BPKRIdapat menjadikan keputusan Ijtima’ ini sebagai acuan dalam
melakukan pemeriksaan keuangan haji agar hak-hak jamaah haji
dapat dilindungi secara optimal.

Dasar Penetapan
1. Al-Quran, antara lain:
a. Surat Al-Baqgarah ayat 188 tentang larangan memakan harta den-
gan cara yang bathil

g e K41 D1 gy e 22 i i kY,
G388 22505 A ) J1gs

“langanlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang
batil dan ( janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada
para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian

harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengeta-
hui.”

b. Surat Al-Baqarah ayat 196 tentang perintah menyempurnakan

haji:
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“Dan sempurnakanlah ibadah haji dan ‘umrah karena Allah. Jika
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kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), maka
(sembelihlah) korban yang mudah didapat, dan jangan kamu
mencukur kepalamu, sebelum korban sampai di tempat penyem-
belihannya. Jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan
di kepalanya (lalu ia bercukur), makawajiblah atasnya berfid-yah,
yaitu: berpuasa atau bersedekah atau berkorban. Apabila kamu
telah (merasa) aman, maka bagi siapa yang ingin mengerjakan
‘umrah sebelum haji (di dalam bulan haji), (wajiblah ia menyem-
belih) korban yang mudah didapat. Tetapi jika ia tidak menemu-
kan (binatang korban atau tidak mampu), maka wajib berpuasa
tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah
pulang kembali. Itulah sepuluh (hari) yang sempurna. Demikian
itu (kewajiban membayar fidyah) bagi orang-orang yang keluarg-
anya tidak berada (di sekitar) Masjidil Haram (orang-orang yang
bukan penduduk kota Mekah). Dan bertakwalah kepada Allah
dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaan-Nya.”

c. Surat al-Nisa ayat 58 tentang perintah untuk menunaikan ama-
nah:
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“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat
kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabi-
la menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetap-
kan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang
sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha
Mendengar lagi Maha Melihat.”

d. Surat Al-Maidah ayat 1 tentang perintah memenubhi janji:
ST A PN S TP

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji!...”

2. Hadis-hadis Nabi shallallahu alaihi wasallam antara lain:
a. Hadis tentang tidak halal menggunakan harta orang lain tanpa
seizinnya:
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“Dari Amru bin Yatsribi ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi
wasallam menyampaikan khutbah kepada kami: ‘Ketahuilah: ti-
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dak halal bagi seseorang sedikit pun dari harta saudaranya kecu-
ali dengan kerelaan hatinya...” (H.R. Ahmad).

. Hadis tentang perintah menunaikan Amanah, antara lain:
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“Dari Abu Hurairah radhiyallahuwanhu ia berkata, Rasulullah .was
bersabda, Tunaikanlah amanah kepada orang yang memper-
cayaimu dan jangan engkau mengkhianati orang yang mengkhi-
anatimu!” (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi)

Hadis tentang akad wakalah shallallahu alaihi wasallam, antara
lain:
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“Dari Abu Hurairah bahwa seorang laki-laki datang kepada Nabi
shallallahu alaihi wasallam untuk menagih hutang kepada be-
liau dengan cara kasar, sehingga para sahabat berniat untuk
“menanganinya’. Beliau bersabda, ‘Biarkan ia, sebab pemilik hak
berhak untuk berbicara;’ lalu sabdanya, ‘Berikanlah (bayarkan-
lah) kepada orang ini unta umur setahun seperti untanya (yang
dihutang itu). Mereka menjawab, ‘Kami tidak mendapatkannya
kecuali yang lebih tua.’ Rasulullah kemudian bersabda: ‘Berikan-
lah kepadanya. Sesungguhnya orang yang paling baik di antara
kalian adalah orang yang paling baik di dalam membayar.” (HR.
Bukhari).

. Hadis tentang keutamaan bekerja sama antar sesama muslim:
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“Dari Abu Musa Al Asyari ra. dari Nabi Muhammad shallallahu
alaihi wasallam bersabda: “Orang mukmin itu bagi mukmin lain-
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nya seperti bangunan, sebagiannya menguatkan sebagian yang
lain. Kemudian Nabi Muhammad menggabungkan jari-jari tan-
gannya. Ketika itu Nabi Muhammad duduk, tiba-tiba datang
seorang lelaki meminta bantuan. Nabi hadapkan wajahnya kepa-
da kamidan bersabda: Tolonglah dia, maka kamu akan mendapat-
kan pahala. Dan Allah menetapkan lewat lisan Nabi-Nya apa yang
dikehendaki.” (HR. Al-Bukhari, Muslim dan Al-Nasa'i)

3. Kaidah Fikih

56 Je F L s LY

Hukum asal itu tetapnya sesuatu atas sesuatu
solidl 222 sl
Sarana suatu perbuatan itu dihukumi sama dengan maksud/tujuan-

nya

/J }}\aj\

“Segala mudarat (bahaya) harus dihilangkan’.
sl B o) o) S

Tindakan pemimpin [pemegang otoritas| terhadap rakyat harus
mengikuti kemaslahatan.

4. Pendapat Ulama tentang kaidah dalam akad wakalah, di antaranya:
a. Pendapat Al-Qadhi Abu Syuja’ dalam Matn At-Taqrib:

S -

3615 B 3l i B °\A,uwuuﬂg\uum)\>u§)
W‘jx}bu»\uf;c.@jsu&w@oﬁ/h
,EQYJM\M\@QPQ\,M\ ’égu\ @\ﬂ@u\g\

“Setiap perkara yang diperbole/zkan bagi seseorang untuk melak-
sanakannya, maka boleh pula mewakilkan atau diwakilkan kepa-
da orang lain. Wakalah adalah akad jaiz (boleh). Masing-masing
pihak boleh membatalkannya kapan pun jika menginginkannya.
Wakalah ini menjadi batal dengan meninggalnya salah satu pi-
hak. Orang yang diserahi tugas mewakili hendaknya adalah orang
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yang dapat dipercaya dalam menjaga maupun menjalankannya.
Seorang wakil tidak dibebani risiko kecuali jika ia teledor. Seorang
wakil tidak boleh melakukan jual beli, kecuali dengan tiga syarat:
Menjual dengan harga standar. Harus tunai (nagdan).Menggu-
nakan mata uang setempat. Tidak boleh menjual dengan menga-
tasnamakan dirinya dan mengakui barang yang diwakilkan atas
namanya sendiri, kecuali dengan izin orang yang mewakilkan.”

. Ibarat Al-Minhaji Al-Asyuthi (w 880 H) dalam Jawahir al-‘Uqud,

1/315:

chj\po- _},as‘-}.aa) cu}bjﬁ-\@.&)}\; sbjﬂ\ u\&\jxé‘\j
6&.,0:...“./:4;\&\ L,.L’J\J«S\jm\)wu\jwy\wa B ) CEP

r;byubjjcammubfojjid\ @)\)M\ bdsj.:j,\.%
u,\ﬁ@u\w;j J.;Jaj\.&.cwf,.c W«w\) R mu»ng

o B 25138 ol gy 3B ity b AR o) w3l of Lt

“Para ulama sepakat bahwa memenuhi janji dalam kebaikan
adalah tuntutan. Namun, apakah itu wajib atau disunnahkah?
terdapat perbedaan pendapat. Imam Abu Hanifah, Imam Syafi’i,
Imam Ahmad, dan mayoritas ulama berpendapat bahwa itu dis-
unnahkan. Jika tidak dipenuhi, ia hanya kehilangan keutamaan
dan dipandang melakukan perbuatan hal makruh yang sangat
tidak disukai, tetapi tidak berdosa. Sebagian ulama, termasuk
Umar bin Abdul Aziz, berpendapat bahwa itu wajib. Mazhab Ma-
liki memiliki pandangan ketiga: jika janji tersebut disyaratkan
karena suatu alasan, maka wajib dipenuhi. Misalnya pernyataan:
‘Menikahlah, maka kamu akan mendapatkan sekian’ Jika janji
tersebut bersifat umum, maka tidak wajib dipenuhi.”

. Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial In-

stitution (AAO IFI):
dl 1332 UL B o DL sl e LS of ftl) 332

\.v)bw.ﬁ!b emng JM.’J\ S\Sjo Q\Maj ‘u.d ’}&“”}3\
z}gd\)j\a}\)\wmw%.m\)\bﬁub\]&wm&jj
@A;jujbb \,A\M\ui&jk}cdjﬂ\s,\c\))\&&

CJZJBQM)\J«’,U\.@#LN\&GM\’ ‘""6)\2\1,\.’.4.3\ 3!\
MJ.%-\Q i ’l.lil\ C\,.J\ 1385 \.g_,,.j \.é,gd_bj” G521 o)
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“Pihak pemberi sewa boleh meminta pihak yang berjanji untuk
menyewa agar membayar uang muka kepada Lembaga sebagai
Jjaminan keseriusan dalam menunaikan janji dan kewajibannya,
dengan syarat dana tersebut hanya sebagai pengganti kerugian
riil apabila penyewa cidera janji. Uang muka tersebut boleh dijadi-
kan wadi'ah yang tidak dapat digunakan oleh pemberi sewa, atau
dapat dijadikan modal investasi dengan syarat pihak penyewa
memberikan izin kepada pihak pemberi sewa untuk menginvesta-
sikan dana tersebut dengan akad Mudharabah. Penyewa dan
Pemberi Sewa dapat membuat kesepakatan bahwa dana wadiah
tersebut sebagai bagian dari cicilan ujrah.”

5. Keputusan ljtima’ Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Ta-
hun 2012 tentang Status Kepemilikan Dana Setoran BPIH yang Ma-
suk Daftar Tunggu (Waiting List).

6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan
Ibadah Haji dan Umrah

7. Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Keuangan Haji.

PIMPINAN SIDANG KOMISI B2
Ketua, Sekretaris,
ttd. ttd.
Miftahul Huda, Lc Dr. H. Zia Ul Haramain, M.A
PIMPINAN SIDANG PLENO

[JTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VIII
Ketua, Sekretaris,
ttd. ttd.
Prof. Dr. K.H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, M.A.  Dr. H. Rofiqul Umam Ahmad, S.H., M.H.
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KEPUTUSAN

I[JTIMA’ ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VIII
Nomor 10/Ijtima’ Ulama/VIIl/2024

Tentang

HUKUM MELONTAR JUMRAH DI HARI TASYRIQ SEBELUM FAJAR

Jjtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII yang diselenggarakan di Pon-

dok Pesantren Bahrul Ulum, Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kep-

ulauan Bangka Belitung pada 20-23 Zulkaidah 1445 H/ 28-31 Mei 2024 M

setelah:

MENIMBANG

MENGINGAT

Konsensus Ulama Fatwa Indonesia

. bahwa seiring dengan dinamika sosial politik

dan kemasyarakatan, banyak masalah kon-
temporer yang terkait dengan masalah strat-
egis kebangsaan, baik yang terkait dengan
masalah kenegaraan, kebangsaan, maupun
keumatan yang muncul dan dihadapi bangsa
Indonesia;

. bahwa terhadap masalah tersebut banyak

yang beririsan dengan masalah keagamaan
dan membutuhkan jawaban hukum Islam
dari para ulama, zuama dan cendekiawan
muslim;

. bahwa terhadap masalah tersebut diper-

lukan jawaban hukum keagamaan berupa
keputusan Jjtima’ Ulama Komisi Fatwa untuk
dijadikan pedoman;

. Dalil-dalil yang menjadi landasan dalam

penetapan hukum yang terkait dengan ma-
salah sebagaimana terlampir dalam keputu-
san, baik dari Al-Qur’an, Hadits,Ijma’, Qiyas,
dan Dalil-dalil lain yang mu'tabar.

. Berbagai pertimbangan akademik dan per-

timbangan maslahah-mafsadah yang disam-
paikan sebagaimana terlampir dalam kepu-
tusan.
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MEMPERHATIKAN

. Pidato Wakil Presiden RI dalam acara Pem-

bukaan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Se-Indo-
nesia VIIL

. Pidato Iftitah Wakil Ketua Umum MUI dalam

acara Pembukaan Ijtima’ Ulama Komisi Fat-
wa Se-Indonesia VIIL

. Paparan para nara sumber dalam sidang Ple-

no Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia
VIIL

. Penjelasan Ketua Panitia Pengarah (Steering

Committee) dalam Sidang Pleno I Ijtima’ Ula-
ma Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII.

. Laporan Hasil Sidang Komisi B2 tentang Ma-

salah Fikih Kontemporer (Masail Fighiyyah
Muashirah) yang dibacakan dalam Sidang
Pleno V Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Se-Indo-
nesia VIIL

. Pendapat dan masukan yang berkembang

dalam Sidang Pleno V Ijtima’ Ulama Komisi
Fatwa Se-Indonesia VIIL

dengan bertawakkal kepada Allah subhanahu wa taala:
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MENETAPKAN DL

Mengesahkan hasil Sidang Komisi B2 ten-
tang Hukum Melontar Jumrah Di Hari
Tasyriq Sebelum Fajar yang termasuk Ma-
salah-masalah Fikih Kontemporer (Masail
Fighiyyah Muashirah) sebagaimana terlam-
pir dan merupakan bagian yang tidak ter-
pisahkan dari Keputusan ini.

Menghimbau semua pihak untuk menye-
barluaskan hasil Ijtima’ ini kepada masyara-
kat untuk dijadikan pedoman.

Keputusan ini mulai berlaku pada saat
ditetapkan, dan jika di kemudian hari mem-
butuhkan penyempurnaan, maka akan di-
lakukan penyempurnaan sebagaimana mes-
tinya.

Ditetapkan di :Bangka

Pada Tanggal :23 Zulkaidahi1445H
31 Mei 2024 M

PIMPINAN SIDANG PLENO
[JTIMA’' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VIII

Ketua,
ttd.

Sekretaris,
ttd.

Prof. Dr. K.H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, M.A.  Dr. H. Rofiqul Umam Ahmad, S.H., M.H.
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LAMPIRAN KEPUTUSAN
I[JTIMA’ ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VIII
Nomor 10/Ijtima’ Ulama/VIIl/2024
Tentang

HUKUM MELONTAR JUMRAH DI HARI TASYRIQ SEBELUM FAJAR

A. Deskripsi Masalah

1.

Antusias umat Islam Indonesia untuk menunaikan haji dari tahun
ketahun terus meningkat. Menurut keterangan resmi Kementrian
Agama Republik Indonesia, jemaah haji tahun 1445 H/2024 M jum-
lah total kuota haji mencapai 241.000;

Pada saat puncak pelaksanaan haji, tanggal 9 — 13 Dzulhijjah,
jama'ah haji dari seluruh penjuru dunia berkumpul pada satu waktu
dan satu tempat yang sama (Arafah, Muzdalifah, dan Mina). Jum-
lahnya berkisar 3 — 4 juta orang. Hal ini dapat membawa konsekue-
nsi tersendiri, yakni berupa kesehatan dan keselamatan diri para
jama’ah.

Terkait padatnya jamaah haji tersebut, pada saat melontar Jumrah
pada 3 (tiga) hari tasyriq terdapat beberapa kelompok jamaah haji
dari Indonesia yang melaksanakan lontar jumrah tersebut lebih
awal, yaitu sebelum terbit fajar. Padahal, sesuai dengan hadits Nabi
SAW, waktu lontar adalah setelah tergelincirnya mata hari (ba'da za-
wal).

B. Perumusan Masalah

1.
2.

Apa hukum melontar jamarat pada hari tasyriq pada manasik haji?
Kapan waktu melempar Jamarat pada hari tasyriq?

3. Apahukum melaksanakan melontar jamarat pada hari tasyriq sebe-

lum fajar?

C. Perumusan Masalah

1.

152

Melontar jumrah pada hari Tasyriq hukumnya wajib. Jamaah haji
yang tidak melontar jumrah tanpa uzur syar’i wajib membayar dam
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sebagai denda atas kesalahan (dam isa-ah).

Waktu melontar jumrah pada setiap hari Tasyriq adalah sebagai
berikut:

Waktu melontar jumrah boleh (sah) dilakukan setelah terbit fajar
sampai akhir malam.

Waktu utama (afdhal) melontar jumrah adalah setelah tergelin-
cirnya matahari.

Melontar jumrah untuk setiap hari Tasyriq yang dilakukan sebelum
fajar hukumnya tidak sah.

Jamaah haji yang dalam keadaan uzur syar’i untuk melontar jumrah
dapat dibadalkan kepada orang lain, dengan/atau tanpa upah.

D. Rekomendasi

1.

Jamaah haji Indonesia perlu memperhatikan ketentuan manasik
dalam pelaksanaan ibadah haji agar sesuai dengan ketentuan sya-
riah:

Kementerian Agama RI sebagai penyelenggara ibadah haji wajib
menjamin terlaksananya layanan ibadah bagi jamaah dan petugas
haji sesuai dengan ketentuan syariah dengan menjadikan Keputu-
san ini sebagai pedoman.

Dalam hal ada kepentingan pengaturan waktu melontar jumrah
bagi jamaah haji agar tidak terjadi penumpukan, maka Kementerian
Agama RI dan/atau penyelenggara ibadah haji khusus dapat men-
gaturnya sesuai waktu yang tersedia, mulai dari setelah fajar hingga
tengah malam.

DPR-RI melakukan pengawasan pelaksanaan manasik haji agar ses-
uai dengan ketentuan syariah dengan memedomani Keputusan ini.

E. Dasar Penetapan:

1.

Al-Quran
a. Firman Allah SWT tentang perintah haji bagi yang mampu, an-
tara lain:

) g N aly CaT OB IS5 (35 Call) 2188 S ST

ey

Gl 2 52 801 3 Shm (5 Sy ) UEEL
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“Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya)
maqam Ibrahim. Barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) men-
jadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia
terhadap Allah, Yaitu (bagi) orang yang sanggup Mengadakan
perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban
haji), Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan
sesuatu) dari semesta alam” (QS. Ali Imran [3]: 97)

. Firman Allah Swt yang menjelaskan tentang pelaksanaan mana-

sik haji, antara lain:

Ee

2 i e 1,836 cdse 5 LTSS

“Maka apabila kamu telah bertolak dari Arafat, berdzikirlah ke-
pada Allah di Masyarilharam” (QS. Al-Bagarah: 198).

Hadis Nabi Saw:

a. Hadis Nabi saw tentang kewajiban menunaikan haji bagi yang

mampu, antara lain:

3525 cael s JB e JIAS bl o2y UL 5 28 o dll) 238 2
525 1322 &1 @ VLAY Ol sled L8 e paley o J5k . A
Sl als 5 OLER] 555 aeddd) 55 «oB N cl5 LA £ ¢ 4l

)

“Dari Ibnu Umar RA, ia mendengar Rasilullah bersabda, “Islam
itu didirikan di atas 5 (lima) pilar: syahadat tiada llah selain Allah
dan sesungguhnya Muhammad Rasilullah, mendirikan shalat,

membayar zakat, haji ke Baitullah dan puasa di bulan Ramad-
han.” (HR. Bukhari dan Muslim)

. Hadis Nabi saw yang menjelaskan tentang waktu melontar ja-

marat:

~

2 b 1 g s e B [ i G55 &3 106 s 02

s sl GBI 155 535 B8 335 555 8355

“labir berkata: Aku melihat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sal-
lam melontar satu jumrah saja (jumrah aqabah) pada waktu
dhuha hari Nahar. Dan sesudah itu hari-hari berikutnya (tanggal
11 s.d. 13 Dzulhijjah) beliau melempar (3 jumrah) setelah tergelincir
matahari.” (HR. Muslim)
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“Dari Aisyah ra berkata: Rasulullah -sallallahu ‘alaihi wa sallam-
tawaf ifadhah dari akhir harinya ketika beliau shalat zuhur, kemu-
dian kembali ke Mina dan berdiam di sana selama malam-malam
di hari-hari al-Tasyriq, melemparkan jumrah saat matahari
tergelincir, masing-masing jumrah api dengan tujuh kerikil, Nabi
bertakbir setiap melontarnya, berdiri sejenak di depan jumrah

yang pertama dan kedua, kemudian berdiri agak lama dan ber-
doa, lalu melempar yang ketiga dan tidak berhenti di sana.”

c. Hadis Nabi saw tentang perintah untuk melaksanakan manasik
haji dari Nabi saw.

156 e 335 521y 18T 6,39 6 e im ,id gl

“Wahai manusia, ambilah manasik kalian (dariku), karena ses-
ungguhnya aku tidak mengetahui mungkin saja aku tidak berhaji
setelah tahun ini.” (HR. Muslim dan lafazh ini dari An-Nasai).

3. Kaidah Fikih:

,J }j\aj\

“Segala mudharat (bahaya) harus dihilangkan.”

“Segala mudharat (bahaya) harus dihindarkan sedapat mung-
kin.”

CMA\ Az Jesii Ladiss

“Mencegah kerusakan (mafsadah) harus didahulukan daripada
mengambil kemashlahatan’

sladl s Lisie WJJ\L;CM\
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“Tindakan pemimpin (pemegang otoritas) terhadap rakyat harus
mengikuti kemaslahatan.”

4. Pendapat Ulama tentang waktu melontar jamarat:
a. Penjelasan Imam Said bin abdul Qadir Basyinfar, al-Mughni fi
Figh al-Haj wa al-‘Umrah, halaman. 286:

5 Ji5 5 2001 26T IR 590 4,4 5 2se J6

“Imam Atha’ dan Thowus berpendapat bahwa secara mutlak bo-
leh melontar jumrah pada hari-hari tasyriq sebelum tergelincir
matahari.”

b. Pendapat Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Fath al-Bari, Jilid
IV, halaman 409-410:

35 45 1591 585 55855 58 330 s ST 201 s
uag; A J\))\ J.é 12 NIGs u*))\k slhe o6 ud\a-j ;GAA-”’ |

Jb\dbj\ygjd\dW\duj Jb;\pgﬂ\rygd)\dw\
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k5 S 015 156 (e B Jis L

“Hadits itu menjadi dalil, menurut sunah melempar jumrah selain
hari Adlha adalah setelah zawal, ini adalah pendapat jumhur ula-
ma. Berbeda dengan pendapat Atho’ dan Thawus yang mengemu-
kakan, boleh melempar jumrah sebelum zawal secara mutlak. Al-
Hanafiyah memberikan rukhshah (keringanan), boleh melempar
Jjumrah pada hari nafar sebelum zawal. Ishaq berpendapat, jika
seseorang melempar jumrah sebelum zawal (pada hari nafar),
maka ia harus mengulanginya, kecuali pada hari ketiga tasyrig,
maka melempar sebelum zawal cukup baginya”

Ini adalah penjelasan hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari
dalam kitab Shahih-nya, bahwa Ibnu Umar ra. ketika ditanya oleh
Wabarah tentang kapan waktu melempar jamrah, ia menjawab;
“Jika imam (pemimpin)mu melempar, maka (ikutlah) melempar
jamrah dengannya.” Lalu diulang pertanyaan yang sama, dan
dijawab; “Kami dahulu (pada zaman Nabi) menanti dan melihat,
apabila matahari telah condong (waktu zawal) maka kami mulai
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melempar jamrah.”

c. Pendapat Imam Ibn al-Imrani, di dalam Al-Bayan fi Madzhab al-
Imam al-Shafi’i, 4/350-351. Dalam melempar tiga Jumrah, yang
dimaksud sebelum zawal adalah terbatas pada bakda fajar.

NSRS E rW‘ 235 3 ) 58 V31059 36 &)1 55
J)‘ &3 28 O 1 up3lB 063 b?‘ 5 35 35 Jer OE ke J&
5,9.9 5N u:‘-’—‘j) 42\.;,3\ J;\ ) :&Zgg.,c J&; }Z}Q\éﬂ\
J3

“|Cabang tentang melempar setelah matahari tergelincir|: Tidak
diperbolehkan melempar jumrah pada tiga hari Tasyrik kecuali
setelah matahari tergelincir (zawal). Atha’ berpendapat bahwa
Jika seseorang tidak tahu (jahil) dan melempar sebelum zawal,
maka lemparannya sah. Tawus berpendapat bahwa jika dia mau,
dia bisa melempar di awal hari dan kemudian pergi. Ikrimah men-

gatakan bahwa jika dia mau, dia bisa melempar di awal hari, teta-
pi tidak boleh pergi sebelum zawal.”

d. Syaikul Islam Zakaria Al-Anshari di dalam Asna al-Matalib,
Juz 1, Halaman 496, menjelaskan tentang melempar Jumrah pada
tanggal 1 tidak sah dilakukan di tengah malam tanggal 10 Dzulhi-

jjah:

&TIN(WJ\”’“"’MVM ffdg)d)w) T(Cs"j 12353)
ubw\}\u;tji;ﬁ\dkfﬁhj\ohécwwu@)wﬁ”
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“(Bab Melempar setelah Zawal) Waktu melempar jumrah pada
setiap hari Tasyrik dimulai setelah matahari tergelincir (zawal),
mengikuti sunnah yang diriwayatkan oleh Muslim. Disunnah-
kan untuk mendahulukan melempar sebelum shalat zuhur seb-
agaimana disebutkan dalam “Al-Majmu” dari para ulama. Waktu
yang paling utama untuk melempar berlangsung hingga mataha-
ri terbenam. Karena awal waktu melempar dimulai dari zawal,
maka tidak diperbolehkan melakukannya sebelumnya, karena ini
adalah syiar khusus dari hari-hari Tasyrik.”

e. Imam Ibnu Hajar al-Haytami, di dalam Tuhfah al-Mubhtaj, Juz 4,
Halaman 138. Berpendapat boleh melakukan melempar Jumrah
setelah fajar:
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“(Jika seseorang meninggalkan lemparan atau sebagian lemparan
pada hari Nahr atau hari-hari setelahnya, baik sengaja maupun
tidak sengaja, maka ia harus menyusulnya pada hari-hari berikut-
nya) dan hal ini dianggap sebagai ada’ menurut pendapat yang
lebih kuat, karena Nabi .was memperbolehkan hal ini bagi para
penggembala. Seandainya hari-hari yang tersisa tidak sah untuk
menggantinya, maka tidak akan ada perbedaan antara orang
yang uzur dan yang tidak, seperti saat wukuf di Arafah dan ber-
malam di Muzdalifah. Diketahui bahwa Nabi .was memperboleh-
kan menyusulnya bagiyang uzur, maka demikian juga untuk yang
tidak uzur. Pernyataannya menunjukkan bahwa lemparan dapat
diganti sebelum zawal, tetapi tidak pada malam hari.

Pendapat yang kuat menyatakan bahwa lemparan dapat diganti
baik sebelum zawal maupun pada malam hari, berbeda dengan
lemparan sebelum zawal pada hari yang sama yang tidak diper-
bolehkan. Meskipun demikian, beberapa ulama seperti Rafi'i men-
ganggap boleh melempar sebelum zawal seperti pendapat Imam,
yang dianggap lemah, tetapi dipedomani oleh Asnawi yang men-
ganggapnya sebagai pendapat yang terkenal dalam mazhab.
Berdasarkan ini, maka lemparan diperbolehkan sejak fajar, mirip
dengan mand..
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(Keterangan: pendapat yang mu'tamad...) Pendapat yang
mu'tamad/dipedomani ini merujuk pada pendapat. (Keterangan:
Berdasarkan ini) yaitu pendapat yang lemah bahwa lemparan
hari-hari Tasyrik boleh dilakukan sebelum zawal. (Keterangan:
Maka seharusnya diperbolehkan, dst.) Namun perlu dicatat bah-
wa meskipun diperbolehkan melempar sebelum zawal menurut
pendapat yang lemah, tidak serta merta berarti boleh meninggal-
kan Mina sebelum zawal, karena mungkin ada hikmah tertentu
untuk lemparan yang tidak ada dalam meninggalkan Mina, sep-
erti memudahkan pergerakan setelah zawal sebelum ramai orang.
Kita tidak bisa mengiyaskan nafar dengan hal-hal seperti me-
lempar jumrah. (Keterangan: dalam mandi) Maksudnya adalah
mandi di hari lemparan.”

f. Pendapat Muhammad al-Bakri Syatho al-Dimyathi dalam kitab
l'anah al-Thalibin, (Mesir: al-Tijariah al-Kubra, t. th.), Juz II, h.
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“Menurut pendapat yang kuat, boleh melempar jumrah pada
hari tasyriq itu sebelum zawal. Bahkan, al-Rafi’i juga berpendapat
sama yang diikuti oleh al-Isnawi. Al-Isnawi mengemukakan, cara
itulah yang dikenal, yakni boleh melempar jumrah setiap hari se-
belum zawal. Praktiknya, seyogyanya diperbolehkan melempar
Jjumrah itu sejak terbit fajar.”

PIMPINAN SIDANG KOMISI B2
Ketua, Sekretaris,
ttd. ttd.
Miftahul Huda, Lc Dr. H. Zia Ul Haramain, M.A
PIMPINAN SIDANG PLENO

[JTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VIII
Ketua, Sekretaris,

ttd. ttd.
Prof. Dr. K.H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, M.A.  Dr. H. Rofiqul Umam Ahmad, S.H., M.H.
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KEPUTUSAN
I[JTIMA’ ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VIII
Nomor 11/Ijtima’ Ulama/VIIl/2024
Tentang
HUKUM PELAKSANAAN MABIT DI MUZDALIFAH
DENGAN CARA MURUR

Jjtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII yang diselenggarakan di Pon-
dok Pesantren Bahrul Ulum, Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kep-
ulauan Bangka Belitung pada 20-23 Zulkaidah 1445 H/ 28-31 Mei 2024 M
setelah:

MENIMBANG : a. bahwa seiring dengan dinamika sosial politik
dan kemasyarakatan, banyak masalah kontem-
porer yang terkait dengan masalah strategis
kebangsaan, baik yang terkait dengan masalah
kenegaraan, kebangsaan, maupun keumatan
yang muncul dan dihadapi bangsa Indonesia;

b. bahwa terhadap masalah tersebut banyak yang
beririsan dengan masalah keagamaan dan
membutuhkan jawaban hukum Islam dari para
ulama, zuama dan cendekiawan muslim;

c. bahwa terhadap masalah tersebut diperlukan
jawaban hukum keagamaan berupa keputusan
Jjtima' Ulama Komisi Fatwa untuk dijadikan
pedoman;

MENGINGAT : 1. Dalil-dalil yang menjadi landasan dalam pene-
tapan hukum yang terkait dengan masalah seb-
agaimana terlampir dalam keputusan, baik dari
Al-Qur’an, Hadits,Ijma), Qiyas, dan Dalil-dalil
lain yang mu'tabar.

2. Berbagai pertimbangan akademik dan pertim-
bangan maslahah-mafsadah yang disampaikan
sebagaimana terlampir dalam keputusan.
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MEMPERHATIKAN :

. Pidato Wakil Presiden RI dalam acara Pembu-

kaan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia
VIIL

. Pidato Iftitah Wakil Ketua Umum MUI dalam

acara Pembukaan [jtima’ Ulama Komisi Fatwa
Se-Indonesia VIII.

. Paparan para nara sumber dalam sidang Pleno

Jjtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIIL

. Penjelasan Ketua Panitia Pengarah (Steering

Committee) dalam Sidang Pleno I Ijtima’ Ulama
Komisi Fatwa Se-Indonesia VIIL

. Laporan Hasil Sidang Komisi B-2 tentang Ma-

salah Fikih Kontemporer (Masail Fighiyyah
Muashirah) yang dibacakan dalam Sidang Ple-
no V Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia
VIIL

. Pendapat dan masukan yang berkembang

dalam Sidang Pleno V Ijtima’ Ulama Komisi
Fatwa Se-Indonesia VIIL

dengan bertawakkal kepada Allah subhanahu wa taala:

MENETAPKAN

162

MEMUTUSKAN

1. Mengesahkan hasil Sidang Komisi B2 tentang

Hukum Pelaksanaan Mabit Di Muzdalifah
Dengan Cara Murur yang termasuk Masalah-
masalah Fikih Kontemporer (Masail Fighi-
yyah Muashirah) sebagaimana terlampir dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

. Menghimbau semua pihak untuk menyebarlu-

askan hasil Ijtima’ ini kepada masyarakat untuk
dijadikan pedoman.

. Keputusan ini mulai berlaku pada saat ditetap-

kan, dan jika di kemudian hari membutuhkan
penyempurnaan, maka akan dilakukan peny-
empurnaan sebagaimana mestinya.
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Ditetapkan di :Bangka

Pada Tanggal  :23 Zulkaidahi1445H
31 Mei 2024 M

PIMPINAN SIDANG PLENO
Ijtima’ ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VIII

Ketua, Sekretaris,
ttd. ttd.
Prof. Dr. K.H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, M.A.  Dr. H. Rofiqul Umam Ahmad, S.H., M.H.
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LAMPIRAN KEPUTUSAN
I[JTIMA’ ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VIII
Nomor 11/Ijtima’ Ulama/VIIl/2024
Tentang
HUKUM PELAKSANAAN MABIT DI MUZDALIFAH
DENGAN CARA MURUR

s T

A. Deskripsi Masalah

1.

Kuota haji Indonesia pada tahun 1445 H/2024 H mendapatkan
tambahan kuota sebanyak 20.000 dari kuota awal 221.000 menjadi
241.000 Jemaah. Penambahan kuota ini di satu sisi patut disyukuri
karena dapat memangkas masa waiting list. Tetapi pada sisi lain per-
lu ada skenario pelaksanaan yang harus dipersiapkan dengan baik,
di tengah tidak adanya penambahan space untuk mabit di Muzdali-
fah dan di Mina saat puncak haji.

Pihak Kementerian Agama mendorong adanya skema murur (se-
batas melewati) sekitar lebih 40.000 jemaah Indonesia pada saat
mabit di Muzdalifah. Hal ini dilakukan untuk menghindari penum-
pukan dan stuck Jemaah haji di Muzdalifah akibat berkurangnya
space Jemaah haji karena adanya pembangunan sarana toilet dalam
jumlah banyak di area Muzdalifah serta pemindahan 27.000 jemaah
haji yang selama ini mabitnya di Mina Jadid.

Sementara bagi mayoritas muslim Indonesia berkeyakinan bahwa
mabit di Muzdalifah harus menunggu hingga waktu tengah malam
sebelum berangkat menuju Mina.

B. Perumusan Masalah

164

1.

Apa hukum mabit di Muzdalifah?

2. Apa hukum jamaah haji yang tidak mabit di Muzdalifah?

3. Bagaimana cara pelaksanaan mabit di Muzdalifah?

4. Apa hukum murur di Muzdalifah?
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C. Keputusan Hukum

1.

Mabit di Muzdalifah adalah termasuk wajib haji.

2. Jamaah haji yang tidak mabit di Muzdalifah wajib membayar dam,

sebagai denda atas kesalahan (dam isa-ah).

Mabit di Muzdalifah dilakukan dengan cara bermalam atau men-

ginap di Muzadalifah dengan memperbanyak bacaan talbiyah,

zikir, istigfar, berdoa, membaca Al-Qur'an dan amal ibadah lainnya,
meskipun hanya sesaat saja dalam kurun waktu setelah pertenga-
han malam tanggal 10 Dzulhijjah.

Hukum jamaah haji yang mabit di Muzdalifah dengan cara hanya

melintas di Muzdalifah dan melanjutkan perjalanan menuju Mina

tanpa berhenti (Murur), adalah dirinci sebagai berikut:

a. jika murur (melintas) di Muzdalifah dilakukan selepas tengah
malam dengan cara melewati dan berhenti sejenak tanpa turun
dari kendaraan di kawasan Muzdalifah, maka mabitnya sah.

b. jika murur (melintas) di Muzdalifah dilakukan sebelum tengah
malam dan/atau berdiam di Muzadlifah namun meninggalkan
muzdalifah sebelum tengah malam, maka mabitnya tidak sah
dan wajib membayar dam.

Dalam kondisi adanya udzur syar’i, seperti keterlambatan perjala-

nan dari Arafah menuju Muzdalifah hingga tidak menemui waktu

mabit di Muzdalifah, maka ia tidak wajib membayar dam.

D. Rekomendasi

1.

Jamaah haji Indonesia perlu memperhatikan ketentuan manasik
haji dalam pelaksanaan ibadah haji agar sesuai dengan ketentuan
syariah.

Kementerian Agama RI sebagai penyelenggara ibadah haji wajib
menjamin terlaksananya layanan ibadah bagi jamaah haji sesuai
dengan ketentuan syariah dengan menjadikan Keputusan ini seb-
agai pedoman.

Dalam hal ada kebijakan bagi sebagian jamaah haji yang harus
melaksanakan mabit di Muzdalifah dengan cara murur tanpa turun
dari kendaraan, maka Kementerian Agama RI dan/atau penyeleng-
gara ibadah haji khusus dapat mengaturnya sesuai dengan shift
pergerakan jamaah dari Arafah ke Muzdalifah dan Mina; di mana

Konsensus Ulama Fatwa Indonesia 165



jamaah yang menggunakan sistem murur adalah jamaah haji yang
bergerak dari Arafah shift terakhir, dengan sekira melintas di Muz-
dalifah setelah tengah malam.

DPR-RI melakukan pengawasan pelaksanaan manasik haji agar ses-
uai dengan ketentuan syariah dengan memedomani Keputusan ini.

E. Dasar Penetapan
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1.

2.

Al-Quran, antara lain Surat Al-Baqarah ayat 196 tentang perintah
menyempurnakan haji:

Lg.\.qj\uﬁ/””\\.aﬁc.\fm-\ub AUJ“}:.:J\)C;\\J@\)

“Dan sempurnakanlah ibadah haji dan ‘umrah karena Allah. Jika
kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), maka
(sembelihlah) korban yang mudah didapat..”

Hadis-hadis Nabi shallallahu alaihi wasallam antara lain:

a. Hadis tentang keabsahan ibadah haji jika tidak melaksanakan
Mabit (bermalam) di Muzdalifah dan Mina, akan tetapi diwajib-
kan denda (Damm):

ﬁ/ﬁa)ofﬁ’,zoziaz PR _ 10/./:,?5 . o ) o o~
1535l 875 SV oS0 (e (08 55 1 JE LT ulie s abl 2 (2

“Dari Ibn ‘Abbas, bahwasanya Nabi shallallahu alaihi wasallam
bersabda: barang siapa yang lupa melaksanakan salah satu ke-
wajiban (manasik) haji atau meninggalkannya, maka hendaknya
ia menglirkan darah (denda Damm).” (HR. Al-Baihaqi dalam al-
Sunan al-Kubra, dan Malik dalam al-Muwaththa’).

b. Hadis Rasulullah shallallahu alaihi wasallam yang mengizinkan
paman beliau yang bernama ‘Abbas untuk bermalam di Mekkah
ketika pelaksanaan Mabit di Mina:

@a) M\ X8 :,: w\:;s\ ;Su Ju \;;:;Au\ @'o*;.;; u:\ uf.

4 ueb ‘év::\—%“
“Dari Ibn ‘Umar ra. ia berkata: al-Abbas ibn Abdul Muthallib
ra. meminta izin kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam

untuk bermalam di Mekkah pada malam-malam Mabit di Mina
karena tugas memberi minum jamah haji, kemudian Rasulullah
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shallallahu alaihi wasallam mengizinkannya.” (HR. Al-Bukhari)

c. Hadis Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tentang beberapa
manasik haji:

e "\ym\d,ju;\f\,\;&\ \:\SSLMJU?)\,\.&&
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“Dari Abdurrahman ibn Ya'mar, bahwasanya sekelompok pen-
duduk Najd mendatangi Rasulullah shallallahu alaihi wasallam
ketika sedang di ‘Arafah, kemudian mereka bertanya kepada Nabi,
maka Nabi menyampaikan: haji adalah Arafah. Barang siapa
yang datang pada malam perkumpulan sebelum terbitnya fajar,
maka telah melaksanakan haji. Hari Mina adalah sebanyak tiga
hari. Barangsiapa yang tergesa-gesa kembali pada hari kedua,
maka dia tidak berdosa. Barangsiapa yang mengakhirkan, kem-
bali pada hari ketiga juga tidak berdosa.” (HR. At-Tirmidzi, al-Na-
sai, dan Ibn Majah).

\\\

3. Kaidah Fikih
AL *”\i Liagen je Fuj\ A

“Kebijakan imam (pemerintah) terhadap rakyatnya didasarkan pada
kemaslahatan.”

“Segala Mudharat (bahaya) harus dihilangkan.”

“Segala mudharat (bahaya) harus dihindarkan sedapat mungkin.”
Aladl s fe f3s i 53
“Mencegah kerusakan (mafsadah) harus didahulukan daripada men-

gambil kemashlahatan.”
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4. Pendapat para ulama terkait perbedaan status hukum Mabit di

Muzdalifah dan Mina, serta praktiknya:
¢J\.>.J3\ L2 \Siu u_5>-j3\ ZCS.SLJ\ dbj cw\) el ALLJ—\ J

.- -

Lﬁgb_j‘-;j cu.sja-Y\ @Y\ J.& g.,\:» K:.a...;-\ el d.a_/w.d\ JU
515 g e A @J\Mbu\c)m&\

“Mazhab imam Ahmad ibn Hanbal berpendapat bahwa Mabit huk-
umnyawajib. Mazhab imam Malik berpendapat bahwa Mabit hukum-
nya wajib sebatas menetap. Mazhab imam Syafi'i berpendapat bahwa
Mabit hukumnya wajib, tetapi cukup sesaat saja setelah pertengahan
malam. Mabit di Mina pada malam-malam hari Tasyriq hukumnya
sunnah menurut mazhab imam Abu Hanifah, sedangkan wajib bagi
orang yang tidak memiliki udzur menurut mazhab imam lainnya
berdasarkan apa yang Nabi shallallahu alaihi wasallam lakukan seb-
agaimana yang diriwayatkan imam Abu Daud.” (Wahbah al-Zuhayli,
al-Figh al-Islami wa Adillatuh [Beirut: Dar al-Fikr, t.t.], Juz. 3, hal.

2272-2273).
Pendapat para ulama terkait keabsahan ibadah haji jika tidak melak-

sanakan Mabit (bermalam) di Muzdalifah dan Mina, akan tetapi di-
wajibkan denda (Dam):

B 2o rs_,:’;:;u,)\m\cuuu\mwu\pfy
(umfbigsj\m&@w&w) wa\ﬁé&’“\@o)wuw\

“Barang siapa yang meninggalkan salah satu kewajiban haji den-
gan sengaja atau lupa, maka wajib membayar Damm dan hajinya
sah berdasarkan hadis yang diriwayatkan Ibn Abbas ra. bahwa Nabi
shallallahu alaihiwasallam bersabda: barang siapa yang lupa melak-
sanakan salah satu manasik haji atau meninggalkannya, maka hen-
daknya ia menglirkan darah (denda Damm).” (Tim Penulis, al-Figh
al-Muyassar fi Dlaw’i al-Kitab wa al-Sunnah [Madinah: Majma’ al-
Malik Fahd li Thiba'at al-Mushaf al-Syarif, 1424 H.], hal. 177).

@usngwu,%@uv L ale 4 yéﬂ\QYL@J
wégfobcﬁ)ﬁ L;‘;J\)LS"“MJG/ s-\.;.&.;j\dwbdjsécci-\
A.J‘CA)J\&«O%&LQJ)) uwfmwu)u-\wbuébb;ﬁu UJD S5
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“Dan Mabit di Muzdalifah karena Nabi shallallahu alaihi wasallam
. Mabit di Muzdalifah. Mabit bukan rukun haji menurut pendapat
kebanyakan ulama. Al-Sya’bi dan al-Nakha'i berpendapat bahwa
Mabit adalah rukun. Jika ditinggalkan, maka tidak sah hajinya. Dalil
pendapat kami (kebanyakan ulama) adalah hadis yang kami sebut-
kan dari riwayat al-Harits ibn Midlras. la meriwayatkan dari Nabi
shallallahu alaihi wasallam . bahwa ia bersabda: haji adalah Arafah.
Barang siapa yang melaksanakan Wuquf di Arafah, maka hajinya
sah. Barang siapa yang tidak melaksanakan Wuquf di ‘Arafah, maka
hajinya tidak sah. Oleh karena ini adalah Mabit, maka bukan rukun
seperti Mabit di Mina pada malam ‘Arafah.” (Yahya ibn Abi al-Khair
al-‘Umrani, al-Bayan fi Madzhab al-Imam al-Syafi’i [ Jeddah: Dar al-
Minhaj, 2000], Juz.4, hal. 323).

6. Pendapat ulama tentang Murur (melewati) Muzdalifah dan Mina
sudah dianggap Mabit (bermalam):

‘“(;a;,w,w)g;;;»u)weﬂ 15 33506 el (J3)
w@aﬁf\&usfijj;»afw’\ EEM B8 G pgss
L}/Pj &) Z\DL#\L;M) D90la &) Afg_;guj G-
S5 T8 G 4 ”\Jiﬁ;‘;;}uﬂxw@dyz;wwx

rY\L; \.lf M\M/ /”*jj

“(Pasal) dalam persoalan Mabit (bermalam) di Muzdalifah, menin-
ggalkan Muzdalifah, dan hal yang terkait. (dan mereka bermalam
di Muzdalifah) setelah mereka meninggalkan ‘Arafah berdasarkan
hadis yang diriwayatkan imam Muslim. Hal ini hukumnya wajib,
tetapi bukan rukun menurut pendapat yang lebih tepat, berbeda den-
gan pendapat imam Rafi'i yang mengatakan bahwa hal ini adalah
sunnah, sedangkan menurut imam Subki, hal ini adalah rukun. Ber-
malam di Muzdalifah cukup dilaksanakan dalam waktu sesaat saja,
seperti pelaksanaan Wuquf di ‘Arafah, sehingga cukup dengan mele-
wati Muzdalifah, meskipun tidak berdiam diri. Waktu pelaksanaan-
nya adalah setelah pertengahan malam, sebagaimana yang ditegas-
kan dalam kitab Al-Umm.” (Muhammad ibn Muhammad al-Khatib
al-Syarbini, Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifat Ma'ani Alfadz al-Minhaj,
[Beirut: Dar al-Kutub al-Tlmiyah, 1994], juz 2, hal. 264).

W Jc ”"” N as b Q)Q) a0V AN sl 3 (J.ms)
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“[Pasal] tentang mabit di Muzdalifah dan yang menyertainya meru-
pakan amalan berurutan dan berkesinambungan dari sebelumnya. la
berkata [mereka bermalam] secara wajib, yaitu setelah beranjak dari
wukuf di Arafah [di Muzdalifah] dan diwajibkan dam jika melanggar.
Ada pendapat lain mengatakan sunnah sebagaimana dikuatkan oleh
al-Rafi’i, dan ada yang berpendapat rukun menurut banyak ulama
termasuk al-Subki. Dan sudah dianggap sah menetap sesaat di Muz-
dalifah meskipun hanya sekadar murur (lewat) sebagaimana dinukil
dari kitab al-Umm dan al-Imla.” (Ibnu Hajar al-Haitami, Tuhfah al-
Mubhtaj fi Syarh al-Minhaj, juz 4, hal. 113)

AR e giw\jy’s JBs ez e 156 1 je 2assh 1,Les 156
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“Ketika telah sampai di Muzdalifah, maka mereka mabit (bermalam).
Status bermalam ini termasuk “nusuk’, namun apakah ia wajib atau
sunnah? Ada dua pendapat dari Imam al-Syafi'i rahimahullah; apa-
bila beranjak (dari Muzdalilfah) setelah tengah malam sebab uzur
ar’i atau selainnya, atau beranjak sebelum tengah malam namun
kembali ke Muzdalifah sebelum terbit fajar, maka tidaklah mengapa.
Apabila sejak awal meninggalkan mabit, atau beranjak sebelum ten-
gah malam dan tidak kembali lagi, atau sama sekali tidak masuk
Muzdalifah, hajinya tetap sah dengan membayar dam. Jika mabit
itu wajib maka dam adalah wajib, jika mabit sunnah maka dam juga
sunnah. Apabila tidak datang ke Muzdalifah pada paruh pertama
malam, lalu tiba setelah paruh kedua malam, meski (lewat) sesaat,
maka sah mabitnya, sebagaimana dijelaskan imam al-Syafi’i rahima-
hullah.” (Yahya bin Syarof al-Nawawi, al-Idloh fi manasik al-Hajj wa
al-‘Umroh, Beirut: Dar al-Basyair al-Islamiyah, hal. 298-299)
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“|Pasal] mengenai mabit di Muzdalifah dan beranjak darinya, dan
apa yang disebutkan tentang keduanya maka [wajib] setelah beran-
jak dari Arafah [bermalam] yang artinya ‘berdiam’ [sesaat]| meski
tanpa tidur [di Muzdalifah] sesuai hadis-hadis sahih yang berlaku.
Dan penjelasan tentang kewajibannya dan telah dianggap sempurna
mabit meski sesaat [di separuh kedua] malam, walaupun dinamakan
mabit yang berarti “bermalam’. Dan perintah mabit di sini bukanlah
untuk shalat seperempat malam, maka boleh beranjak dari Muzdali-
fah setelah tengah malam karena manasik yang lain masih banyak
dan memberatkan sehingga dalam hal ini terdapat dispensasi.” (Su-
laiman al-Bujairimi al-Syafi'i, Hasyiyah al-Bujairimi ‘ala Syarh al-
Minhaj, juz 2, hal. 132)
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Mazhab imam Syafi'i berpendapat bahwa kewajiban Mabit di Muz-
dalifah adalah cukup dengan sekedar sampai di Muzdalifah sesaat
saja seperti Wuquf di Arafah, maka cukup juga dengan sekedar mele-
watinya, meskipun tidak berhenti. Waktunya adalah setelah pertenga-
han malam. Disunnahkan bagi Wanita dan orang lemah untuk pergi
ke Mina setelah pertengahan malam.” (Wahbah al-Zuhayli, al-Figh
al-Islami wa Adillatuh [Beirut: Dar al-Fikr, t.t.], Juz. 3, hal. 2247).

7. Pendapat para ulama tentang keringanan bagi orang yang memiliki
uzur seperti tugas memberi minum jamaah haji, menggembala he-
wan ternak, kekhwatiran terhadap harta, jiwa, kesehatan, keterba-
tasan usia, kondisi fisik yang lemah, dan lainnya untuk tidak berma-
lam di Muzdalifah dan Mina:
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“Termasuk dari orang yang memiliki udzur, yaitu orang yang khawatir
kehilangan hartanya jika ia Mabit, atau khawatir terhadap jiwanya,
atau memiliki penyakit yang akan bertambah parah jika Mabit, atau
memiliki penyakit yang butuh istirahat, atau mencari barang yang hi-
lang, atau memiliki urusan mendesak yang takut terlewat. Maka bagi
mereka ada dua pandangan; yang shahih boleh bagi mereka mening-
galkan mabit dan tidak terkena dam. Bagi mereka juga boleh bergerak
setelah maghrib.” (Imam al-Nawawi, al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdz-
ab [Beirut: Dar al-Fikr, t.t.], Juz. 8, hal. 248).
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“Bagi jamaah haji yang uzur tidak dikenakan dam ketika meninggal-
kan mabit” (Zakariya ibn Muhammad al-Anshari, Asna al-Mathalib fi
Syarh Rawdl al-Thalib [Beirut: Dar al-Kitab al-Islami, t.t.], juz. 1, hal.

489).
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“Tidak wajib Mabit di Mina dan Muzdalifah serta tidak harus mem-
bayar Damm bagi orang yang memiliki udzur, yaitu para penggemba-
la hewan dan petugas memberi minum berdasarkan Nabi shallallahu
alaihiwasallam . memberi keringanan kepada penggembala unta un-
tuk tidak melaksanakan Mabit di Mina, Qays tidak Mabit di Mina dan
Muzdalifah, serta Nabi shallallahu alaihi wasallam . memberi kerin-
ganan kepada Abbas untuk Mabit di Mekkah pada malam-malam
Mina karena bertugas memberi minum, sebagaimana yang diriway-
atkan imam al-Bukhari dan Muslim. Tidak wajib Mabit di Mina dan
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Muzdalifah juga bagi orang yang memiliki udzur, yaitu orang yang
khawatir kehilangan hartanya jika ia Mabit, atau khawatir terhadap
Jjiwanya, atau harta yang dimiliki, atau memiliki penyakit yang butuh
istirahat, atau memiliki penyakit yang akan bertambah parah jika
Mabit, atau lainnya. Tidak wajib Mabit di Muzdalifah jika sudah bera-
khir malam ‘1d di ‘Arafah, kemudian ia harus Wuquf di ‘Arafah karena
yang diperintahkan Mabit hanya orang yang tidak punya kesibukan.”
(Wahbah al-Zuhayli, al-Figh al-Islami wa Adillatuh [Beirut: Dar al-
Fikr, t.t.], Juz. 3, hal. 2266).
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“Ketika masuk waktu terbenam matahari, maka ia meninggalkan
Arafah dengan tenang dan mendatangi Muzdalifah dalam keadaan
membaca Talbiah, kemudian salat Magrib dan Isya dengan Jama’ dan
Qashar di Muzdalifah. Bagi orang yang lemah, diberi keringanan un-
tuk meninggalkan Muzdalifah di malam hari (tidak bermalam), se-
dangkan bagi orang yang kuat, tetap berada di Muzdalifah sampai
salat Subuh.” (Tim Penulis, Al-Figh al-Muyassar fi Dlaw’l al-Kitab wa
al-Sunnah [Madinah: Majma’ al-Malik Fahd li Thiba’at al-Mushaf al-
Syarif, 1424 H.], hal. 186).
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BAGIAN KEEMPAT

Masalah Hukum Perundang-undangan
(Masail Qonuniyyah)






KEPUTUSAN
[JTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VIII
Nomor 12/Ijtima’ Ulama/VIIl/2024
Tentang
TINJAUAN TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG
PERAMPASAN ASET TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA

Jjtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII yang diselenggarakan di Pon-
dok Pesantren Bahrul Ulum Islamic Center, Sungailiat, Kabupaten Bangka,
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada 20-23 Zulkaidah 1445 H/28-31
Mei 2024 M setelah:

MENIMBANG : a. bahwa seiring dengan dinamika sosial politik
dan kemasyarakatan, banyak masalah kontem-
porer yang terkait dengan masalah strategis
kebangsaan, baik yang terkait dengan masalah
kenegaraan, kebangsaan, maupun keumatan
yang muncul dan dihadapi bangsa Indonesia;

b. bahwa terhadap masalah tersebut banyak yang
beririsan dengan masalah keagamaan dan
membutuhkan jawaban hukum Islam dari para
ulama, zuama dan cendekiawan muslim;

c. bahwa terhadap masalah tersebut diperlukan
jawaban hukum keagamaan berupa keputusan
Jjtima’ Ulama Komisi Fatwa untuk dijadikan
pedoman;

MENGINGAT : 1. Dalil-dalil yang menjadi landasan dalam pene-
tapan hukum yang terkait dengan masalah seb-
agaimana terlampir dalam keputusan, baik dari
Al-Qur’an, Hadits,Ijma) Qiyas, dan Dalil-dalil
lain yang mu'tabar.

2. Berbagai pertimbangan akademik dan pertim-
bangan maslahah-mafsadah yang disampaikan
sebagaimana terlampir dalam keputusan.
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MEMPERHATI- :

KAN

. Pidato Wakil Presiden RI dalam acara Pembu-

kaan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia
VIIL

. Pidato Iftitah Wakil Ketua Umum MUI dalam

acara Pembukaan [jtima’ Ulama Komisi Fatwa
Se-Indonesia VIII.

. Paparan para nara sumber dalam Sidang Pleno

Jjtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIIL

. Penjelasan Ketua Panitia Pengarah (Steering

Committee) dalam Sidang Pleno I Ijtima’ Ulama
Komisi Fatwa Se-Indonesia VIIL

. Laporan Hasil Sidang Komisi C tentang Ma-

salah Peraturan Perundang-undang (Masail
Qanuniyyah) yang dibacakan dalam Sidang
Pleno VIjtima’ Ulama Komisi Fatwa se-Indone-
sia VIIL

. Pendapat dan masukan yang berkembang

dalam Sidang Pleno V Ijtima’ Ulama Komisi
Fatwa Se-Indonesia VIIL

dengan bertawakkal kepada Allah subhanahu wa taala:

MENETAPKAN

178

MEMUTUSKAN

1. Mengesahkan hasil Sidang Komisi C tentang

Tinjauan Terhadap Rancangan Undang-Un-
dang Tentang Perampasan Aset Terkait Dengan
Tindak Pidana yang termasuk Masalah Per-
aturan Perundang-undangan (Masail Qanuni-
yyah) sebagaimana terlampir dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan
ini.

. Menghimbau semua pihak untuk menyebarlu-

askan hasil Ijtima’ ini kepada masyarakat untuk
dijadikan pedoman.

. Keputusan ini mulai berlaku pada saat ditetap-

kan, dan jika di kemudian hari membutuhkan
penyempurnaan, maka akan dilakukan peny-
empurnaan sebagaimana mestinya.
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Ditetapkan di :Bangka

Pada Tanggal  :23 Zulkaidahi1445H
31 Mei 2024 M
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LAMPIRAN KEPUTUSAN
I[JTIMA’ ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VIII
Nomor 12/Ijtima’ Ulama/VIII/2024
Tentang
TINJAUAN TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG

TENTANG PERAMPASAN ASET TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA

e

Tindak pidana dengan motif ekonomi yang awalnya bersifat sederhana
seperti pencurian, penipuan, dan penggelapan, saat ini berkembang
menjadi semakin kompleks karena melibatkan pelaku yang terpelajar
dan seringkali bersifat transnasional atau lintas negara. Jenis kejahatan
ini selain menghasilkan banyak harta kekayaan sekaligus juga menggu-
nakan banyak dana untuk membiayai peralatan-peralatan, sarana, dan
prasarana yang mendukung pelaksanaan tindak pidana tersebut. Den-
gan kompleksitas seperti ini, maka penanganan tindak pidana menjadi
semakin rumit dan sulit untuk ditangani oleh penegak hukum. Tujuan
utama para pelaku tindak pidana dengan motif ekonomi adalah untuk
mendapatkan kekayaan dengan memanfaatkan jabatan, kesempatan
yang tercipta atau diciptakan, dan berbagai tindakan ilegal lainnya. Ra-
tio legis tindakan tersebut bagi pelaku kejahatan merupakan sumber
energi yang mendorong lahirnya tindak pidana; karenanya cara yang
paling efektif untuk melakukan pemberantasan dan pencegahan terha-
dap tindak pidana dengan motif ekonomi adalah dengan membunuh
kehidupan dari kejahatan dengan cara merampas hasil dan instrumen
tindak pidana tersebut. Argumen ini tentunya tidak mengecilkan arti
dari hukuman pidana badan terhadap para pelaku tindak pidana, yang
selama ini harus diakui bahwa terbukti tidak menimbulkan efek jera
bagi pelaku tindak pidana dengan sekedar menjatuhkan pidana badan.
Konstruksi sistem hukum pidana yang dikembangkan di Indonesia ma-
sih bertujuan untuk mengungkap tindak pidana yang terjadi, menemu-
kan pelakunya, serta menghukum pelaku tindak pidana dengan sanksi
pidana, terutama “pidana badan” baik pidana penjara maupun pidana
kurungan. Sementara itu, isu pengembangan hukum dalam lingkup
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internasional seperti masalah penyitaan dan perampasan hasil tindak
pidana dan instrumen tindak pidana belum menjadi bagian penting
di dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Secara empiris kejahatan
di bidang ekonomi ini berpotensi merusak tatanan kehidupan negara
dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan di dalam suatu ma-
syarakat secara keseluruhan.

3. Secara empirik, bentuk-bentuk kejahatan tindak pidana bidang ekono-
mi telah berkembang dengan adanya kejahatan yang terorganisir (orga-
nized crime).selain melibatkan sekumpulan orang yang mempunyai ke-
ahlian di dalam melaksanakan tindak pidana, bentuk kejahatan ini juga
didukung oleh beragam instrumen tindak pidana, sehingga mereka bisa
menghimpun hasil tindak pidana dalam jumlah yang sangat besar. Upa-
ya untuk melumpuhkan bentuk kejahatan seperti ini hanya akan efektif
jika pelaku tindak pidana ditemukan dan dihukum serta hasil dan in-
strumen tindak pidananya disita dan dirampas oleh negara. Beberapa
ketentuan pidana yang tersedia sudah mengatur mengenai kemungki-
nan untuk menyita dan merampas hasil dan instrumen tindak pidana,
namun berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, perampasan hanya
dapat dilaksanakan setelah pelaku tindak pidana terbukti di pengadilan
secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Sebenarnya telah
tersedia berbagai kemungkinan yang dapat menghalangi penyelesaian
mekanisme penindakan seperti itu misalnya tidak ditemukannya atau
meninggalnya atau adanya halangan lain yang mengakibatkan pelaku
tindak pidana tidak bisa menjalani pemeriksaan di pengadilan atau ti-
dak ditemukannya bukti yang cukup untuk mengajukan tuntutan ke
pengadilan dan sebab yang lainnya. Beberapa ketentuan tindak pidana
korupsi yang berlaku juga masih memunculkan beberapa permasala-
han. Adanya substitusi dari keharusan membayar uang pengganti den-
gan kurungan badan yang lamanya tidak melebihi ancaman hukuman
maksimum pidana pokoknya menciptakan peluang bagi pelaku korupsi
untuk memilih memperpanjang masa hukuman badan dibandingkan
dengan harus membayar uang pengganti

4. Dalam perspektif tujuan negara, maka tindak pidana di bidang ekonomi
justru mereduksi hak masyarakat dan hak negara untuk mewujudkan
kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap ke-
jahatan tersebut harus memiliki dampak yang nyata terutama efek jera
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bagi para pelakunya dan pembelajaran bagi masyarakat pada umumnya.
Dalam hubungan ini, negara harus menetapkan kebijakan yang mampu
mensinergikan upaya penegakan hukum yang berlandaskan pada nilai-
nilai keadilan dengan upaya pencapaian tujuan nasional untuk mewu-
judkan kesejahteraan umum bagi masyarakat. Berdasarkan pemikiran
seperti ini, penanganan tindak pidana dengan motif ekonomi harus
dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang berkeadilan bagi
masyarakat melalui pengembalian hasil dan instrumen tindak pidana
kepada negara untuk kepentingan masyarakat. Menyita dan merampas
hasil dan intrumen tindak pidana dari pelaku tindak pidana tidak saja
memindahkan sejumlah harta kekayaan dari pelaku kejahatan kepada
masyarakat, tetapi juga akan memperbesar kemungkinan masyarakat
untuk mewujudkan tujuan bersama yaitu terbentuknya keadilan dan
kesejahteraan bagi semua anggota masyarakat.

5. Secara konstitusional, RUU Perampasan Aset Terkait dengan Tindak
Pidana, terutama tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian
uang menjawab pesan ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat
(4) UUD 1945, sehingga pengembalian hak negara dan hak masyarakat
atas nilai finansial yang dirampas tanpa hak tersebut melalui perampas-
an aset dapat diwujudkan. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi pem-
bentuk undang-undang untuk mengabaikan RUU Perampasan Aset Ter-
kait dengan Tindak Pidana menjadi undang-undang demi tercapainya
kesejahteraan dan keadilan sosial bagi masyarakat Indonesia.

6. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka RUU Perampasan Aset Ter-
kait dengan Tindak Pidana wajib mendapat prioritas pembahasan dan
persetujuan menjadi undang-undang sesuai dengan prosedur dan me-
kanisme pembentukan suatu undang-undang. Jika RUU Perampasan
Aset menjadi undang-undang, diyakini akan berdampak pada penu-
runan tidak pidana bidang ekonomi, terutama tindak pidana korupsi
dan tindak pidana pencucian uang.

7. Perampasan aset harus didasarkan pada keadilan, kemaslahatan, dan
kehati-hatian. Jika terjadi pengurangan nilai aset yang dirampas dari
nilai kerugian negara yang telah diputuskan dalam pengadilan, maka
perampasan aset tersebut mencakup aset yang dimiliki secara tidak sah
(karena korupsi dan tindak pidana lain yang dilakukannya) dan aset
lain yang dimiliknya secara sah. Hal ini untuk mewujudkan nilai keadi-

182 Bagian Keempat: Masalah Hukum Perundang-undangan



lan, kemaslahatan, dan kehati-hatian. Negara dan masyarakat dirugikan

dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana seperti

menghilangkan aset, mengalih-statusan kepemilikan aset, dan lain seb-
againya.

8. Dalam rangka tindakan antisipasi terhadap upaya-upaya pelaku tindak
pidana untuk menghilangkan aset, mengalih-statuskan kepemilikan
aset, dan lain sebagainya, maka negara harus melakukan tindakan me-
nutup segala akses terkait aset terduga/tersangka sejak ditetapkan seb-
agai tersangka dengan berbagai fasilitas yang dimiliki tersangka.

9. Sehubungan dengan hal itu, Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia
VIII menyampaikan sikap dan rekomendasi:

a. Mendesak Pembentuk Undang-Undang (Pemerintah dan DPR) agar
segera mengesahkan RUU tentang Perampasan Aset Terkait dengan
Tindak Pidana menjadi Undang-Undang sesuai dengan mekanisme
dan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan untuk
mewujudkan negara adil dan makmur sesuai dengan cita-cita yang
termaktub dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945;

b. Mendesak Pembentuk Undang-Undang agar menetapkan bahwa
aset yang dimaksud dalam butir nomor 7 adalah aset hasil tindak
pidana korupsi dan aset lain yang dimiliknya secara sah dalam hal
terjadi selisih kurang nilai dan/atau harga karena penurunan nilai
aset yang dimiliki secara tidak sah pada saat dijual;

c. Mendesak agar Penegak Hukum menutup segala akses terkait aset
terduga/tersangka sejak ditetapkan sebagai tersangka dengan berb-
agai fasilitas yang dimiliki tersangka.
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KEPUTUSAN
I[JTIMA’ ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VIII
Nomor 13/Ijtima’ Ulama/VIII/2024
Tentang
LAYANAN URUSAN AGAMA-AGAMA SELAIN ISLAM DI KANTOR
URUSAN AGAMA (KUA)

Jjtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII yang diselenggarakan di Pon-
dok Pesantren Bahrul Ulum Islamic Center, Sungailiat, Kabupaten Bangka,
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada 20-23 Zulkaidah 1445 H/28-31
Mei 2024 M setelah:

MENIMBANG : a. bahwa seiring dengan dinamika sosial politik
dan kemasyarakatan, banyak masalah kontem-
porer yang terkait dengan masalah strategis
kebangsaan, baik yang terkait dengan masalah
kenegaraan, kebangsaan, maupun keumatan
yang muncul dan dihadapi bangsa Indonesia;

b. bahwa terhadap masalah tersebut banyak yang
beririsan dengan masalah keagamaan dan
membutuhkan jawaban hukum Islam dari para
ulama, zuama dan cendekiawan muslim;

c. bahwa terhadap masalah tersebut diperlukan
jawaban hukum keagamaan berupa keputusan
Jjtima’ Ulama Komisi Fatwa untuk dijadikan
pedoman;

MENGINGAT : 1. Dalil-dalil yang menjadi landasan dalam pene-
tapan hukum yang terkait dengan masalah seb-
agaimana terlampir dalam keputusan, baik dari
Al-Qur’an, Hadits,Ijma, Qiyas, dan Dalil-dalil
lain yang mu'tabar.

2. Berbagai pertimbangan akademik dan pertim-
bangan maslahah-mafsadah yang disampaikan
sebagaimana terlampir dalam keputusan.
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MEMPERHATI- :

KAN

. Pidato Wakil Presiden RI dalam acara Pembu-

kaan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia
VIIL

. Pidato Iftitah Wakil Ketua Umum MUI dalam

acara Pembukaan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa
Se-Indonesia VIIL

. Paparan para nara sumber dalam Sidang Pleno

Jjtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII.

. Penjelasan Ketua Panitia Pengarah (Steering

Committee) dalam Sidang Pleno I Ijtima’' Ulama
Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII.

. Laporan Hasil Sidang Komisi C tentang Ma-

salah Peraturan Perundang-undang (Masail
Qanuniyyah) yang dibacakan dalam Sidang
Pleno V Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa se-Indone-
sia VIIL

. Pendapat dan masukan yang berkembang

dalam Sidang Pleno V Ijtima’ Ulama Komisi
Fatwa Se-Indonesia VIIL

dengan bertawakkal kepada Allah subhanahu wa taala:

MENETAPKAN

186

MEMUTUSKAN

. Mengesahkan hasil Sidang Komisi C tentang Lay-

anan Urusan Agama-agama Selain Islam di Kantor
Urusan Agama (KUA) yang termasuk Masalah Per-
aturan Perundang-undangan (Masail Qanuniyyah)
sebagaimana terlampir dan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

. Menghimbau semua pihak untuk menyebarluas-

kan hasil Ijtima’ ini kepada masyarakat untuk dija-
dikan pedoman.

. Keputusan ini mulai berlaku pada saat ditetapkan,

dan jika di kemudian hari membutuhkan penyem-
purnaan, maka akan dilakukan penyempurnaan se-
bagaimana mestinya.

Bagian Keempat: Masalah Hukum Perundang-undangan



Ditetapkan di :Bangka

Pada Tanggal  :23 Zulkaidahi1445H
31 Mei 2024 M

PIMPINAN SIDANG PLENO
[JTIMA’' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VIII

Ketua, Sekretaris,
ttd. ttd.
Prof. Dr. K.H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, M.A.  Dr. H. Rofiqul Umam Ahmad, S.H., M.H.
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LAMPIRAN KEPUTUSAN
I[JTIMA’ ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VIII
Nomor 13/Ijtima’ Ulama/VIII/2024
Tentang
LAYANAN URUSAN AGAMA-AGAMA SELAIN ISLAM
DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)

A\ o
XA 2

Bahwa eksistensi KUA sebagai lembaga Islam yang memiliki sejarah
panjang sejak masa kolonial Belanda (bahkan sejak masa kerajaan Islam
di Nusantara), dimana semula ia berupa Lembaga Kepenghuluan (Voor
Vorokstur van Muhammaden Zaken) yang diakui oleh pemerintah ko-
lonial Belanda sebagai institusi yang melakukan pencatatan dan pelak-
sanaan pernikahan (Voor Vorokstur van Muhammaden Zaken). Di masa
ini, Lembaga Kepenghuluan sebagai lembaga swasta yang diatur dalam
suatu Ordonansi, yaitu Huwelijk Ordonatie S. 1929 NO. 348 jo S. 1931
NO.467, Vorstenladsche Huwelijk Ordoatie S. 1933 NO. 98 dan Huwelijs
Ordoatie Buetengewesten S. 1932 NO. 482. Untuk Daerah Vortenlanden
dan seberang diatur dengan Ordonansi tersendiri. Lembaga Kepeng-
huluan ini juga berperan sebagai lembaga peradilan agama dan Peja-
batnya disebut Penghulu. Pada masa itu, Jabatan Penghulu merupakan
jabatan penting dan terhormat karena Penghulu selain sebagai Pejabat
yang melakukan pencatatan dan melaksanakan pernikahan juga adalah
sebagai Hakim pemutus Perkara Keagamaan, bahkan Hadlratusssekh
Hasyim Asy’ari pernah menjabat sebagai Penghulu yang sangat dihor-
mati pada masa itu. Pada tahun 1943, di masa Kolonial Jepang, lembaga
kepenghuluan berubah menjadi Kantor Urusan Agama yang tidak han-
ya diakui pemerintah kolonial saat itu, tetapi juga diperkuat kedudu-
kannya serta dilakukan perbaikan administratif dalam pencatatan dan
pelaksanaan pernikahan umat Islam. Setelah kemerdekaan, lembaga
KUA menjadi lembaga yang berada di bawah Departemen Agama RI
yang tidak hanya menangani urusan Nikah, Talak, Rujuk, dan Cerai,
tetapi juga masalah wakaf dan peribadatan sosial umat Islam lainnya.
Dengan sejarah panjang KUA tersebut, maka eksistensi KUA wajib di-
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jaga sebagai lembaga Islam yang khusus mengurusi hal yang terkait den-
gan ritual dan peribadatan umat Islam Indonesia.

2. Peserta Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa MUI VIII memandang bahwa
kita juga harus memperhatikan sejarah keberadaan Kementerian Aga-
ma (Departemen Agama), di mana sekarang KUA merupakan bagian
di dalamnya, secara historis adalah kompensasi dari dihapusnya tujuh
kata piagam Jakarta yang merupakan hasil kesepakatan dan kompromi
para Founding Fathers NKRI untuk umat Islam. Sebaliknya penghapu-
san tujuh kata dalam piagam Jakarta yang kemudian menjadi Pancasila
(dasar Negara) merupakan hadiah terbesar umat Islam kepada NKRI.
Oleh karenanya, aspek kesejarahan tersebut harus dijadikan dasar un-
tuk mempertahankan eksistensi, peran, dan fungsi utama Kementerian
Agama dan Kantor Urusan Agama untuk umat Islam.

3. Peserta Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa MUI VIII memandang bahwa Pernika-
han, Wakaf, dan peribatan sosial umat Islam yang ditangani KUA adalah
aspek ibadah yang tidak boleh dicampur-adukkan dengan agama lain.

4. Keberadaan umat Islam yang menjadi penduduk mayoritas di NKRI
sangat membutuhkan pelayanan administratif dan keagamaan sesuai
dengan syariat agamanya. Untuk itu, dibutuhkan satu lembaga khusus
yang mengurus dan mengatur kebutuhan peribadatan umat. Harus
dipahami dan diingat bahwa kata Agama dalam KUA sesungguhnya di-
maksudkan untuk agama Islam saja, sebagaimana Pengadilan Agama
sebagai lembaga Peradilan Agama Islam untuk umat Islam. Adapun
pengurusan administrasi pernikahan dan ritual sosial agama selain Is-
lam dilakukan pada lembaga lain sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan dan institusi keagamaan di masing-masing aga-
ma yang ada.

5. Peserta Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa MUI VIII memandang bahwa eksis-
tensi Kantor Urusan Agama (KUA) dari aspek sejarah maupun fungsi, tu-
gas, dan kedudukannya adalah sama dengan Pengadilan Agama (PA) di-
mana kedua lembaga ini merupakan institusi yang dibentuk khusus
untuk melayani hal-hal administratif dan ritual/ibadah yang menjadi
kebutuhan khusus umat Islam dan karenanya tidak pada tempatnya
jika lembaga ini juga melayani aspek ritual umat di luar Islam. Hal ini
mengingat tugas utama KUA melaksanakan pencatatan nikah, rujuk,
mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah
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sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah yang selu-
ruhnya terkait dengan khusus masyarakat Islam.
Mengacu pada Keputusan Menteri Agama No. 517 Tahun 2001 tentang Pe-
nataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, tugas KUA adalah
melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten
dan Kota di bidang Urusan Agama Islam. MUI memandang bahwa KUA
tidak layak dijadikan sebagai tempat pelayanan urusan agama-agama
selain Islam.
Mengingat hal-hal yang menjadi tugas administratif KUA terkait erat
dengan permasalahan ibadah umat Islam, maka tidak semestinya pelay-
anan masalah ibadah agama selain Islam dilayani oleh KUA dan tidak
semestinya juga mencampuradukkan dengan pelayanan urusan agama-
agama selain Islam.
Mengingat terdapat Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor
2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara
Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama
dan Kepercayaan, MUI berpandangan bahwa KUA yang antara lain ber-
tugas mencatat perkawinan bagi umat Islam tidak tepat jika memberi-
kan pelayanan urusan agama selain Islam.
Berdasarkan Pasal 29 UUD 1945 yang menyatakan bahwa (1) Negara
berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. (2) Negara menjamin ke-
merdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-
masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya
itu, maka MUI berpandangan bahwa KUA merupakan kebutuhan spiri-
tual umat Islam untuk menjalankan bagian dari ajaran agamanya yang
terkait dengan keimanan dan keberlangsungan kehidupan manusia.

Sehubungan dengan hal itu, Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia

VIII menyampaikan sikap dan rekomendasi:

a. Agar pemerintah segera menghentikan rencana dan aksi perluasan
tugas dan fungsi KUA dalam melayani selain urusan agama Islam;
dan

b. Agar pemerintah membuat kebijakan terkait ikhtiar optimalisasi
fungsi dan tugas urusan agama Islam mencakup fungsi pencatatan
nikah, rujuk (kepenghuluan), mengurus dan membina masjid, zakat,
wakaf, Baitul mal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengem-
bangan keluarga sakinah.

Bagian Keempat: Masalah Hukum Perundang-undangan



PIMPINAN SIDANG KOMISI C

Ketua, Sekretaris,
ttd. ttd.
Prof. Dr. H. Jaih Mubarok, S.E., M.Ag Dr. Fatihunnada, M.A
PIMPINAN SIDANG PLENO

[JTIMA’' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VIII

Ketua, Sekretaris,
ttd. ttd.
Prof. Dr. K.H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, M.A.  Dr. H. Rofiqul Umam Ahmad, S.H., M.H.

TIM PERUMUS

Ketua : Prof. Dr. H. Jaih Mubarok, S.E., M.H., M.Ag.

Sekretaris : Dr. Fatihunnada, MA.

Anggota :1. Prof. Dr. Zainal Arifin Hoesien, S.H., M.H
2. Dr. H. Ikhsan Abdullah, S.H., M.H
3. Dr. H. Aminuddin Yakub, M.A
4. Dr. Satibi Darwis, Lc., M.A
5. H. M. Mujab, M. Th, Ph.D
6. Dr. Abdul Gaffar, M.Th.I
7. Edi Kurniawan, M.Fil

8. Ginanjar Nugraha, M.Sy

9. Dr. Abdul Razak, M.M
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KEPUTUSAN
I[JTIMA’ ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VIII
Nomor 14/Ijtima’ Ulama/VIII/2024
Tentang
PRIORITAS PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI

Jjtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII yang diselenggarakan di Pon-
dok Pesantren Bahrul Ulum Islamic Center, Sungailiat, Kabupaten Bangka,
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada 20-23 Zulkaidah 1445 H/28-31
Mei 2024 M setelah:

MENIMBANG : a. bahwa seiring dengan dinamika sosial politik
dan kemasyarakatan, banyak masalah kon-
temporer yang terkait dengan masalah strat-
egis kebangsaan, baik yang terkait dengan
masalah kenegaraan, kebangsaan, maupun
keumatan yang muncul dan dihadapi bangsa
Indonesia;

b. bahwa terhadap masalah tersebut banyak
yang beririsan dengan masalah keagamaan
dan membutuhkan jawaban hukum Islam
dari para ulama, zuama dan cendekiawan
muslim;

c. bahwa terhadap masalah tersebut diper-
lukan jawaban hukum keagamaan berupa
keputusan Jjtima’ Ulama Komisi Fatwa untuk
dijadikan pedoman;

MENGINGAT : 1. Dalil-dalil yang menjadi landasan dalam
penetapan hukum yang terkait dengan ma-
salah sebagaimana terlampir dalam keputu-
san, baik dari Al-Qur’an, Hadits,Ijma), Qiyas,
dan Dalil-dalil lain yang mu'tabar.

2. Berbagai pertimbangan akademik dan per-
timbangan maslahah-mafsadah yang disam-
paikan sebagaimana terlampir dalam keputu-
san.
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MEMPERHATIKAN : 1. Pidato Wakil Presiden RI dalam acara Pem-
bukaan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Se-Indo-
nesia VIIL

2. Pidato Iftitah Wakil Ketua Umum MUI dalam
acara Pembukaan Ijtima’ Ulama Komisi Fat-
wa Se-Indonesia VIII.

3. Paparan para nara sumber dalam Sidang Ple-
no Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia
VIIL

4. Penjelasan Ketua Panitia Pengarah (Steer-
ing Committee) dalam Sidang Pleno I Ijtima’
Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIIL

5. Laporan Hasil Sidang Komisi C tentang Ma-
salah Peraturan Perundang-undang (Masail
Qanuniyyah) yang dibacakan dalam Sidang
Pleno VIjtima’ Ulama Komisi Fatwa se-Indo-
nesia VIIL

6. Pendapat dan masukan yang berkembang
dalam Sidang Pleno V Ijtima’ Ulama Komisi
Fatwa Se-Indonesia VIIL

dengan bertawakkal kepada Allah subhanahu wa taala:

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : 1. Mengesahkan hasil Sidang Komisi C tentang Pri-
oritas Penggunaan Produk Dalam Negeri yang
termasuk Masalah Peraturan Perundang-undan-
gan (Masail Qanuniyyah) sebagaimana terlampir
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Keputusan ini.

2. Menghimbau semua pihak untuk menyebarlu-
askan hasil Ijtima’ ini kepada masyarakat untuk
dijadikan pedoman.

3. Keputusan ini mulai berlaku pada saat ditetap-
kan, dan jika di kemudian hari membutuhkan
penyempurnaan, maka akan dilakukan penyem-
purnaan sebagaimana mestinya.
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Ditetapkan di :Bangka

Pada Tanggal  :23 Zulkaidahi1445H
31 Mei 2024 M

PIMPINAN SIDANG PLENO
Ijtima’ ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VIII

Ketua, Sekretaris,
ttd. ttd.
Prof. Dr. K.H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, M.A.  Dr. H. Rofiqul Umam Ahmad, S.H., M.H.
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LAMPIRAN KEPUTUSAN
I[JTIMA’ ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VIII
Nomor 14/Ijtima’ Ulama/VIII/2024
Tentang
PRIORITAS PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI

Fatwa MUI No.83 Tahun 2023 tentang Dukungan Terhadap Perjuangan
Palestina menjadi momentum fundamental juga monumental terkait
komitmen mewujudkan kedaulatan nasional Indonesia di sektor eko-
nomi.

Indonesia adalah negeri yang kaya akan sumber daya alam dan en-
ergi. [ronisnya, sampai saat ini masih belum mampu mewujudkan ke-
daulatan pangan dan industri dalam negeri sendiri. Alih-alih mewujud-
kan barang kebutuhan pokok rakyatnya yang mestinya berbasis pada
anugerah Yang Maha Kuasa berupa kekayaan sumber daya alam dan
energi yang ad,a yang terjadi justru memperkuat pola ketergantungan
pada produk luar negeri/impor.

Karena itu, masalahnya bukanlah terletak pada kelangkaan sumber ba-
han pokok pangan dan energi, melainkan pada pola ketergantungan
negara pada sektor teknologi pengolahan (huluisasi) dan ketidak-berpi-
hakan regulasi politik ekonomi pada ekonomi kerakyatan secara disen-
gaja dalam rentang waktu yang berkelanjutan.

Di samping itu, masalah moralitas/etika politik pemerintahan dan para
pengemban amanat dalam mewujudkan keadilan, kemakmuran, dan
kesejahteraan masyarakat dan bangsa masih sangat lemah sehingga
kepentingan keuntungan pragmatis perorangan maupun kelompok ter-
tentu lebih memperburuk keadaan.

Kondisi ketergantungan importasi atas kebutuhan pokok tersebut telah
menyebabkan rakyat dan bangsa ini kehilangan kekuatan kelangsungan
habitat agrarisnya yang pada akhirnya akan menggerus lebih parah lagi
akan ketahanan habitat nasionalnya.

. Jika hal ini terus berlanjut, maka tujuan kemerdekaan bangsa Indone-
sia, yaitu mewujudkan kedaulatan bangsa di semua sektor dan berdi-
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ri di atas kaki sendiri menjadi jauh (deviatif) dari tujuan. Karena itu,
dibutuhkan suatu moral/etika politik serta kebijakan pemerintah yang
bercorak reformastif dan tegas demi membebaskan bangsa dan negara
ini dari gurita impor serta kekuatan hegemonik asing yang menyelinap
melalui otoritas para pengemban amanat yang berada di sektor-sektor
strategis dalam konteks kebutuhan pokok nasional ini.
Ketidak-berdaulatan sektor sumber daya alam dan energi bangsa Indo-
nesia sama halnya dengan membiarkan bahkan melanjutkan kolonial-
isasi era perang panas (senjata) ke era penjajahan ekonomi dan budaya
serta membiarkan runtuhnya kedaulatan bangsa ini.

Karena itu, Jjtima’ Ulama Komisi Fatwa MUI 2024 ini menjadi momen-
tum yang sangat strategis, untuk secara moral, juga dengan menghidup-
kan kembali semangat juang para Pendiri Bangsa (Founding Fathers) ini
serta dengan mengikuti jejak semangat kejuangan para ulama terdahu-
lu dari bangsa yang besar ini, mengembalikan martabat bangsa Indone-
sia dengan mencintai produk dalam negeri sendiri dari hilir, proses, dan
hulunya, sehingga mampu bersaing (kompetitif) dalam pasar global
(ekspor) demi kesejahteraan bangsa Indonesia seluruhnya.

Kepada Pimpinan Nasional juga diharapkan agar benar-benar menem-
puh kebijakan reformatif yang berpihak pada kepentingan rakyat ban-
yak dengan memperkuat kembali basis habitat bangsa agraris sambil
terus membangun kekuatan teknologis yang aplikatif bagi bagi terwu-
judnya kemandirian dan ketahanan kebutuhan pokok nasional.

Dalam mewujudkan kemandirian, negara dengan menggunakan in-
strumen yang berlaku, perlu membangun dan mengembangkan ke-
mandirian ekonomi nasional dengan cara menggunakan produk-
produk nasional yang menggunakan bahan baku dalam negeri, saham
perusahaan tidak dimiliki oleh asing secara mayoritas, dan menggunak-
an tenaga kerja nasional.

Sehubungan dengan hal itu, Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia
VIII menyampaikan sikap dan rekomendasi:

Mendesak negara dengan menggunakan instrumen yang berlaku,
segera membangun dan mengembangkan kemandirian ekonomi nasi-
onal dengan cara menggunakan produk-produk nasional yang menggu-
nakan bahan baku dalam negeri, saham perusahaan tidak dimiliki oleh
asing secara mayoritas, dan menggunakan tenaga kerja nasional.
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Pimpinan Sidang Komisi C

Ketua, Sekretaris,
ttd. ttd.
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PIMPINAN SIDANG PLENO

[JTIMA’ ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VIII

Ketua, Sekretaris,
ttd. ttd.
Prof. Dr. K.H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, M.A.  Dr. H. Rofiqul Umam Ahmad, S.H., M.H.

TIM PERUMUS

Ketua : Prof. Dr. H. Jaih Mubarok, S.E., M.H., M.Ag.

Sekretaris : Dr. Fatihunnada, MA.

Anggota :1. Prof. Dr. Zainal Arifin Hoesien, S.H., M.H
2. Dr. H. Ikhsan Abdullah, S.H., M.H
3. Dr. H. Aminuddin Yakub, M.A
4. Dr. Satibi Darwis, Lc., M.A
5. H. M. Mujab, M. Th, Ph.D
6. Dr. Abdul Gaffar, M.Th.I
7. Edi Kurniawan, M.Fil

8. Ginanjar Nugraha, M.Sy

9. Dr. Abdul Razak, M.M
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KEPUTUSAN
I[JTIMA’ ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VIII
Nomor 15/Ijtima’ Ulama/VIII/2024
Tentang
MASALAH-MASALAH JAMINAN PRODUK HALAL

Jjtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII yang diselenggarakan di Pon-
dok Pesantren Bahrul Ulum Islamic Center, Sungailiat, Kabupaten Bangka,
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada 20-23 Zulkaidah 1445 H/28-31
Mei 2024 M setelah:

MENIMBANG : a. bahwa seiring dengan dinamika sosial politik
dan kemasyarakatan, banyak masalah kon-
temporer yang terkait dengan masalah strat-
egis kebangsaan, baik yang terkait dengan
masalah kenegaraan, kebangsaan, maupun
keumatan yang muncul dan dihadapi bangsa
Indonesia;

b. bahwa terhadap masalah tersebut banyak
yang beririsan dengan masalah keagamaan
dan membutuhkan jawaban hukum Islam
dari para ulama, zuama dan cendekiawan
muslim;

c. bahwa terhadap masalah tersebut diper-
lukan jawaban hukum keagamaan berupa
keputusan Jjtima’ Ulama Komisi Fatwa untuk
dijadikan pedoman;

MENGINGAT : 1. Dalil-dalil yang menjadi landasan dalam
penetapan hukum yang terkait dengan ma-
salah sebagaimana terlampir dalam keputu-
san, baik dari Al-Qur’an, Hadits,Ijma) Qiyas,
dan Dalil-dalil lain yang mu'tabar.

2. Berbagai pertimbangan akademik dan per-
timbangan maslahah-mafsadah yang disam-
paikan sebagaimana terlampir dalam kepu-
tusan.
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MEMPERHATIKAN

. Pidato Wakil Presiden RI dalam acara Pem-

bukaan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Se-Indo-
nesia VIIL

. Pidato Iftitah Wakil Ketua Umum MUI dalam

acara Pembukaan Ijtima’ Ulama Komisi Fat-
wa Se-Indonesia VIII.

. Paparan para nara sumber dalam Sidang Ple-

no Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia
VIIL

. Penjelasan Ketua Panitia Pengarah (Steering

Committee) dalam Sidang Pleno I Ijtima’ Ula-
ma Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII.

. Laporan Hasil Sidang Komisi C tentang Ma-

salah Peraturan Perundang-undang (Masail
Qanuniyyah) yang dibacakan dalam Sidang
Pleno V Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa se-Indo-
nesia VIIL

. Pendapat dan masukan yang berkembang

dalam Sidang Pleno V Ijtima’ Ulama Komisi
Fatwa Se-Indonesia VIIL

dengan bertawakkal kepada Allah subhanahu wa taala:

MENETAPKAN
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MEMUTUSKAN

1. Mengesahkan hasil Sidang Komisi C tentang

Masalah-Masalah Jaminan Produk Halal yang
termasuk Masalah Peraturan Perundang-un-
dangan (Masail Qanuniyyah) sebagaimana
terlampir dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

. Menghimbau semua pihak untuk menyebar-

luaskan hasil Ijtima’ ini kepada masyarakat
untuk dijadikan pedoman.

. Keputusan ini mulai berlaku pada saat ditetap-

kan, dan jika di kemudian hari membutuhkan
penyempurnaan, maka akan dilakukan peny-
empurnaan sebagaimana mestinya.
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Ditetapkan di :Bangka

Pada Tanggal  :23 Zulkaidahi1445H
31 Mei 2024 M

PIMPINAN SIDANG PLENO
[JTIMA’' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VIII

Ketua, Sekretaris,
ttd. ttd.
Prof. Dr. K.H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, M.A.  Dr. H. Rofiqul Umam Ahmad, S.H., M.H.
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LAMPIRAN KEPUTUSAN
[JTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VIII
Nomor 15/Ijtima’ Ulama/VIIl/2024
Tentang
MASALAH-MASALAH TERKAIT JAMINAN PRODUK HALAL

Jjtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VIII mendukung dan me-
nyambut baik dengan ditetapkannya UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang
Jaminan Produk Halal (JPH) yang menjadikan sertifikasi halal produk
makanan, minuman, obat, kosmetik dan barang gunaan sebagai kewa-
jiban (Mandatory).
Jjtima’ Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VIII juga mengapresiasi upa-
ya percepatan sertifikasi halal produk bagi para pelaku usaha sebagai
tindak lanjut pelaksanaan UU tersebut. Ijtima’ Ulama juga mendukung
berbagai upaya yang dilakukan guna percepatan sertifikasi halal produk,
namun demikian, dalam pelaksanaannya harus dilakukan dengan cara
yang benar, kredibel, akuntabel, dan dapat dipertanggung-jawabkan ke-
halalannya.

Jjtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VIII meragukan pelaksanaan

sertifikasi halal melalui cara Self Declare (Pernyataan Pelaku Usaha) un-

tuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Jjtima' Ulama memandang bahwa
pelaksanaan sertifikasi halal dengan mekanisme Self Declare tersebut

tidak kredibel, tidak akuntabel, dan berpotensi besar terjadinya keke-
liruan/kesalahan dalam penetapan halal pada produk yang disertifikasi.

Hal tersebut didasarkan pada hal berikut:

a. Sertifikasi Halal dengan mekanisme Self Declare seharusnya hanya
dilakukan pada produk yang masuk dalam kategori Positive List dan
produk yang bahan dasarnya (Row Material) yang sudah mendapat-
kan sertifikat halal, namun dalam praktiknya banyak produk yang
tidak masuk dalam Positive List disertifikasi dengan cara Self De-
clare. Selain itu, dalam pelaksanaan sertifikasi halal dengan Self
Declare harus dilakukan verifikasi terlebih dahulu terhadap produk
yang akan disertifikasi. Jangan hanya mempertimbangkan status
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usahanya saja, yaitu Usaha Mikro dan Kecil (UMK), sementara ti-
dak semua jenis usaha mikro dan kecil memiliki produk dan proses
produksi yang sederhana dan sama. Ada produk UMK yang proses
produksinya kompleks dan rumit.

. Kompetensi Pendamping PPH dalam Pemeriksaan Produk tidak

sama dengan Auditor Halal. Jika Pendamping PPH melakukan
pemeriksaan produk yang bukan positif list serta proses produksin-
ya kompleks (rumit), maka validitas hasil pemeriksaannya diragu-
kan.

Dalam proses pemeriksaan produk halal oleh Pendamping PPH di-
dasarkan pada pengakuan dan pernyataan halal dari pelaku usaha.
Hal semacam ini sangat tidak dapat diyakini dan diragukan vali-
ditasnya karena tidak semua pelaku usaha memiliki pengetahuan
halal produk. Pelaku Usaha tidak diketahui atau tidak dikenal oleh
Pendamping PPH, sehingga Laporan Pemeriksaan Pendamping PPH
yang didasarkan pada pernyataan halal dari pelaku usaha ini tidak
dapat dipertanggung-jawabkan kebenaran hasil pemeriksaannya.

Jjtima' Ulama Komisi Fatwa tidak dapat meyakini hasil ketetapan ha-
lal yang dilakukan oleh Komite Fatwa (sebuah lembaga yang memiliki
dibentuk Kementrian Agama dan bertanggung jawab pada Menteri
Agama untuk menetapkan kehalalan produk) karena beberapa hal:

a. Kedudukan Komite Fatwa yang berada di bawah Kementerian Aga-

ma dan bertanggung jawab terhadap Menteri. Keberadaan Komite
Fatwa yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama serta
posisinya yang berada di bawah Kementerian Agama menjadi tidak
independen dalam membuat keputusan fatwa.

. Adanya potensi conflict of interest. Penetapan Fatwa Halal adalah

wilayah substansi agama yang seharusnya dilakukan oleh lembaga
yang independen dan otoritatif untuk memutuskannya. Keberadaan
Komite Fatwa dalam hal ini berpotensi besar terjadinya konflik of
interest dalam proses penetapan.

Keberadaan Komite Fatwa yang dibentuk Pemerintah merupak-
an bentuk intervensi negara dalam wilayah substansi keagamaan.

NKRI yang berdasarkan Pancasila menganut hubungan simbiosis
mutualis antara Agama dan Negara, maka negara tidak boleh masuk
dan mengurusi wilayah substansi agama. Keberadaan Kementerian
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Agama dan BPJPH dalam sistem sertifikasi halal hanyalah bersifat
adiministratif. Negara tidak boleh ikut menetapkan fatwa halal-ha-
ram karena hal itu adalah wilayah substansi agama dan Indonesia
bukan negara agama (Theokrasi).

. Komite Fatwa yang dibentuk oleh Pemerintah atas dasar UU Nomor

6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, menimbulkan dualisme lembaga
yang berwenang menerbitkan fatwa yang mengakibatkan ketidak-
pastian hukum.

. Dalam mekanisme penetapan halal Self Declare oleh Komite Fat-

wa tidak dilakukan melalui sidang fatwa, tetapi diputuskan secara
individual oleh setiap anggota Komite. Dalam penetapan fatwa,
tidak jelas acuannya, tidak ada metode (Manhaj) fatwanya, serta
mekanisme sistem dan prosedur penetapan fatwanya. Sertifikat Ha-
lal Produk adalah Pengakuan kehalalan suatu produk berdasarkan
fatwa halal tertulis dan fatwa ini merupakan hasil keputusan dari
ljtihad Jama'i (bukan Ijtidah Fardi) yang harus dilakukan oleh lem-
baga/institusi yang memiliki otoritas untuk melakukan dan mene-
tapkan fatwa, yaitu Komisi Fatwa MUI. Komisi Fatwa MUI dalam
menetapkan fatwa halal produk memiliki sistem dan prosedur pene-
tapan fatwa yang baku serta manhaj al-ifta’ yang jelas, teruji, dan
diakui secara ilmiah. Penetapan fatwa halal di Komisi Fatwa MUI
juga dilakukan melalui satu mekanisme sidang fatwa yang dapat
dipertanggung jawabkan, dimana masalah yang akan difatwakan
sudah dikaji dan didalami terlebih dahulu secara mendalam untuk
mendapatkan deskripsi (Tashawur) masalah yang komprehensif se-
belum difatwakan.

Jjtima’ Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VIII sangat menyayangkan
keputusan tentang Penundaan kewajiban sertifikat halal bagi pelaku us-
aha makanan dan minuman yang seharusnya mulai berlaku sejak tang-
gal 17 Oktober 2024 ditunda hingga tahun 2026. Penundaan kewajiban
halal ini merupakan penundaan kedua kalinya setelah sebelumnya su-
dah ditentukan dalam UU Nomor 33 Tahun 2014 dalam Pasal 67 ditegas-
kan bahwa Kewajiban bersertifikat halal produk mulai berlaku 5 Tahun
sejak diundangkannya UU 33/2014 atau sejak tanggal 17 Oktober 2019.
Keputusan ini merupakan suatu bentuk pengabaian negara dalam me-
nyegerakan jaminan perlindungan bagi umat dan warga negara untuk
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memperoleh layanan produk halal. Disamping itu, penundaan tersebut
juga menunjukkan kegagalan dan ketidak-mampuan pemerintah dalam
mengimplementasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang se-
cara jelas mengatur bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperda-
gangkan di wilayah indonesia wajib bersertifikat halal. Penundaan terh-
adap pewajiban sertifikasi halal adalah pelanggaran hak konstitusional
warga untuk memperoleh perlindungan dan juga penjaminan terhadap
produk halal.

6. Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VIII menolak adanya keten-
tuan UU yang mengatur masa berlaku sertifikat halal berlaku sepanjang
masa. Hal ini tidak dapat dipertanggung-jawabkan dan berpotensi besar
terjadinya penyimpangan serta hilangnya kepercayaan publik akan ke-
halalan produk yang sudah disertifikasi halal. Masalah mengenai masa
berlaku sertifikat halal, Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia juga
menilai bahwa pemberlakuan sertifikat halal tanpa batas waktu itu ti-
dak sejalan dengan prinsip-prinsip penjaminan halal; mengingat (i)
produk pangan bersifat dinamis dan berpotensi besar terjadinya moral
hazard Pelaku Usaha; (ii) sistem pengawasan tidak berjalan baik; dan
(iii) pemberlakukan sertifikat halal sepanjang masa tidak lazim dan
bertentangan dengan ketentuan dan standar sertifikasi halal dunia. Ke-
tentuan seperti ini dapat berdampak tidak dapat diterimanya sertifikat
halal Indonesia oleh negara-negara lain.

7. Sehubungan dengan hal itu, Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia
VIII menyampaikan sikap dan rekomendasi:

a. Mendesak Pembentuk Undang-Undang untuk mengubah substansi
UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja terkait dengan pem-
bentukan Komite Fatwa;

b. Mendesak Pembentuk Undang-Undang mencabut UU Nomor 6
Tahun 2023 tentang Cipta Kerja terkait Halal Self Declare, kecuali
bahan dasarnya (Row Material) telah mendapatkan sertifikat halal
atas biaya Pemerintah; dan

c. Mendesak Pemerintah agar membatasi jangka waktu berlakunya
Sertifikat Halal.
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Pimpinan Sidang Komisi C

Ketua, Sekretaris,
ttd. ttd.
Prof. Dr. H. Jaih Mubarok, S.E., M.Ag Dr. Fatihunnada, M.A
PIMPINAN SIDANG PLENO

[JTIMA’ ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VIII

Ketua, Sekretaris,
ttd. ttd.
Prof. Dr. K.H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, M.A.  Dr. H. Rofiqul Umam Ahmad, S.H., M.H.
TIM PERUMUS

Ketua : Prof. Dr. H. Jaih Mubarok, S.E., M.H., M.Ag.
Sekretaris : Dr. Fatihunnada, MA.
Anggota . Prof. Dr. Zainal Arifin Hoesien, S.H., M.H
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2. Dr. H. Ikhsan Abdullah, S.H., M.H
3. Dr. H. Aminuddin Yakub, M.A
4. Dr. Satibi Darwis, Lc., M.A
5. H. M. Mujab, M. Th, Ph.D
6. Dr. Abdul Gaffar, M.Th.I
7. Edi Kurniawan, M.Fil

8. Ginanjar Nugraha, M.Sy
9. Dr. Abdul Razak, M.M
.1

Asistensi ndah Lutfiati
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KEPUTUSAN

I[JTIMA’ ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VIII
Nomor 16/Ijtima’ Ulama/VIIl/2024

Tentang

PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA PASCA PUTUSAN MK DAN
SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG

Jjtima’ Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII yang diselenggarakan di Pon-

dok Pesantren Bahrul Ulum Islamic Center, Sungailiat, Kabupaten Bangka,
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada 20-23 Zulkaidah 1445 H/28-31

Mei 2024 M setelah:
MENIMBANG

MENGINGAT

. bahwa seiring dengan dinamika sosial politik

dan kemasyarakatan, banyak masalah kon-
temporer yang terkait dengan masalah strat-
egis kebangsaan, baik yang terkait dengan
masalah kenegaraan, kebangsaan, maupun
keumatan yang muncul dan dihadapi bangsa
Indonesia;

. bahwa terhadap masalah tersebut banyak

yang beririsan dengan masalah keagamaan
dan membutuhkan jawaban hukum Islam
dari para ulama, zuama dan cendekiawan
muslim;

. bahwa terhadap masalah tersebut diper-

lukan jawaban hukum keagamaan berupa
keputusan Jjtima’ Ulama Komisi Fatwa untuk
dijadikan pedoman;

. Dalil-dalil yang menjadi landasan dalam

penetapan hukum yang terkait dengan ma-
salah sebagaimana terlampir dalam keputu-
san, baik dari Al-Qur’an, Hadits,Ijma) Qiyas,
dan Dalil-dalil lain yang mu'tabar.

. Berbagai pertimbangan akademik dan per-

timbangan maslahah-mafsadah yang disam-
paikan sebagaimana terlampir dalam kepu-
tusan.
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MEMPERHATIKAN

. Pidato Wakil Presiden RI dalam acara Pem-

bukaan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Se-Indo-
nesia VIIL

. Pidato Iftitah Wakil Ketua Umum MUI dalam

acara Pembukaan Ijtima’ Ulama Komisi Fat-
wa Se-Indonesia VIIL.

. Paparan para nara sumber dalam Sidang Ple-

no Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia
VIIL

. Penjelasan Ketua Panitia Pengarah (Steering

Committee) dalam Sidang Pleno I Ijtima’ Ula-
ma Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII.

. Laporan Hasil Sidang Komisi C tentang Ma-

salah Peraturan Perundang-undang (Masail
Qanuniyyah) yang dibacakan dalam Sidang
Pleno V [jtima’ Ulama Komisi Fatwa se-Indo-
nesia VIIL

. Pendapat dan masukan yang berkembang

dalam Sidang Pleno V Ijtima’ Ulama Komisi
Fatwa Se-Indonesia VIII.

dengan bertawakkal kepada Allah subhanahu wa taala:
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MENETAPKAN

1. Mengesahkan Keputusan Ijtima’ Ulama

Komisi Fatwa se-Indonesia VIII tentang
Pencatatan Perkawinan Beda Agama Pasca
Putusan MK dan Surat Edaran Mahkamah
Agung yang termasuk Masalah Peraturan Pe-
rundang-undangan (Masail Qanuniyyah) se-
bagaimana terlampir dan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

. Menghimbau semua pihak untuk menyebar-

luaskan hasil Ijtima’ ini kepada masyarakat
untuk dijadikan pedoman.

. Keputusan ini mulai berlaku pada saat

ditetapkan, dan jika di kemudian hari mem-
butuhkan penyempurnaan, maka akan di-
lakukan penyempurnaan sebagaimana mes-
tinya.

Ditetapkan di :Bangka

Pada Tanggal  :23 Zulkaidah 1445 H
31 Mei 2024 M

PIMPINAN SIDANG PLENO
[JTIMA’ ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VIII

Ketua,
ttd.

Sekretaris,
ttd.

Prof. Dr. K.H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, M.A.  Dr. H. Rofiqul Umam Ahmad, S.H., M.H.
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LAMPIRAN KEPUTUSAN
I[JTIMA’ ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VIII
Nomor 16/Ijtima’ Ulama/VIII/2024
Tentang
PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA PASCA PUTUSAN MK DAN
SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG

R

e

1. Putusan MK Nomor 24/PUU-XX/2022 bertanggal 31 Januari 2023 meno-
lak uji materiil Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 8 huruf f UU 1/1974
tentang Perkawinan yang diajukan oleh Pemohon agar dapat melang-
sungkan perkawinan dengan pasangan yang berbeda agama.

2. Dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah menyatakan:

“Thwal perkawinan, Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 menyebutkan tidak
hanya sebatas perkawinan, tetapi lebih dari itu, yakni “perkawinan yang
sah”. Adapun perkawinan yang sah adalah apabila dilakukan menurut
hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Pada ketentuan
Pasal 2 UU 1/1974, pencatatan yang dimaksud ayat (2) haruslah pen-
catatan yang membawa keabsahan dalam ayat (1). Dengan demikian,
UU 1/1974 menghendaki agar perkawinan yang dicatat adalah perkawi-
nan yang sah.” (halaman 629)

3. Mahkamah dalam pertimbangannya juga memberi penafsiran atas ke-

tentuan Penjelasan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU 23/2006):
“Meskipun dalam penjelasannya dijelaskan yang dimaksud perkawinan
yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan an-
tarumat yang berbeda agama, menurut Mahkamah bukan berarti nega-
ra mengakui perkawinan beda agama.” (halaman 630).

4. Mahkamah menegaskan lebih lanjut:

“Karena negara dalam hal ini mengikuti penafsiran yang telah dilakukan
oleh lembaga atau organisasi keagamaan yang memiliki otoritas menge-
luarkan penafsiran. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran maka lem-
baga atau organisasi keagamaan dari individu tersebut yang berwenang
menyelesaikannya.” (halaman 630).
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5. Berdasarkan penafsiran dan/atau Putusan MK Nomor 24/PUU-XX/2022
bertanggal 31 Januari 2023 dapat ditarik kesimpulan, pertama, pen-
catatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) UU
No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan
UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 ten-
tang Perkawinan, adalah perkawinan yang sah. Kedua, Penjelasan Pasal
35 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan bukan berarti negara mengakui perkawinan beda aga-
ma.

6. Pascaadanya Putusan MK Nomor 24/PUU-XX/2022 bertanggal 31 Januari
2023, Mahkamah Agung (MA) menerbitkan Surat Edaran MA (SEMA)
Nomor 2 Tahun 2023 bertanggal 17 Juli 2023 yang memberikan pedoman
kepada para hakim dalam mengadili permohonan pencatatan perkawi-
nan antarumat yang berbeda agama dan kepercayaan, pada intinya agar
pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan
antarumat yang berbeda agama dan kepercayaan.

7. Sehubungan dengan hal itu, Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia
VIII menyampaikan sikap dan rekomendasi:

a. Sangat mengapresiasi dan mendukung isi Putusan MK Nomor 24/
PUU-XX/2022 bertanggal 31 Januari 2023 dan SEMA Nomor 2 Tahun
2023 bertanggal 17 Juli 2023.

b. Sangat mengetuk hati nurani para hakim yang mengadili permo-
honan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama
dan kepercayaan agar tidak mengabulkan permohonan pencatatan
perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan.

c. Mendesak Pembentuk UU dalam hal ini DPR bersama Presiden
untuk melakukan perubahan atas ketentuan Pasal 35 huruf a dan
Penjelasan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan dan menyesuaikannya dengan
isi Putusan MK Nomor 24/PUU-XX/2022 bertanggal 31 Januari 2023
dan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 bertanggal 17 Juli 2023.
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